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Prakata

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, kami persembahkan buku ini yang berjudul "Dinamika
Industri Konstruksi di Indonesia". Buku ini hadir sebagai upaya
untuk berbagi informasi yang komprehensif mengenai berbagai
aspek yang membentuk dan mempengaruhi industri konstruksi
di tanah air.

Industri konstruksi di Indonesia memiliki peran penting
dalam  pembangunan infrastruktur yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari
pembangunan jalan, jembatan, gedung perkantoran, hingga
proyek-proyek perumahan, sektor ini tidak hanya menciptakan
lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi
kemajuan negara. Dalam buku ini, kami mencoba menggali
berbagai dinamika yang terjadi di industri konstruksi, mulai dari
aspek sejarah, perkembangan teknologi, regulasi pemerintah,
hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Kami juga
menyoroti berbagai kasus studi yang menggambarkan
keberhasilan dan kegagalan dalam proyek-proyek konstruksi,
yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi para praktisi dan
akademisi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
berguna bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan siapa saja yang
memiliki ketertarikan terhadap industri konstruksi. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik berupa
data, informasi, maupun dukungan moral. Akhir kata, semoga
buku ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat
dalam memahami dinamika industri konstruksi di Indonesia,
serta menjadi inspirasi bagi pengembangan sektor ini di masa
mendatang.

Makassar, Juni 2024

Tim Penulis
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Bab

Perkembangan Industri Konstruksi

1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi mekanika bahan semakin pesat.
Berbagai inovasi menghasilkan beragam jenis bahan bangunan
baru. Perkembangan bahan bangunan seiring dengan peradaban
manusia dan membawa dampak perubahan konstruksi
bangunan. Berikut perkembangan industri konstruksi bangunan
diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan bangunan dan
peradaban manusia dari zaman ke zaman.

Industri konstruksi merupakan sektor ekonomi yang fokus
pada pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan infrastruktur
fisik. Industri konstruksi meliputi pekerjaan pembangunan
gedung, jalan raya, jembatan, bendungan, dan proyek lainnya
yang melibatkan konstruksi.

Tahapan industri konstruksi antara lain perencanaan,
desain, pengadaan material alat dan tenaga kerja, pelaksanaan,
finishing dan pemeliharaan. Pada tahapan akan melibatkan
berbagai pihak seperti pengembang, tim pelaksana
(kontraktor), tenaga ahli dan para pekerja.



https://www.bnpbali.com/perencanaan-proyek-konstruksi-fondasi-kesuksesan-dalam-pembangunan/
https://www.bnpbali.com/perencanaan-proyek-konstruksi-fondasi-kesuksesan-dalam-pembangunan/

1.2 Perkembangan Industri Konstruksi

1. Peradaban batu

Peradaban batu terdiri atas 2(tahap), antara lain:

a. Peradaban batu alam

Gambar 1.1 Bangunan Kuno Yunani dan Mesir

(enwikipedia.org, 2016)

Material batu alam adalah bahan bangunan yang tertua sejak
masa megalitikum. Banyak bangunan bersejarah. Pada
awalnya bangunan diperuntukkan untuk tempat ibadah dan
keagamaan, contoh kuburan-kuburan tua yang tersusun
dari batu di Perancis. Material batu juga banyak digunakan

pada bangunan Mesir kuno dan Yunani.

Salah satu sifat batu adalah kemampuan dalam menopang
beban dan gaya. Hal ini disebabkan karena batu

mengandung unsur-unsur kimia, tetapi kemampuan
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memiliki keterbatasan karena mudah berinteraksi dengan
perubahan suhu dan udara. Para perencana masa peradaban
batu berusaha menggunakan inovasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kekuatan batu. Metode pelaksanaan sangat
sederhana yaitu dengan menyusun batu secara berbaris atau
bersilangan untuk membentuk kolom dan dinding. Pada
peradaban batu, bangunan terbuat dari susunan batu
metode puzzle. Batu disusun saling bertautan menggunakan
metode perakitan yang baik, proporsi dan ukuran tertentu
sehingga membentuk bangunan kokoh dan inilah

merupakan awal konsep prefabrikasi atau precast.

b. Peradaban batu bata

¥ O

S
= >

a.Melford Hall, di Suffolk, Inggris ~b. Benteng Rotterdam, Indonesia

Gambar 1.2. Bangunan Menggunakan Batu Bata
(id.wikipedia.org)

Batu bata merupakan material campuran pertama yang
digunakan manusia. Batu bata adalah salah satu material
favorit dan bertahan hingga saat ini karena ekonomis,
diproduksi secara massal dan mudah diperoleh dan mudah
dalam pemasangan sehingga dapat digunakan oleh seluruh
kalangan masyarakat.

3 3 E-BOOK

TOHAR MEDIA




2. Peradaban Kayu

Kayu adalah material yang berasal dari batang pohon. Kayu
juga bermanfaat bagi berbagai kehidupan manusia. Kayu dapat
digunakan sebagai bahan bangunan untuk konstruksi, aksesoris
dan lain sebagainya. Material kayu mulai digunakan antara
tahun 665-57 Sebelum Masehi oleh kerajaan di Jepang dimana
konsep bangunan hampir sama dengan kerajaan Korea. Material

kayu banyak digunakan pada kuil, kedai, vihara dan sebagainya.

PR AT e X ST S PP R S R
——————————— R e ———]
ST T s rx:‘-“f-ﬂrdﬂp B s ]

Gambar 1.3. Istana Korea dan Istana Jepang (id.wikipedia.org)

Pada awalnya kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan
sederhana. Batang pohon digunakan utuh, berupa gelondongan
dan ranting. Perencanaan dan pengerjaan harus sedetail
mungkin agar kayu dapat dirangkai dengan mudah sehingga
menjadi satu kesatuan yang utuh. Material kayu yang memiliki
bentang lebar dan bangunan bertingkat mulai digunakan tahun
120 Masehi di wilayah asia. Seiring perkembangan teknologi
bahan dan teknologi bidang konstruksi, maka manusia mulai
menciptakan inovasi baru baik model dan metode konstruksi
kayu. Berikut persyaratan material kayu yang harus dipenubhi,

antara lain:

a. Ukuran penampang dan panjang dapat dibuat berdasarkan
kebutuhan;
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b. Memiliki kadar air yang rendah;

c. Memiliki kemampuan menahan beban yang bekerja;

d. Konstruksi aman;

e. Penggunaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
f. Awet.

Sifat-sifat kayu antara lain sifat fisik, mekanis, anatomis, kimia
maupun sifat lainnya. Sifat fisik dipengaruhi oleh jenis, lingkar
tahun, letak bagian kayu dalam pohon dan tempat tumbuh
pohon. Material kayu wajib memenuhi syarat kerapatan, susut,
kekuatan dan tingkat keawetan. Material kayu dapat digunakan
sebagai bahan penopang bangunan atau kolom balok rumabh,

bekisting, alas kerja dan lain lain.
3. Peradaban Besi

Material besi digunakan 4.000 SM di wilayah Sumeria
Mesopotamia dan Mesir. Pada mulanya benda besi dibuat
senjata dan perhiasan yang dari bahan batuan meteor. Pada 1600
SM hingga 1200 SM, besi digunakan secara lebih meluas di
Timur Tengah. China adalah negara pertama membuat besi
dengan cara menempa besi meteor. Pada akhir Dinasti Zhou 550
SM, besi diproses dengan teknologi tanur (pembakaran suhu
tinggi) mulai berkembang untuk memperoleh lelehan besi yang

dapat dituang dan dibentuk sesuai cetakan.

Peleburan besi dengan cara melelehkan dengan tanur
masih digunakan hingga saat ini. Teknik peleburan besi masih
di wilayah Eropa jauh terbelakang dari China karena mereka
masih membuat besi dengan metode tempa. Besi tuang atau besi
cor dibuat mulai tahun 1.150 banyak terdapat penemuan di

Vinarhyttan Swedia.Material besi terbatas pada keperluan




pelengkap dan peralatan bangunan seperti perlengkapan pintu
dan jendela. Material besi pada konstruksi dimulai di abad 17,
contoh Jembatan Iron Bridge dibuat tahun 1779 di Inggris. Dan
Kolom Cast Iron pada bangunan di Eropa di zaman Kerajaan Sir
George III pada abad 18.

Menara eiffel, Prancis (b) Jembatan Iron Bridge, Ing

Gambar 1.4. Konstruksi menggunakan besi

(en.wikipedia.org)
4. Beton

Beton adalah material campuran semen, pasir, chipping dan
air sebagai perekat. Perkembangan beton mulai saat Assyrians
dan Babilonia menjadikan tanah liat sebagai bahan perekat. Pada
tahun 1756 John Smeaton di Inggris menciptakan semen hidrolik,
lalu Joseph Aspdin menciptakan semen portland dengan
membakar batu jenis cadas dan tanah liat yang merubah partikel
kimiawi material menjadi perekat material. Komposisi semen,
pasir dan chipping diukur berdasarkan beberapa kekuatan yang
akan dihasilkan. Material pasir dan chipping harus memenuhi
syarat khusus yang harus melalui uji laboratorium. Chipping

atau agregat kasar berupa pecahan batu sungai, kerikil, abu batu
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dan tanah liat. Pasir yang digunakan adalah pasir sungai dan
bukan dari laut. Pasir laut sangat mengandung garam yang
menyebabkan karat atau korosi sehingga tidak dapat digunakan
pada struk beton bertulang. Campuran pasir semen disebut
mortar digunakan pada penutup beton atau tembok karena
menghasilkan permukaan yang halus sedang beton yang terdiri
dari semen, pasir dan chipping digunakan pada pada struktur

bagunan.

Gambar 1.5. Terusan Panama (youtube)

Menurut SNI 03-2847-2002, jenis Beton berdasarkan
kekuatan, antara lain:

1. Beton mutu rendah (beton ringan), memiliki kuat tekan <

20 Mpa;

2. Beton mutu sedang, memiliki kuat tekan 20-40 Mpa;

3. Beton mutu tinggi, memiliki kuat tekan > 40 Mpa

Salah satu jenis beton yaitu bertulang adalah beton yang
menggunakan besi tulangan ulir ataupun polos. Beton bertulang
dibuat oleh Joseph Monier tahun 1849. Berkat inovasi bahan

bangunan beton kini menjadi primadona karena mudah

dibentuk, murah, kuat dan tahan lama.
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5. Material kaca

Kaca alami sudah aja sejak awal kehidupan, berbentuk
batuan yang meleleh karena fenomena suhu tinggi yang
dipengaruhi oleh proses vulkanik, petir dan juga meteor. Lalu
berangsur-angsur mendingin. kaca hollow adalah material
pertama yang dibuat di Mesopotamia Timur tahun 3500 SM
berbentuk manik dan tidak transparan lau dibuat berbentuk pot
dan vas bunga. Masyarakat Mesir melebur kaca dan ditempel ke
benda lainnya, contoh adalah tiga vas bunga di zaman Firaun
Thutmosis III (1504-1450 SM). Pabrik kaca diproduksi massal
oleh rakyat di Mycenae (Yunani) dan Cina setelah abad 15. Buku
petunjuk pembuatan kaca disimpan di Istana Assyrian
Ashurbanipal 669-626 SM. Inovasi glassblowing pertama dibuat
dari tahun 27 SM hingga 14 Masehi yang menggunakan pipet
besi panjang dan tipis untuk meniup kaca. Metode ini masih

tetap digunakan hingga sekarang.

Sejak dahulu kaca digunakan pada bangunan penting seperti
jendela gereja, jendela bangunan kerajaan dan bangunan mewah
bangsawan meskipun memiliki kualitas yang rendah. Kerajaan
Perancis lalu mengembangkan produksi kaca berbentuk piring,

gelas, cermin tahun 1688.

Pada 1910, kaca dicampurkan seluloid (tambahan bahan
antar lapisan kaca) yang dapat membuat kaca tidak mudah
retak. Jenis material kaca telah diproduksi dengan berbagai
bentuk dan model. Saat ini kaca data berfungsi sebagai dinding
pada gedung tinggi, gedung dengan bentang lebar, pengganti
batu bata (glass block). Saat ini kaca dikembangkan karena
memiliki kemampuan sebagai sarana menyimpan energi panas

matahari atau dikenal sebagai panel surya.




Gambar 1.6. Penggunaan Kaca (sunenergy.id)
6. Material Plastik

Rumah plastik pertama kali dibuat oleh Massachusset
Institute dan dibiayai oleh Monsanto Chemical Company tahun
1953. Namun seiring perkembangan teknologi bahan bangunan,
maka saat ini telah tercipta suatu inovasi Wood Plastic
Composite (WPC) merupakan campuran serbuk kayu dengan
plastik yang memiliki kelebihan antara lain murah, ringan,

mudah dipasang dan tahan lama.

Gambar 1.7. Wood Plastic Composite (rumah lantai
indonesia.com, 2023)
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Jenis WPC berdasarkan fungsinya, antara lain:

a. WPC Decking, sebagai lantai dapat dipasang di luar
ruangan;

b. WPC Wall Cladding sebagai pelapis dinding interior dan
eksterior;

c. WPC Pagar sebagai pagar;

d. WPC Plafon sebagai plafon;

e. WPC Dinding sebagai dinding partisi.

Kelebihan bahan plastik karena dapat dibuat berbagai

bentuk, material lebih tahan lama, perawatan mudah, ekonomis,
mudah diperoleh, mudah dibentuk, proses pembuatan cepat.
Material plastik dapat digunakan sebagai bahan bangunan
selain kayu dan besi. Masyarakat memanfaatkan plastik bekas
sebagai material pengganti batu bata sehingga dapat
mengurangi sampah plastik yang dapat mengakibatkan

kerusakan lingkungan jika tidak ditangani dengan serius.

1.3 Jenis-Jenis Industri Konstruksi

Industri konstruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan
spesialisasi dan jenis proyek, meliputi:

a. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan Terdiri dari atas 3 (tiga) bagian penting
1. Gedung

Pekerjaan konstruksi gedung umumnya melibatkan para
ahli bidang arsitek dan teknik sipil. Bentuk konstruksi
gedung berdasarkan fungsinya sebagai contoh antara lain:
gedung untuk gedung tempat tinggal akan berbeda
bentuk dengan gedung sekolah, gedung keperluan bisnis
berbeda bentuk dengan gedung untuk sarana kesehatan
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maupun olahraga dan sebagainya. Gedung harus
memiliki kekuatan dan tingkat layan yang mampu
menahan beban maupun gaya dari dalam maupun gaya
dari luar. Akses evakuasi wajib ada di setiap Gedung dan
sistem hidran harus berfungsi dengan baik.

Bangunan gedung berdasarkan fungsi dibagi atas 2(dua) ,
yaitu:

a) Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
Pembangunan konstruksi gedung tempat tinggal
adalah konstruksi yang banyak dari tahun ke tahun
bertujuan untuk membangun suatu permukiman.
Contoh rumah pribadi, apartemen dan kawasan
perumahan

b) Gedung bukan tempat tinggal merupakan gedung
bukan tempat tinggal. Jenis gedung biasanya berada
di daerah strategis, memiliki fasilitas umum seperti
WC umum, tempat sholat, lahar parkir, kantin, sistem
hidran yang bagus. Contoh kantor, sekolah, rumah
sakit, masjid, gereja, pasar dan mall. Gedung bukan
tempat tinggal memiliki fungsi untuk kebutuhan
kebutuhan manusia.

b. Konstruksi Infrastruktur

Bangunan sipil transportasi adalah yang merupakan fasilitas
layanan publik, contoh dari produk industri konstruksi
bangunan sipil antara lain jalan raya, jalan tol, rel kereta,
jalur busway, landasan pacu pesawat, hingga bendungan
dan jembatan. Selain itu, fasilitas layanan publik seperti
halte, terminal, stasiun, hingga bandara pun termasuk ke
dalam produk industri konstruksi bangunan sipil.

Infrastruktur bangunan air termasuk kategori proyek negara
yang menggunakan dana yang sangat besar yang bertujuan
untuk kepentingan masyarakat. Jenis bangunan air, antara
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lain: waduk, bendung dan bendungan, instalasi pipa, sistem
irigasi dan bangunan air lain yang sejenis. Bangunan air di
perkotaan meliputi drainase perkotaan dan kanal.Dana
pembangunan konstruksi mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan, rehabilitasi dan rekonstruksi dari
pihak swasta dan pemerintah. Seluruh proses pembangunan
konstruksi jalan wajib diawasi oleh tenaga ahli yang
memiliki kompetensi di bidangnya agar infrastruktur aman
kuat dan tahan lama. Dalam merencanakan infrastruktur
jalan, maka ada banyak faktor yang dijadikan dasar
perencanaan sehingga tercipta suatu infrastruktur yang
aman dan nyaman.

Konstruksi Industri

Konstruksi bidang industri meliputi bangunan pabrik,
sarana pembangkit dan pembangkitan, tower, jaringan
listrik, pembangkit listrik, saluran listrik udara (sutet),
bangunan  transmisi, bangunan khusus jaringan
telekomunikasi, bangunan pengolahan limbah dan
sebagainya

Konstruksi industri merupakan konstruksi yang memiliki
nilai manfaat secara timbal balik dari masyarakat ke
pemerintah.

Konstruksi lingkungan

Industri ini berfokus pada proyek-proyek yang berkaitan
dengan lingkungan, seperti pengolahan limbah,
pembersihan sungai, reklamasi lahan, dan proyek-proyek
lingkungan lainnya. Lingkup pekerjaan konstruksi
lingkungan meliputi instalasi mekanikal dan elektrikal
gedung, Sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning), sistem plumbing dan sistem sanitasi gedung.
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1.4 Penutup

Dari ulasan materi diatas dapat diketahui perkembangan
industri konstruksi mengikuti perkembangan teknologi bahan
bangunan, manusia terus meneliti mengembangkan dan
menciptakan inovasi bahan bangunan yang memiliki berat
ringan, mudah digunakan, murah dengan mengedepankan yang
ramah lingkungan. Perkembangan inovasi di dunia industri
konstruksi akan tetap tetap berjalan seiring kebutuhan
masyarakat.
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Peran Pemerintah dalam Industri
Konstruksi

2.1.Pendahuluan

Industri konstruksi di Indonesia menjadi salah satu sektor
vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah dalam mengatur
dan memajukan industri ini menjadi semakin penting, terutama
dalam konteks kebutuhan akan pembangunan yang
berkelanjutan dan inklusif. Sebagaimana diungkapkan oleh
Richard L. Gordon, seorang ahli ekonomi, "Pemerintah memiliki
tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan industri konstruksi, yang pada
gilirannya akan berdampak positif pada pembangunan nasional
secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah
konkret untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri
konstruksi dalam pembangunan nasional. Melalui berbagai
program dan inisiatif, seperti Rencana Pembangunan
Infrastruktur Nasional (RPJMN) dan pembentukan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang fokus pada sektor konstruksi,
pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pertumbuhan industri ini.

Namun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan
yang perlu diatasi, seperti korupsi, birokrasi yang berbelit, serta
kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu,
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evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan program yang
telah dilakukan menjadi penting untuk memastikan bahwa peran
pemerintah dalam industri konstruksi dapat berjalan secara
efektif dan efisien.

2.2.Kebijakan dan Regulasi

Dalam industri konstruksi, kebijakan dan regulasi yang
diperlukan mencakup berbagai aspek untuk memastikan
keberlangsungan, keamanan, dan kualitas pembangunan.
Berikut adalah beberapa kebijakan dan regulasi yang penting
dalam industri konstruksi;

2.2.1. Perizinan dan Tata Ruang

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, proses
pembangunan ini tidak bisa berjalan tanpa adanya perizinan dan
regulasi yang sesuai, terutama dalam hal tata ruang. Peran
pemerintah dalam mengatur perizinan dan tata ruang dalam
industri konstruksi sangatlah penting untuk memastikan
pembangunan yang berkelanjutan dan terorganisir dengan baik.

Dalam konteks Indonesia, proses perizinan dan tata ruang
dalam industri konstruksi diatur oleh berbagai undang-undang
dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu
contoh utamanya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, yang mengatur mengenai pengelolaan
tata ruang di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan bagi
proses perizinan dan pembangunan dalam industri konstruksi.

Selain Undang-Undang Penataan Ruang, pemerintah juga
menerapkan berbagai peraturan terkait izin pembangunan,
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang
Pembangunan yang Bertahap, dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah.
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Dalam prakteknya, proses perizinan dan tata ruang
seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti birokrasi
yang kompleks, lamanya proses pengambilan keputusan, serta
adanya tumpang tindih regulasi antarinstansi. Namun, upaya
pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses
perizinan melalui program seperti "One Stop Integrated Service"
(PTSP) telah memberikan harapan baru bagi para pelaku industri
konstruksi.

Meskipun demikian, tantangan dalam mengelola perizinan
dan tata ruang tetaplah ada. Koordinasi yang lebih baik antar
lembaga terkait, peningkatan transparansi, serta penegakan
hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perizinan dan tata
ruang menjadi kunci dalam memastikan pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dengan memperhatikan pentingnya perizinan dan tata
ruang dalam industri konstruksi di Indonesia, pembahasan dan
evaluasi terus-menerus mengenai regulasi yang ada serta
implementasinya perlu terus dilakukan untuk memastikan
bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan
standar yang telah ditetapkan.

2.2.2. Kebijakan Fiskal dan Insentif

Industri konstruksi di Indonesia memegang peranan
penting dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendorong
pertumbuhan industri ini, pemerintah Indonesia telah
menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan insentif untuk
menarik  investasi ~dan  mempercepat  pembangunan
infrastruktur.

Kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi instrumen efektif
dalam meningkatkan daya saing industri konstruksi, serta
mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih merata di
seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan ini menegaskan
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pentingnya kebijakan fiskal dalam menciptakan lingkungan
investasi yang kondusif bagi industri konstruksi.

Salah satu kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh
pemerintah adalah pembebasan pajak impor untuk bahan baku
dan peralatan konstruksi tertentu yang tidak diproduksi secara
lokal. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi
dan mendorong investasi dalam sektor konstruksi.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak
kepada perusahaan konstruksi yang melakukan investasi dalam
proyek-proyek infrastruktur tertentu, seperti pembangunan jalan
tol, bandara, dan pelabuhan. Insentif ini termasuk pengurangan
tarif pajak penghasilan (PPh) dan pembebasan pajak
pertambahan nilai (PPN) atas impor peralatan dan bahan baku
yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut.

Namun, meskipun adanya kebijakan fiskal dan insentif,
masih terdapat tantangan dalam industri konstruksi, seperti
birokrasi yang rumit, kurangnya ketersediaan lahan, serta
ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus
terhadap kebijakan yang ada serta penyesuaian yang cepat
terhadap perubahan kondisi pasar menjadi penting dalam
mendukung  pertumbuhan  industri  konstruksi  yang
berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kompleksitas dan dinamika
industri konstruksi di Indonesia, perluasan insentif fiskal yang
lebih luas dan fleksibel, serta penyederhanaan proses perizinan
dan regulasi, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam

mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ini.

2.3.Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Mendukung Industri
Konstruksi

Dalam konteks Indonesia, evaluasi kinerja pemerintah
dalam mendukung industri konstruksi menjadi semakin relevan
mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan
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infrastruktur yang semakin meningkat. Sejumlah langkah dan
kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk memperkuat

industri konstruksi, namun, tantangan dan kendala juga tidak
bisa dihindari.

2.3.1 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Industri konstruksi di Indonesia telah menjadi salah satu
sektor vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan infrastruktur. Pentingnya peran pemerintah
dalam mengatur dan memajukan industri ini tidak bisa
diragukan lagi. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan
pemerintah dalam industri konstruksi membutuhkan analisis
yang mendalam untuk memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari
kebijakan tersebut.

Salah satu  keberhasilan implementasi kebijakan
pemerintah dalam industri konstruksi adalah program
percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan.
Sebagai contoh, proyek-proyek infrastruktur strategis seperti
pembangunan jalan tol dan bandara telah memberikan dampak
positif yang signifikan terhadap konektivitas dan pertumbuhan
ekonomi di berbagai daerah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi
kebijakan pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Salah satunya
adalah masalah birokrasi dan regulasi yang kompleks, yang
dapat memperlambat proses pembangunan dan meningkatkan
biaya proyek. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam
menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki
koordinasi antar instansi terkait.

Selain itu, aspek keberlanjutan dan inklusivitas juga
menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan
pemerintah dalam industri konstruksi. Dalam mengembangkan
infrastruktur, perlu dipastikan bahwa pembangunan dilakukan
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secara berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
lokal, serta melibatkan aktif partisipasi dari berbagai pemangku
kepentingan.

Melalui analisis yang mendalam terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan pemerintah dalam industri konstruksi di
Indonesia, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi, tantangan yang dihadapi,
serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di
masa yang akan datang.

2.3.2 Dampak Program Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Melalui berbagai program infrastruktur yang diterapkan
oleh pemerintah, upaya untuk meningkatkan konektivitas antar
wilayah, memperbaiki aksesibilitas, dan mendukung sektor-
sektor ekonomi telah menjadi prioritas utama. Namun, untuk
memahami secara komprehensif dampak dari program
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan
analisis yang mendalam.

Seperti yang diungkapkan oleh Helen Clark, mantan
Perdana Menteri Selandia Baru, "Infrastruktur yang baik adalah
investasi jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat." Pernyataan ini menekankan
pentingnya infrastruktur sebagai fondasi yang kuat bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu dampak yang paling nyata dari program
infrastruktur adalah peningkatan konektivitas antar daerah.
Dengan adanya jaringan jalan tol yang semakin luas dan modern,
serta pengembangan bandara dan pelabuhan yang lebih baik,
perdagangan dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Hal
ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-
daerah terpencil dan memperkuat integrasi regional.
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Selain itu, pembangunan infrastruktur juga membuka
peluang investasi baru dan mendorong pertumbuhan sektor-
sektor terkait, seperti sektor properti, perhotelan, dan pariwisata.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, investor cenderung
lebih tertarik untuk menanamkan modalnya, baik dalam bentuk
pembangunan properti komersial maupun pengembangan
pusat-pusat bisnis baru.

Melalui analisis yang komprehensif terhadap dampak
program infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia, kita dapat memahami lebih baik tentang manfaat,
tantangan, dan peluang yang terkait dengan pembangunan
infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang
kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di masa depan.

2.4.Tantangan dan Rekomendasi

Peran pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, dan
mendorong pertumbuhan industri konstruksi dihadapkan pada
berbagai tantangan yang kompleks. Seperti yang diungkapkan
oleh Margaret Thatcher, "Kesulitan dalam membangun adalah
bagian dari tantangan, tetapi dengan kesungguhan dan
kerjasama, setiap masalah dapat diatasi.” Pernyataan ini
menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang
dihadapi dalam industri konstruksi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah
adalah birokrasi yang rumit dan lambat. Proses perizinan yang
panjang dan kompleks dapat memperlambat proyek-proyek
konstruksi dan meningkatkan biaya, sehingga menghambat
pertumbuhan industri. Oleh karena itu, perlu dilakukan
reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses perizinan
dan mempercepat pengambilan Keputusan.
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Selain itu, masalah korupsi juga menjadi hambatan serius
dalam industri konstruksi. Praktik korupsi yang merajalela tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat
investasi dan mempengaruhi kualitas pembangunan
infrastruktur. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik
korupsi perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan
bisnis yang bersih dan transparan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa
rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki peran
pemerintah dalam industri konstruksi di Indonesia. Pertama,
peningkatan koordinasi antar instansi terkait diperlukan untuk
memastikan kelancaran proses perizinan dan pengawasan
proyek. Kedua, pemerintah perlu memberikan insentif yang
lebih besar bagi investasi dalam pembangunan infrastruktur,
seperti pembebasan pajak atau bantuan modal. Terakhir, penting
untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam
pelaksanaan proyek konstruksi untuk mencegah praktik korupsi
dan memastikan kualitas pembangunan yang tinggi.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat
memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung
pertumbuhan dan pembangunan industri konstruksi di
Indonesia, sehingga dapat tercapai pembangunan infrastruktur
yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi
seluruh masyarakat.

2.4.1 Menanggulangi Hambatan Struktural

Menanggulangi hambatan struktural dalam industri
konstruksi di Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret
yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Beberapa cara yang
dapat ditempuh antara lain:

e Reformasi Birokrasi: Melakukan reformasi birokrasi untuk
menyederhanakan proses perizinan dan pengurangan

hambatan administratif dalam pelaksanaan proyek
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konstruksi. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh World Bank
(2018) yang menunjukkan bahwa birokrasi yang rumit
merupakan salah satu hambatan utama dalam industri

konstruksi di Indonesia.

Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Koordinasi antar
instansi  terkait perlu diperkuat untuk memastikan
kelancaran proses perizinan dan pengawasan proyek
konstruksi. Pemerintah dapat membentuk tim koordinasi
lintas sektoral yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi

dan kolaborasi antar instansi terkait.

Penegakan Hukum: Memperkuat penegakan hukum
terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
dalam industri konstruksi. Penegakan hukum yang tegas
dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan
meningkatkan kepercayaan investor serta kualitas proyek
konstruksi. Sebagaimana disarankan oleh Transparency
International Indonesia (2019), penegakan hukum yang kuat
merupakan kunci untuk memerangi korupsi dalam industri

konstruksi.

Peningkatan Transparansi: Transparansi dalam pelaksanaan
proyek konstruksi perlu ditingkatkan untuk mencegah
praktik korupsi dan memastikan akuntabilitas. Pemerintah
dapat menerapkan sistem pelaporan proyek konstruksi
secara terbuka kepada publik, termasuk anggaran, progres,

dan kualitas pekerjaan.

Peningkatan Akses Pembiayaan: Memberikan fasilitas akses
pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku
industri konstruksi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan

menengah (UKM). Langkah ini sesuai dengan rekomendasi
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dari Bank Indonesia (2020), yang menekankan pentingnya
akses pembiayaan yang memadai bagi pertumbuhan sektor

konstruksi

e Penyediaan Insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif
bagi investasi dalam industri konstruksi, seperti pembebasan
pajak, keringanan biaya perizinan, atau bantuan modal.
Insentif ini akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi
dan meningkatkan investasi dalam pembangunan

infrastruktur.

e Peningkatan Infrastruktur Dasar: Melakukan investasi dalam
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan,
dan sarana transportasi lainnya. Hal ini akan meningkatkan
aksesibilitas ke lokasi proyek konstruksi dan mempercepat
distribusi material serta mobilitas tenaga kerja, sebagaimana
disarankan oleh Bappenas (2017) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

e Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah
perlu menginvestasikan dalam pelatihan dan pendidikan
bagi tenaga kerja industri konstruksi untuk meningkatkan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Ini termasuk
pelatihan keterampilan teknis, manajemen proyek, dan

keselamatan kerja.

e Stimulus Ekonomi: Pemerintah dapat memberikan stimulus
ekonomi untuk mendorong aktivitas konstruksi, seperti
melalui program infrastruktur yang dibiayai secara langsung
oleh pemerintah atau insentif bagi sektor swasta untuk

berinvestasi dalam proyek-proyek konstruksi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan
pemerintah dapat menanggulangi hambatan struktural dalam
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industri konstruksi di Indonesia dan menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pertumbuhan industri serta pembangunan
infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.5.Penutup

Peran pemerintah dalam pengembangan industri
konstruksi di Indonesia adalah sangat krusial dan tidak dapat
diremehkan. Sebagai regulator, fasilitator, pengembang
kebijakan, pengawas proyek, dan pendidik, pemerintah memiliki
tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan industri konstruksi serta
pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Melalui berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang
diterapkan, pemerintah telah berupaya untuk mendorong
investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur,
meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memastikan kepatuhan
terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Meskipun
demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti
birokrasi yang rumit, praktik korupsi, dan kurangnya koordinasi
antar instansi terkait.

Dengan memperbaiki efektivitas dan efisiensi peran
pemerintah dalam industri konstruksi, diharapkan dapat
terwujud pembangunan infrastruktur yang berkualitas,
berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama antara
pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil
menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan mencapai visi
pembangunan yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus
melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam kebijakan dan
program yang telah diterapkan guna mengoptimalkan peran
mereka dalam pengembangan industri konstruksi di Indonesia,
sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi
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pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan serta inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Industri Konstruksi

3.1. Pendahuluan

Sejak zaman dulu konstruksi telah ada dan terus
berkembang hingga peradaban manusia sekarang. Peradaban
mempengaruhi prinsip dasar konstruksi seperti desain dan
bentuk hingga teknik dan peralatan yang digunakan selama
proses konstruksi. Selama ini, manusia telah membangun
berbagai produk konstruksi berupa bangunan dan struktur
bersejarah hingga modern dan futuristik di seluruh dunia.

Mulai dari istana, kuil, menara, benteng, kastil, monumen
hingga piramida di Mesir dan candi borobudur di Indonesia.
Sedangkan di era modern, manusia telah membangun berbagai
infrastruktur dan fasilitas canggih dan futuristik seperti bandara
changi di Singapura, bendungan tiga ngarai di China, kereta
kecepatan tinggi (high-speed rail) Jakarta-Bandung di Indonesia
hingga gedung-gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa di
Dubai.

Dalam ekonomi, konstruksi diartikan sebagai suatu industri
kekuatan fundamental perekonomian suatu negara. Hal ini
mengingat industri konstruksi menciptakan lapangan kerja dan
menggerakan berbagai kegiatan ekonomi termasuk transportasi,
logistik, perdagangan, industri barang dan material termasuk
jasa konstruksi maupun sektor ekonomi lainnya. Terlebih,
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industri konstruksi memberikan manfaat jangka panjang dalam
pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu bangsa.

Perkembangan proyek konstruksi semakin cepat seiring
berjalannya waktu. Di Indonesia, sebuah negara berkembang,
proyek-proyek pembangunan terus bertambah. Manajemen
sumber daya seperti material, tenaga kerja, dan peralatan akan
memengaruhi kinerja suatu proyek secara keseluruhan. efisiensi
proyek konstruksi dapat diukur melalui empat aspek utama:
waktu, biaya, kualitas, serta keselamatan dan kesehatan. Seorang
kontraktor = diharapkan mampu menyelesaikan proyek
konstruksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam
batas biaya yang telah disepakati, dengan tingkat kualitas yang
diharapkan, dan dengan memperhatikan keselamatan serta
kesehatan para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.

Selain itu, kontraktor juga diharapkan untuk taat pada
prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, termasuk
ketaatan secara administratif, akuntabilitas, keteraturan, dan
kemampuan untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan semua aspek ini, proyek konstruksi
memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan
memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang
terlibat. (Menteri PUPR, 2023).

Sebuah proyek konstruksi melibatkan serangkaian tugas
yang melibatkan pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja,
peralatan, material, dana, dan metode tertentu yang dilakukan
dalam periode waktu yang telah ditetapkan dan dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal (Lie et al., 2020).
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3.2. Industri Konstruksi

3.2.1 Jenis-Jenis Industri Konstruksi

a.

Konstruksi Gedung

Konstruksi gedung merupakan jenis konstruksi pertama
yang melibatkan berbagai profesional mulai dari arsitek
hingga insinyur sipil. Aspek utama yang diutamakan
dalam jenis konstruksi ini adalah keaslian arsitektural.
Gedung-gedung yang termasuk dalam kategori ini
sangat bervariasi, mulai dari gedung perkantoran,
gedung kesehatan, fasilitas pemerintahan, hingga
bangunan rekreasi sehingga dibutuhkan sertifikat
Standar Jasa konstruksi (Kementerian PUPR RI, 2022).

Konstruksi Jalan

Konstruksi jalan adalah jenis konstruksi yang umumnya
dilakukan atas permintaan dari departemen pekerjaan
umum atau proyek pemerintah. Jalan adalah prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap,
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas. Jalan dapat berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau
air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan
lori, dan jalan kabel. Dengan demikian, konstruksi jalan
memiliki cakupan yang luas, mencakup semua
infrastruktur yang terkait dengan lalu lintas darat
(Kementerian PUPR, 2023b). Dalam pelaksanaannya,
terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan.

Tahap pertama adalah pengukuran, di mana jalan yang
akan dibangun atau diperbaiki diukur untuk
menentukan dimensi dan panjangnya. Kemudian, tahap
penggalian dilakukan, yang seringkali diperlukan untuk
perbaikan jalan. Selanjutnya, tahap pengerasan dan
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pengurugan dilakukan untuk memperbaiki jalan yang
rusak atau membahayakan pengguna jalan.

Jenis konstruksi ini umumnya dikerjakan oleh para ahli
guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan
infrastruktur yang aman. Dalam proses
perancangannya, banyak faktor yang  harus
dipertimbangkan dan dihitung agar dapat menghasilkan
infrastruktur yang optimal.

Konstruksi Umum

Konstruksi umum mengacu pada jenis konstruksi yang
melibatkan berbagai macam bangunan dan infrastruktur
yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini meliputi berbagai jenis proyek konstruksi seperti
konstruksi perumahan, bangunan komersial, bangunan
industri, saluran air, dan sebagainya.

Konstruksi umum melibatkan proses pembangunan,
renovasi, perbaikan, atau pemeliharaan struktur fisik
yang mencakup pondasi, dinding, atap, struktur baja,
struktur beton, sistem mekanikal dan elektrikal, dan
lain-lain. Konstruksi umum sering dilakukan oleh
kontraktor konstruksi yang terlatih dan tim ahli yang
terlibat dalam perencanaan, perancangan, dan
pelaksanaan proyek konstruksi.

. Konstruksi Perdagangan Khusus

Konstruksi perdagangan khusus mengacu pada jenis
konstruksi yang terkait dengan instalasi khusus atau
spesifik dalam bangunan atau proyek konstruksi dan
diatur pula dalam peraturan Menteri Perdagangan
(Kementerian Perdagangan RI, 2021). Contohnya, jenis
konstruksi perdagangan khusus ini umumnya meliputi
pemasangan produk yang berhubungan dengan listrik,
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misalnya instalasi jalur listrik atau pemasangan panel
kayu yang membutuhkan keahlian khusus dan spesifik.

Konstruksi perdagangan khusus mencakup berbagai
bidang seperti instalasi listrik, instalasi mekanikal,
instalasi tata wudara, instalasi plumbing, instalasi
kebakaran, sistem keamanan, sistem komunikasi, dan
banyak lagi. Setiap bidang ini memiliki persyaratan
teknis yang khusus dan memerlukan keahlian khusus
dalam perancangan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem yang terkait.

Kontraktor konstruksi khusus yang terlatih dan
memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang
tertentu sering terlibat dalam konstruksi perdagangan
khusus untuk memastikan sistem yang dipasang
berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Konstruksi Bangunan Air

Jenis konstruksi terakhir adalah konstruksi infrastruktur
besar yang didanai oleh negara dan digunakan untuk
kepentingan bersama masyarakat. Air, menurut definisi
dalam konteks ini, mencakup segala bentuk air yang ada
pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Ini
mencakup air permukaan, seperti sungai, danau, dan
waduk; air tanah yang terdapat di dalam akuifer di
bawah permukaan tanah; air hujan yang mengalir di
permukaan tanah; dan air laut yang terletak di wilayah
darat. Dengan demikian, definisi air dalam konteks ini
mencakup semua jenis air yang ada di lingkungan darat.
(Kementerian PUPR, 2023a).

Proyek ini seringkali melibatkan pembangunan
bangunan air seperti waduk, bendungan, pemasangan
pipa, dan sejenisnya. Dana yang digunakan untuk
menjalankan jenis konstruksi ini biasanya berasal dari
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pemerintah. Namun, terkadang pihak swasta juga turut
serta dalam memberikan pembiayaan untuk konstruksi
infrastruktur air tersebut.

3.2.2 Produk Industri Konstruksi

a.

Konstruksi Gedung Tempat Tinggal

Pentingnya konstruksi gedung tempat tinggal dalam
memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Bahwa
gedung tempat tinggal, seperti rumah, kondominium,
dan apartemen, merupakan produk penting dari
industri konstruksi yang mengakomodasi kebutuhan
tempat tinggal bagi masyarakat.

Menurut definisi, bangunan gedung adalah struktur
fisik yang dibangun di atas atau di dalam tanah, atau
bahkan di atas air, yang berfungsi sebagai tempat di
mana manusia melakukan berbagai aktivitas seperti
tinggal, bekerja, atau beribadah. Gedung dapat
digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk hunian,
kegiatan agama, bisnis, sosial, budaya, atau kegiatan
khusus lainnya.

Pentingnya konstruksi gedung tidak hanya terkait
dengan pemenuhan kebutuhan perumahan, tetapi juga
dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman,
dan berfungsi bagi masyarakat. Seiring dengan
pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan akan
hunian terus meningkat, dan industri konstruksi terus
berupaya  memenuhi  kebutuhan ini = dengan
menghasilkan bangunan gedung yang sesuai dengan
standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. (Menteri
PUPR, 2021).
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b. Konstruksi Gedung Bukan Tempat Tinggal

Selain gedung tempat tinggal, terdapat juga gedung-
gedung yang dibangun untuk keperluan komersial,
publik, atau institusional di perkotaan. Gedung-gedung
ini berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas
layanan publik. Contohnya termasuk kantor, rumah
sakit, hotel, gedung kesenian, sekolah, bioskop, atau
tempat ibadah (Menteri PUPR, 2021).

Konstruksi gedung-gedung semacam ini dirancang dan
dibangun untuk mendukung kegiatan yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat, bisnis, pendidikan,
rekreasi, atau kegiatan keagamaan. Mereka memainkan
peran penting dalam memenuhi kebutuhan perkotaan
akan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas.

c. Konstruksi Bangunan Sipil

Produk bangunan sipil mencakup berbagai infrastruktur
yang sangat penting untuk transportasi dan layanan
publik. Ini termasuk pembangunan jalan tol, landasan
pacu pesawat terbang, rel kereta api, jembatan,
bendungan, dan proyek-proyek serupa.

Semua ini merupakan bagian integral dari infrastruktur
transportasi dan penyediaan layanan publik. Selain itu,
fasilitas seperti terminal bus, bandara, dan dermaga juga
termasuk dalam produk dari konstruksi bangunan sipil,
karena mereka menyediakan akses dan layanan penting
bagi masyarakat dalam hal transportasi darat, udara,
dan laut. Dengan memperluas dan meningkatkan
infrastruktur ini, kita dapat meningkatkan konektivitas
dan  mobilitas masyarakat serta mendukung
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di
suatu wilayah.
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Sub Kklasifikasi meliputi;

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

BS001 / KBLI 42101 : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan

BS002 / KBLI 42102 : Bangunan Sipil Jembatan, Jalan
Layang, Fly Over,Underpass

BS003 / KBLI 42103 : Konstruksi Jalan Rel

BS004 / KBLI 42201 : Konstruksi Jaringan Irigasi dan
Drainase

BS005 / KBLI 42202 : Konstruksi Bangunan Sipil
Pengolahan Air Bersih

BS006 / KBLI 42203 : Konstruksi Bangunan Sipil
Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah
Padat,Cair,dan Gas

BS007 / KBLI 42204 : Konstruksi Bangunan Sipil
Electrical

BS008 / KBLI 42205 : Konstruksi Bangunan Sipil
Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi

BS009 / KBLI 42206 : Konstruksi Sentral
Telekomunikasi

BS010 / KBLI 42911 : Konstruksi Bangunan Prasarana
Sumber Daya Air

BS011 / KBLI 42912 : Konstruksi Bangunan
Pelabuhan Bukan Perikanan

BS012 / KBLI 42913 : Konstruksi Bangunan
Pelabuhan Perikanan

BS013 / KBLI 42915 - Konstruksi Bangunan Sipil
Minyak dan Gas Bumi

BS014 / KBLI 42916 : Konstruksi Bangunan Sipil
Pertambangan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

BS015 / KBLI 42917 : Konstruksi Bangunan Sipil
Panas Bumi

BS016 / KBLI 42918 : Konstruksi Bangunan Sipil
Fasilitas Olahraga

BS017 / KBLI 42919 : Konstruksi Bangunan Sipil
Lainnya Ytdl

BS018 / KBLI 42923 : Konstruksi Bangunan Sipil
Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia,
Farmasi, dan Industri Lainnya

BS019 / KBLI 42924 : Konstruksi Bangunan Sipil
Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit

BS020 / KBLI 42209 : Konstruksi Jaringan
Irigasi, Komunikasi,dan Limbah Lainnya

d. Konstruksi Bangunan Elektrik

Produk dari industri konstruksi yang berkaitan dengan
bidang listrik atau elektrik meliputi berbagai
infrastruktur yang digunakan untuk pembangkitan,

transmisi, dan distribusi energi listrik, serta bangunan
khusus untuk jaringan telekomunikasi. Beberapa contoh
termasuk:

1.

2.

3.

Pembangkit Tenaga Listrik

Pembangunan pembangkit listrik, baik yang
menggunakan energi konvensional maupun
terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya,
angin, atau hidro.

Bangunan Transmisi

Konstruksi menara, tiang, dan saluran transmisi
untuk mengirimkan listrik dari pembangkit ke
konsumen melalui jaringan listrik.

Bangunan Distribusi
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Infrastruktur seperti gardu distribusi, transformator,
dan jaringan distribusi listrik yang mendistribusikan
listrik dari stasiun transmisi ke pengguna akhir.

4. Bangunan Telekomunikasi

Pembangunan menara telekomunikasi, pusat data,
dan infrastruktur telekomunikasi lainnya yang
mendukung jaringan telekomunikasi dan akses
internet.

Semua ini merupakan bagian penting dari infrastruktur
yang mendukung penyediaan layanan listrik dan
komunikasi yang handal bagi masyarakat.

Pengerukan

Sebenarnya, sungai, rawa, dan alur pelayaran tidak
termasuk dalam produk dari industri konstruksi yang
masuk dalam jenis konstruksi jalan. Sebaliknya, mereka
termasuk dalam jenis konstruksi maritim atau
konstruksi air. Konstruksi jalan, seperti yang disebutkan
sebelumnya, lebih berkaitan dengan pembangunan jalan
raya, trotoar, dan infrastruktur darat lainnya.

Namun, pengerukan sungai, rawa, dan alur pelayaran
adalah bagian dari konstruksi yang diperlukan untuk
memelihara atau meningkatkan akses transportasi air.
Pengerukan dilakukan untuk memperdalam sungai,
rawa, atau alur pelayaran guna memfasilitasi lalu lintas
kapal dan meningkatkan navigability. Meskipun
demikian, ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai bagian
dari industri konstruksi air atau maritim, bukan
konstruksi jalan.
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3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Industri Konstruksi

Industri konstruksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang
kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor
utama yang mempengaruhi industri konstruksi:

1. Ekonomi

Kondisi ekonomi secara umum memiliki dampak besar
pada industri konstruksi. Ketika ekonomi tumbuh,
permintaan akan proyek konstruksi seperti perumahan,
gedung perkantoran, dan infrastruktur —meningkat.
Sebaliknya, dalam periode resesi, permintaan konstruksi
cenderung menurun.

Secara mendasar, terdapat empat hubungan utama di
antara pelaku jasa konstruksi (Natsir, M. & Widjayanto,
2013):

a. Hubungan antara Pemberi Kerja (Pemilik Proyek) dan
Kontraktor: Ini adalah hubungan di mana pemberi kerja
atau pemilik proyek, entah itu individu, perusahaan,
atau pemerintah, mengontrak kontraktor untuk
melaksanakan proyek konstruksi tertentu. Hubungan ini
didasarkan pada kontrak yang memuat berbagai
ketentuan termasuk lingkup pekerjaan, jadwal, biaya,
dan spesifikasi teknis.

b. Hubungan antara Kontraktor dan Subkontraktor:
Kontraktor utama sering kali mempekerjakan sub
kontraktor untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu
dari pekerjaan konstruksi. Hubungan ini melibatkan
perjanjian yang mengatur tanggung jawab, jadwal kerja,
dan pembayaran antara kontraktor dan subkontraktor.

c¢. Hubungan antara Kontraktor dan Pemasok Material:
Kontraktor membutuhkan pasokan material konstruksi
seperti batu bata, semen, besi beton, dan lainnya.
Hubungan ini melibatkan kontrak pembelian material
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antara kontraktor dan pemasok, yang mencakup harga,
kualitas, pengiriman, dan persyaratan lainnya.

d. Hubungan antara Kontraktor dan Tenaga Kerja:
Kontraktor mempekerjakan berbagai tenaga kerja seperti
tukang, pekerja konstruksi, insinyur, dan manajer
proyek. Hubungan ini melibatkan aspek-aspek seperti
upah, jadwal kerja, kondisi kerja, dan keamanan kerja.

Keempat hubungan ini merupakan dasar dari
kerangka kerja kerjasama di dalam industri konstruksi.
Interaksi yang efektif antara semua pihak yang terlibat
dalam  hubungan-hubungan ini penting untuk
keberhasilan proyek konstruksi.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, termasuk regulasi bangunan,
peraturan lingkungan, kebijakan pajak, dan investasi
infrastruktur, dapat memiliki dampak besar pada industri
konstruksi. Insentif fiskal dan proyek infrastruktur yang
didanai pemerintah seringkali mendorong pertumbuhan
industri konstruksi, upaya pemerintah sangat penting untuk
mendorong pertumbuhan bisnis konstruksi yang merata di
Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk
mencapai tujuan ini termasuk:

a. Perbaikan Regulasi

Pemerintah dapat memperbaiki regulasi terkait
pembagian kualifikasi dan klasifikasi kontraktor. Hal ini
dapat mencakup penyederhanaan prosedur perizinan,
pembaruan regulasi untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, serta penyediaan insentif bagi
kontraktor kecil untuk mengikuti proses kualifikasi.
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b. Pengembangan Kontraktor Kecil Menjadi Kontraktor
Spesialis

Pemerintah dapat mengarahkan kontraktor kecil untuk
menjadi spesialis dalam bidang tertentu. Ini bisa
dilakukan melalui program pelatihan, bantuan teknis, dan
akses ke pasar yang lebih luas. Dengan menjadi spesialis,
kontraktor kecil dapat meningkatkan kualitas layanan
dan bersaing lebih baik dalam pasar konstruksi.

c. Pemberdayaan Kontraktor Lokal

Pemerintah dapat memberdayakan kontraktor lokal
dengan memberikan preferensi dalam lelang proyek
konstruksi pemerintah. Hal ini akan membantu
kontraktor lokal untuk mendapatkan lebih banyak
kesempatan  untuk  mendapatkan proyek dan
berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di daerah
mereka.

d. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Pemerintah
dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk
mengembangkan program dan proyek konstruksi. Ini
dapat mencakup kemitraan publik-swasta (PPP), di mana
pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam
pembiayaan, pengembangan, dan pengoperasian proyek
infrastruktur.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan bisnis konstruksi
di Indonesia dapat berkembang dengan lebih merata,
meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memberikan
manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara
keseluruhan. (Tanne, 2021).

. Teknologi

Perkembangan teknologi seperti Building Information
Modeling (BIM)(Fakhruddin et al., 2019), konstruksi berbasis
modular, dan penggunaan drone untuk pemantauan proyek
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telah mengubah cara industri konstruksi beroperasi.
Penyediaan teknologi baru ini dapat meningkatkan efisiensi,
produktivitas, dan keselamatan di lokasi konstruksi.

Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam
bentuk format digital, telah menjadi bagian integral dari
industri konstruksi di seluruh dunia. Penggunaan teknologi
digital memberikan dampak besar dalam mempercepat
pembangunan infrastruktur serta meningkatkan efisiensi
dan produktivitas. Salah satu teknologi digital yang memiliki
dampak signifikan adalah Building Information Modelling
(BIM).

BIM merupakan seperangkat teknologi, proses, dan
kebijakan yang mengintegrasikan seluruh proses konstruksi
ke dalam sebuah model digital, yang kemudian
direpresentasikan dalam bentuk gambar 3 dimensi.
Teknologi ini juga berfungsi dalam menghasilkan dan
mengelola data konstruksi selama siklus hidup bangunan.
BIM menggunakan perangkat lunak 3D, pemodelan
dinamis, dan visualisasi real-time untuk meningkatkan
produktivitas dalam proses desain dan konstruksi
bangunan.

Salah satu aspek penting dari BIM adalah integrasi model
dari berbagai disiplin yang terlibat dalam proyek konstruksi.
Hal ini membutuhkan kolaborasi antar disiplin untuk
memastikan bahwa model-model yang dibuat oleh setiap
disiplin terintegrasi secara keseluruhan. Manfaatnya sangat
banyak, antara lain kemampuan untuk mendeteksi potensi
konflik sedini mungkin, menghindari kebutuhan untuk
melakukan pekerjaan ulang, serta mengurangi risiko
keterlambatan dalam tahap konstruksi.
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Secara keseluruhan, penggunaan BIM dan teknologi digital
lainnya telah membawa industri konstruksi ke tingkat yang
lebih tinggi dalam hal efisiensi, produktivitas, dan
manajemen risiko. (Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2018).

. Tenaga Kerja

Ketersediaan dan  kualitas tenaga kerja sangat
mempengaruhi industri konstruksi. Kurangnya tenaga kerja
terampil dalam industri ini dapat menghambat kemajuan
proyek dan menyebabkan peningkatan biaya. Faktor-faktor
yang mempengaruhi produktivitas pekerja dalam
pelaksanaan konstruksi dapat mencakup:

a. Perubahan Gambar Kerja

Perubahan yang sering terjadi pada gambar kerja dapat
mengganggu alur pekerjaan dan menyebabkan
kebingungan di antara pekerja.

b. Keterbatasan Area Kerja

Area kerja yang terbatas dapat menyulitkan koordinasi
dan mobilitas pekerja, serta menghambat aliran
pekerjaan.

c. Perubahan Cuaca

Cuaca yang tidak menentu atau buruk, seperti hujan
atau angin kencang, dapat mengganggu progres kerja
dan mengakibatkan penundaan.

d. Kurangnya Tempat untuk Beristirahat

Keterbatasan tempat untuk istirahat dapat mengurangi
kualitas istirahat pekerja, yang berpotensi mengurangi
produktivitas mereka.
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e. Kurangnya Ketersediaan Material

Keterlambatan dalam penyediaan material atau
kurangnya material yang tersedia dapat menyebabkan
penundaan dalam proses konstruksi.

f. Bekerja di Ketinggian
Pekerjaan yang dilakukan di ketinggian dapat

menimbulkan risiko kecelakaan dan memerlukan
perhatian ekstra dari pekerja, yang mungkin
mengurangi produktivitas mereka.

g. Metode Pelaksanaan Konstruksi

Metode pelaksanaan konstruksi yang tidak efisien atau
tidak sesuai dengan kebutuhan proyek dapat
memperlambat progres pekerjaan.

h. Peralatan yang Rusak

Peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik
dapat menyebabkan penundaan dan mengganggu alur
kerja.

i. Kesalahpahaman Antar Pekerja

Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara
pekerja dapat menyebabkan kesalahan atau penundaan
dalam proses konstruksi.

j-  Keterlambatan Inspeksi

Keterlambatan  dalam  proses inspeksi dapat
menghambat progres pekerjaan dan mengakibatkan
penundaan dalam penyelesaian proyek.

Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini dapat
membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan konstruksi. (Hernandi & Tamtana, 2020).
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5.

Inovasi Material

Perkembangan material konstruksi baru dan inovatif dapat
mengubah cara bangunan dibangun, memengaruhi biaya,
keberlanjutan, dan kekuatan structural. Di samping itu,
perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat untuk
bangunan yang lebih modern dan efisien energi telah
meningkatkan tekanan pada sektor konstruksi. Masyarakat
menginginkan bangunan yang lebih pintar, lebih nyaman,
dan lebih ramah lingkungan (Arifa K et al.,, 2021). Inilah
sebabnya mengapa pentingnya inovasi dalam konstruksi
berkelanjutan semakin meningkat.

Perubahan Demografis

Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan
demografis lainnya mempengaruhi permintaan akan jenis-
jenis bangunan tertentu, seperti perumahan, pusat
perbelanjaan, dan infrastruktur public (Samuel Semaya;
Basuki Anondho, 2020).

Ketidakpastian Pasar

Ketidakpastian politik, geopolitik, atau kejadian tak terduga
seperti pandemi dapat mempengaruhi keputusan investasi
dalam proyek konstruksi, menyebabkan penundaan atau
pembatalan. Untuk meningkatkan resiliensi perusahaan
konstruksi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi,
penting untuk memiliki kriteria dan alternatif yang tepat
dalam mengambil keputusan. Berikut adalah beberapa
kriteria dan alternatif yang dapat dipertimbangkan:

Kriteria:
a. Ketahanan Finansial

Kemampuan perusahaan untuk mengelola dan
mempertahankan keuangan yang sehat di tengah
ketidakpastian ekonomi.
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b. Diversifikasi Proyek

Penyebaran risiko dengan mengerjakan proyek-
proyek yang beragam dalam sektor dan skala yang
berbeda.

c. Fleksibilitas Tenaga Kerja

Kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan tenaga
kerja sesuai dengan fluktuasi permintaan proyek.

d. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan proyek.

e. Hubungan Kemitraan

Kualitas hubungan dengan pemasok, sub kontraktor,
dan klien yang dapat memberikan dukungan dan
stabilitas selama masa sulit.

f. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi operasional dan
adaptasi terhadap perubahan pasar.

g. Manajemen Risiko

Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi,
dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan
ketidakpastian ekonomi.

Alternatif:
a. Diversifikasi Portofolio Proyek

Mengambil proyek-proyek dengan berbagai ukuran
dan tingkat kompleksitas serta di berbagai sektor
ekonomi.

b. Peningkatan Fleksibilitas Tenaga Kerja
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Menyediakan = pelatthan = dan  pengembangan
keterampilan kepada karyawan agar dapat bekerja
pada berbagai jenis proyek.

c. Stok Sumber Daya Cadangan

Memiliki cadangan bahan baku dan peralatan serta
membangun jaringan pemasok yang dapat
diandalkan.

d. Kerjasama Kemitraan yang Kuat

Membangun hubungan kemitraan yang erat dengan
pemasok, sub kontraktor, dan klien yang dapat
memberikan dukungan finansial dan operasional.

e. Investasi dalam Teknologi

Mengalokasikan sumber daya untuk investasi dalam
sistem manajemen proyek, perangkat lunak desain,
atau teknologi konstruksi inovatif.

f. Penggunaan Asuransi

Melindungi perusahaan dengan asuransi yang sesuai
untuk mengurangi dampak kerugian finansial akibat
risiko ekonomi dan kejadian tak terduga lainnya.

Dengan mempertimbangkan kriteria dan alternatif tersebut,
perusahaan konstruksi dapat membangun ketangguhan
(resiliensi) yang kuat terhadap ketidakpastian ekonomi dan
meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dan
tumbuh dalam berbagai kondisi pasar. (Evitalia Inggriani et
al., 2023).

. Keberlanjutan Lingkungan

Kecenderungan menuju bangunan yang lebih ramah
lingkungan telah mempengaruhi praktik konstruksi,
mendorong permintaan untuk bangunan yang lebih energi
efisien dan  berkelanjutan. Pentingnya penerapan

45




keberlanjutan dalam konstruksi dipahami karena sektor
konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya
alam terbesar dan memiliki potensi untuk memberikan
dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perubahan
iklim. Oleh karena itu, Kementerian PUPR berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur
dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  keberlanjutan
konstruksi.

Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan
keberlanjutan dalam konstruksi termasuk:

a. Penggunaan Bahan Ramah Lingkungan

Memilih bahan bangunan yang ramah lingkungan,
seperti bahan daur ulang atau bahan yang memiliki
jejak karbon rendah, untuk mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan.

b. Pengelolaan Limbah

Mengelola limbah konstruksi dengan baik, termasuk
daur ulang material bekas dan meminimalkan limbah

konstruksi yang berakhir di tempat pembuangan
akhir.

c. Efisiensi Energi

Menerapkan  teknologi dan  desain  yang
memperhitungkan  efisiensi  energi, termasuk
penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga
surya atau penggunaan sistem pencahayaan dan
pendinginan yang hemat energi.

d. Pengelolaan Air

Memperhatikan pengelolaan air selama konstruksi
dan operasional bangunan, termasuk penggunaan
sistem pengumpulan air hujan dan teknologi
penghematan air.
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10.

3.4.

e. Pertimbangan Lingkungan

Memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap
tahap proyek konstruksi, termasuk analisis dampak
lingkungan dan penerapan tindakan mitigasi yang
sesuai.

Melalui  penerapan praktik-praktik ini, diharapkan
pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi
dampak negatif terhadap perubahan iklim. Ini akan
membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur
mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara
keseluruhan, sesuai dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Willar et
al., 2019).

Perubahan Tekanan Pasar

Persaingan diantara perusahaan konstruksi, perubahan
dalam preferensi konsumen, dan evolusi tren desain dapat
mempengaruhi permintaan untuk jenis proyek tertentu dan
menuntut perusahaan untuk beradaptasi (Kementerian
PUPR, 2014).

Risiko dan Regulasi

Industri konstruksi seringkali dihadapkan pada risiko
proyek yang tinggi, termasuk risiko keuangan, hukum, dan
keselamatan. Regulasi yang ketat terkait dengan perizinan,
keselamatan kerja, dan lingkungan juga memengaruhi cara
industri beroperasi (Wena & Suparno, 2015).

Penutup

Dalam dunia industri konstruksi yang berkembang saat ini

beberapa faktor mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan
dunia konstruksi, sehingga sangat dibutuhkan pemahaman
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tentang faktor internal dan eksternal dalam menjalankan industri
konstruksi.
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Tenaga Kerja dalam Industri
Konstruksi

4.1.Pendahuluan

Industri konstruksi di Indonesia dari masa ke masa terus
mengalami perkembangan dan kemajuan, mengingat angka
pertumbuhan di bidang infrastruktur yang terus mengalami
peningkatan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak dapat
dipisahkan dari beberapa unsur utama dalam realisasinya. Dunia
konstruksi sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya,
baik itu sumber daya manusia, alat, bahan, biaya dan waktu.
Salah satu faktor penggerak dan penentu keberhasilan dalam
pelaksanaan konstruksi adalah peran utama dari sumber daya
manusia. Sederhananya sebuah proyek tidak mungkin akan bisa
diwujudkan tanpa adanya sumber daya manusia. Menurut
(Soeharto, 1995) Sumber daya manusia dalam proyek merupakan
seluruh tenaga kerja yang digunakan sebagai input dalam sebuah
rangkaian kegiatan proyek untuk mendapatkan hasil dari
rencana ataupun tujuan yang ditargetkan sesuai dengan goal
akhir proyek. Jadi, sumber daya manusia secara sederhana bisa
diartikan sebagai orang yang bekerja dan menjadi anggota dari
sebuah organisasi yang dapat dikatakan tenaga kerja atau pekerja
(Nawawi, 2003). Tenaga kerja disini merupakan komponen yang
paling penting dalam pencapaian tujuan dalam industri
konstruksi karena tenaga kerjalah yang akan menyelesaikan
setiap pekerjaan yang ada. Tenaga kerja konstruksi memiliki
persentase atau porsi yang paling besar di dalam sebuah proyek
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konstruksi. Pekerjaan mulai dari yang paling kecil hingga
pekerjaan dengan scope yang besar bila tidak memperhitungkan
penggunaan tenaga kerja dengan baik, maka tidak akan mampu
memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan target.
Ditambah lagi apabila faktor tenaga kerja ini diabaikan dan tidak
diperhitungkan dengan baik akan mengakibatkan sebuah
kerugian yang besar dalam industri konstruksi.

Kualitas tenaga kerja dalam industri konstruksi bisa
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri tenaga kerja
yang berupa kepribadian pekerja, pendidikan, pengalaman kerja,
dan karakteristik kepribadian tenaga kerja itu sendiri (Simamora,
1997). Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi
tenaga kerja adalah faktor luar yang dapat berasal dari
lingkungan kerja dan sistem dalam pengelolaan organisasi.
Industri konstruksi merupakan industri yang mempunyai
lingkup pekerjaan yang banyak serta beraneka ragam sehingga
diperlukan penggunaan banyak tenaga kerja.

4.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Secara umum, tenaga kerja konstruksi dapat dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Tenaga kerja borongan
Tenaga kerja borongan ini merupakan tenaga kerja yang
bekerja sesuai dengan ikatan kerja antara perusahaan

penyedia tenaga kerja (labour supplier) dengan kontraktor
untuk jangka waktu tertentu.

2. Tenaga kerja langsung

Tenaga ini merupakan tenaga kerja yang secara langsung
terlibat dalam pelaksanaan proyek dan biasanya direkrut
langsung oleh pelaksana proyek.
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Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan
agar terciptanya suasana kerja yang produktif. Hal ini dilakukan
dengan mengatur komposisi tenaga kerja, baik tenaga kerja
borongan maupun langsung dengan memperhatikan jumlah
pekerjaan. Ragam jenis dan intensitas tenaga kerja pada
pelaksanaan proyek dapat berubah seiring dengan berjalannya
waktu sehingga penyediaan tenaga kerja harus meliputi
perkiraan jenis dan waktu dalam penggunaan tenaga kerja yang
diperlukan. Tenaga kerja konstruksi dapat meliputi (Hernandi &
Tamtana, 2020):

1. Pekerja tidak terampil, pekerja semi terampil, dan pekerja
teknis.

2. Teknisi terampil yang mencakup teknisi terampil
administrasi dan teknisi terampil teknis

3. Teknisi ahli dan teknisi professional.
4. Tenaga manajerial terampil dan tenaga manajerial ahli.
5. Tenaga profesional.

Secara garis besar, tenaga kerja yang terlibat dalam sebuah
industri konstruksi terdiri dari perencana, pelaksana dan
pengawas.

4.3.Konsultan Perencana

Perencana dalam hal ini dapat disebut sebagai konsultan
perencana, yaitu perorangan atau sebuah badan usaha yang pasti
ditugaskan atau dipilih oleh owner (pemilik proyek) secara
langsung atau melewati proses pengadaan jasa untuk melakukan
pekerjaan perencanaan proyek. Ada beberapa jenis dari
konsultan perencana, yaitu:

1. Konsultan perencana arsitektur yang memiliki tugas
mendesain bangunan yang menghasilkan gambar
rencana.

51




2. Konsultan perencana struktur yang memiliki tugas dalam
merencanakan struktur atau konstruksi bangunan yang
dirancang berdasarkan gambar rencana yang telah
dihasilkan oleh konsultan arsitektur. Konsultan struktur
bertugas sebagai penanggung jawab dalam desain dan
perhitungan struktur.

3. Konsultan mekanikal elektrikal plumbing (MEP) yang
memiliki tugas membuat perencanaan dan desain
mekanikal elektrikal plumbing.

4. Konsultan estimasi biaya yang memiliki tugas untuk
memperkirakan biaya proyek yang direncanakan
berdasarkan gambar rencana serta mencakup biaya
tenaga kerja, biaya bahan/material serta biaya peralatan
yang dibutuhkan dalam proyek.

Jadi secara garis besar, konsultan perencana mempunyai
tugas untuk memberikan desain perencanaan kepada owner
berupa estimasi biaya, gambar rencana, Bill of Quantity (BoQ)
dan spesifikasi yang diperlukan untuk kegiatan proyek. Selain
memiliki tugas, konsultan perencana juga memiliki beberapa
wewenang, yaitu mempertahankan hasil desain perencanaan
apabila pihak pelaksana mengerjakan pekerjaan tidak sesuai
dengan yang telah direncanakan oleh konsultan perencana serta
menentukan jenis bahan dan mutu yang akan digunakan dan
dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan.

Konsultan perencana pada umumnya mempunyai struktur
organisasi dan memiliki 3 (tiga) tingkatan pada beberapa
kelompok keahlian, antara lain:

1. Team Leader

Adalah penanggung jawab yang bertugas sebagai
pengelola sumber daya dan juga merupakan coordinator
dari beraneka macam bidang keahlian.
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2. Principal Discipline Practitioners

Adalah kelompok keahlian utama dalam bidang
perancangan struktur, perancangan arsitektur, dan
perancangan MEP.

3. Support Discipline Practitioners

Adalah tim pendukung yang bertugas untuk melakukan
kegiatan peninjauan, pengukuran, serta dapat melakukan
pemeriksaan hingga pengujian terhadap bahan atau
material yang diperlukan oleh masing-masing kelompok
keahlian.

4.4.Pelaksana

Pelaksana atau yang dapat juga disebut sebagai kontaktor
merupakan penyedia jasa yang dapat berupa perorangan atau
badan usaha yang profesional dalam bidang pelaksanaan jasa
konstruksi. Kontraktor harus mampu melaksanakan kegiatan
untuk dapat mewujudkan suatu hasil perencanaan yang telah
dibuat oleh konsultan perencana dalam bentuk bangunan atau
bentuk fisik lainnya. Kontraktor harus mampu membaca gambar
rencana yang akan dilaksanakan di lapangan. Kontraktor
biasanya sudah berbadan hukum dan memiliki keahlian dalam
pelaksanaan proyek sesuai dengan keinginan pemilik proyek.
Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek
untuk melaksanakan pekerjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana atau kontraktor
mempunyai beberapa tugas, yaitu
1. Mempersiapkan dokumen
Penyiapan kelengkapan dokumen harus diurus oleh
pelaksana proyek guna memastikan legalisasi perjanjian

kerjasama dengan beberapa pihak. Secara umum,
pengurusan dokumen biasanya memerlukan bantuan notaris
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yang telah ditunjuk agar dokumen yang diperlukan benar-
benar tersedia.

. Melakukan sosialisasi proyek

Sosialisasi proyek harus dilakukan untuk memberikan
informasi kepada warga sekitar bahwa akan ada pelaksanaan
pekerjaan konstruksi agar warga tidak merasa terganggu dan
meminimalisir masalah yang mungkin terjadi dikemudian
hari.

. Menyiapkan fasilitas pekerjaan

Menyiapkan berbagai macam fasilitas yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan dan proses penyediaan material yang
akan digunakan selama proyek. Persiapan ini juga meliputi
pemeriksaan spesifikasi material.

. Membuat desain spesifikasi teknis dan rencana kerja

Tugas pokok kontraktor adalah membuat gambar kerja yang
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini
perlu dilakukan untuk menentukan spesifikasi teknis dan
metode kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan
proyek.

. Menyusun jadwal pekerjaan

Penyusunan jadwal pekerjaan sangat perlu dilakukan
dengan baik agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami
hambatan. Selain itu dengan menyusun jadwal pekerjaan,
kontraktor ~dapat merencanakan dan mengestimasi
kebutuhan material, alat dan tenaga kerja dengan baik.

. Menyusun keselamatan kerja

Kontraktor harus menyediakan program kesehatan serta
keselamatan kerja selama kegiatan proyek berlangsung. Hal
ini perlu dilakukan untuk menciptakan suasana aman, sehat
dan nyaman di sekitar lingkungan, sehingga dapat mencegah
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hingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja
sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

7. Melakukan pemeliharaan

Selama pelaksanaan sebuah proyek, kegiatan pemeliharaan
konstruksi perlu dilakukan oleh seorang pelaksana proyek
sebagai salah satu tanggung jawab sesuai dengan kontrak.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga memiliki
bidang keahlian masing-masing sebagai pelaksana proyek.
Pelaksana memiliki keahlian sebagai pelaksana struktur,
pelaksana MEP dan lain sebagainya. Pelaksana dalam kegiatan
konstruksi biasanya terdiri dari:

1. Manajer proyek (Project Manager)

Manajer proyek adalah seseorang yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan proyek. Tanggung jawab dimulai dari
kegiatan proyek yang paling awal hingga proyek selesai.
Manajer ini bertanggungjawab untuk menentukan aturan dan
memonitor tim yang bekerja dalam proyek.

2. Manajer lapangan

Manajer lapangan bertugas untuk mengatur tim yang ada di
lapangan. Manajer lapangan juga bertugas dalam
menjelaskan petunjuk teknis proyek kepada seluruh pekerja
proyek.

3. Mandor

Mandor adalah orang yang memimpin para tukang dan
pekerja serta memiliki tugas untuk menentukan jumlah
pekerja pada setiap jenis pekerjaan, mengatur hingga
membagi tugas kepada para pekerja proyek sehingga
kebutuhan sumber dayanya terpenuhi dengan baik sesuai
dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
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4. Tukang

Tukang adalah orang yang mempunyai keterampilan dan
keahlian yang sudah dikuasai. Keahlian dari tukang sudah
terjamin dan teruji mengingat jam kerja sebagai tukang sudah
cukup lama dan biasanya sudah memiliki banyak
pengalaman dalam pekerjaan proyek.

5. Buruh

Buruh adalah seseorang yang membantu pekerjaan tukang
bangunan. Jadi secara sederhana buruh adalah bagian
eksekusi pekerjaan di proyek.

4.5.Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah perseorangan atau badan
usaha yang bertugas mengadakan pengawasan utama dalam
proyek konstruksi. Dalam melakukan pengawasan, konsultan
pengawas bekerja berdasarkan gambar kerja. Konsultan
pengawas mempunyai tugas untuk menjalankan komunikasi,
konsultasi, kontrol dan pengendalian dengan pihak kontraktor.
Selain bertugas untuk melakukan pengawasan, konsultan
pengawas biasa juga menjadi penghubung antara pemilik proyek
dan kontraktor serta antara pemilik proyek dengan konsultan
perencana. Digunakannya jasa konsultan pengawas pada
kegiatan proyek diharapkan akan dapat mengontrol
pelaksanaan proyek berkaitan dengan sumber daya manusia
atau pekerja, bahan sesuai dengan persyaratan, peralatan yang
digunakan, biaya, waktu pelaksanaan, mutu pekerjaan, dan K3
(Alit Astrawan Putra, et al., 2021).

Beberapa tugas dan tanggung jawab dari konsultan
pengawas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan untuk mengetahui hambatan atau
penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
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2. Melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja, peralatan
yang digunakan serta kualitas bahan.

3. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan.

4. Melakukan koordinasi antara pemilik dengan pelaksana,
begitu juga antara pelaksana dengan konsultan perencana
sebagai pihak yang terlibat di proyek.

5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana agar melakukan
pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat.

6. Memastikan gambar rencana yang telah ada sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan di lapangan.

7. Melakukan pencatatan atas pekerjaan tambah kurang yang
terjadi serta melakukan evaluasi perhitungan biaya pekerjaan
tambah kurang yang terjadi serta sejauh apa pengaruhnya
terhadap waktu pelaksanaan.

8. Menetapkan standar pekerjaan konstruksi, mengukur kinerja
para pekerja, dan memperbaiki penyimpangan pekerjaan
konstruksi.

9. Menyusun berita acara sebelum kegiatan serah terima
dilakukan.

Konsultan Pengawas bisa berupa pengawas bangunan,
pengawas K3, administrator kode bangunan, pengawas
konstruksi, teknisi inspeksi bangunan, dan teknisi penguji
material. Dengan adanya keterlibatan aktif dari konsultan
pengawas, diharapkan agar mampu menekan resiko terjadinya
penyimpangan dalam pekerjaan, memastikan setiap pekerjaan
yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-
syarat serta setiap pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien
sehingga menghasilkan produktivitas yang baik dan bermutu.
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4.5.1. Pekerja

Menurut (Ervianto, 2002), dalam realisasi pelaksanaan
proyek konstruksi selalu membutuhkan sumber daya manusia
berupa pekerja untuk bekerja dengan menggunakan fisik mereka
untuk bekerja di lapangan terbuka dalam cuaca dan kondisi
apapun. Pekerja merupakan aset terpenting dalam pelaksanaan
proyek. Adanya pekerja menjadi salah satu komponen yang
berpengaruh terhadap biaya proyek. Penggunaan tenaga kerja
harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan matang
dengan memperhatikan produktivitas dari pekerja untuk
mengatur tingkat efisiensi biaya proyek. Produktivitas
merupakan tingkat kemampuan pekerja dalam menyelesaikan
satu jenis pekerjaan dengan volume tertentu yang dibatasi oleh
waktu tertentu dalam kondisi standar dan dapat diukur dalam
satuan tertentu. Pada dasarnya ada beberapa aspek dalam
mengukur tingkat produktivitas kerja (Anoraga, 2014), antara
lain:

1. Lingkungan dan suasana kerja, dimana jika lingkungan kerja
baik maka akan membawa pengaruh yang baik pula untuk
segala pihak, baik dari sisi pekerja, pemimpin dan hasil
pekerjaan yang diselesaikan.

2. Kedisiplinan terhadap pekerjaan, dimana selalu menaati tata
tertib dan aturan yang telah dibuat.

3. Upah yang didapatkan. Dengan adanya upah yang sesuai
dengan pekerjaan akan menimbulkan semangat dan gairah
para pekerja untuk bekerja dengan baik.

4. Minat terhadap pekerjaan, dimana jika pekerja mengerjakan
pekerjaan dengan senang dan sesuai dengan minat yang
diinginkan maka hasil pekerjaan pasti akan lebih memuaskan
dibandingkan jika mengerjakan pekerjaan yang tidak
disenangi.
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
produktivitas kerja, yang bisa berasal dari faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari
dalam diri pekerja sendiri yang terdiri dari umur, kondisi fisik,
tingkat kelelahan serta disiplin kerja. Sementara itu faktor
eksternal terdiri dari waktu istirahat, lama waktu bekerja, upah,
metode kerja, dan lingkungan sosial.

4.6.Penutup

Dalam industri konstruksi, adanya sumber daya manusia
merupakan faktor utama dan merupakan penentu keberhasilan
suatu proyek karena tanpa adanya SDM, kegiatan dari awal
gagasan proyek tidak akan mampu direalisasikan. SDM
merupakan motor penggerak utama dalam industri konstruksi.
SDM yang berupa tenaga kerja mulai dari konsultan, pelaksana,
tukang bahkan buruhpun harus benar-benar mempunyai
kemampuan dan keahlian agar pelaksanaan proyek dapat
tercapai secara optimal dan memberikan kualitas pekerjaan yang
baik sesuai dengan tujuan awal proyek. Hal yang sangat penting
dalam  keberhasilan sebuah proyek adalah tingginya
produktivitas tenaga kerja, pekerjaan yang dikerjakan sesuai
dengan mutu yang telah ditetapkan serta para tenaga kerja
mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
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Teknologi dan Inovasi dalam
Industri Konstruksi

5.1 Pendahuluan

Dunia konstruksi setiap hari mengalami perkembangan
yang pesat, yang dimana awalnya banyak menggunakan cara
yang sederhana hingga memanfaatkan perkembangan teknologi
yang semakin mempermudah pekerjaan dalam industri
konstruksi. Di zaman sekarang dalam industri konstruksi yang
awalnya menggunakan tenaga manual digantikan dengan
menggunakan alat-alat yang dapat dioperasikan oleh operator,
sehingga tidak memerlukan banyak orang dalam mengerjakan
suatu pekerjaan (Alfa, 2018). Melalui kemajuan teknologi dan
inovasi ini industri konstruksi dapat membangun lebih cepat dan
efisien, serta skala pekerjaan yang dikerjakan pada suatu
konstruksi dapat menjadi lebih tinggi dan besar.

5.2 Industri

Industri merupakan suatu kegiatan yang dimana mengolah
bahan mentah maupun setengah jadi menjadi suatu barang yang
dapat digunakan dan memiliki nilai untuk memberikan
keuntungan  (Suparyanto dan Rosad, 2020). Proses
pengembangan dan perakitan adalah bagian dari industri.
Industri tidak hanya menghasilkan barang saja, namun industri
juga dapat menghasilkan dalam bentuk jasa. Dengan adanya
industri ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
suatu negara, dengan melakukan ekspor terhadap barang-
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barang yang telah di produksi ke negara-negara yang
membutuhkan. Selain itu, dengan adanya industri ini
memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan dapat
meningkatkan produktivitas dari industri tersebut, sehingga
barang-barang yang diproduksi dapat semakin banyak dan
cepat. Industri sendiri digolongkan dalam beberapa jenis, antara
lain (Suparyanto dan Rosad, 2020):

e Industri Besar : jumlah tenaga kerja 100 orang atau
lebih

e Industri Sedang : jumlah tenaga kerja 20 sampai 99
orang

e Industri Kecil : jumlah tenaga kerja 5 sampai 19
orang

e Industri Kerajinan : jumlah tenaga kerja 1 sampai 4
orang

5.3 Konstruksi

Konstruksi adalah kegiatan yang dikenal sebagai tahapan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat
menunjang kegiatan masyarakat. Selama perkembangan zaman
konstruksi memiliki ciri khas masing-masing mulai dari bentuk,
ukuran, serta fungsi dari konstruksi tersebut (Meilani et al., 2019).
Melalui pembangunan ini memberikan daya tarik bagi investor
untuk menanamkan modalnya, sehingga suatu daerah yang
dilakukan pembangunan dapat berpotensi menjadi daerah
industri. Lalu melalui pembangunan sarana dan prasarana dapat
memberikan devisa bagi mnegara untuk meningkatkan
perekonomian negara. Pada dasarnya konstruksi bukan hanya
satu pekerjaan, namun di dalamnya terdapat beberapa pihak
yang berperan penting dalam kelancaran suatu konstruksi,
seperti:

e Pemilik Bangunan (Owner)
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e Penyedia Jasa Konstruksi
e Konsultan Perencana

e Arsitek

e Kontraktor

e Konsultan Pengawas

Dalam mencapai keberhasilan suatu konstruksi semua
kembali kepada proses perencanaan yang matang. Mulai dari
perencanaan desain bangunan yang memperhatikan dampak
terhadap lingkungan, metode pelaksanaan konstruksi,
menentukan besaran biaya yang diperlukan, dan melakukan
pengawasan di lapangan pada saat konstruksi berlangsung. Pada
perencanaan konstruksi harus berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam dunia
konstruksi, antara lain (Alfa, 2018):

e Pra Konstruksi, melakukan kegiatan studi kelayakan,
perencanaan, survei lokasi, pelelangan terhadap
konstruksi, dan mempersiapkan dokumen-dokumen
penunjang yang berhubungan dengan konstruksi.

e Konstruksi, pada tahap ini proses konstruksi dimulai
dengan melakukan pembersihan lahan, pengukuran,
pemasangan batas lahan, pekerjaan struktur, pekerjaan
arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan
perpipaan, dan pekerjaan finishing. Pada tahap ini
melibatkan banyak orang selama proses konstruksi
berlangsung hingga dengan selesai.

e Pasca Konstruksi, tahap ini proses pembangunan telah
selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan kegiatan
pemeliharaan pada bangunan yang telah dibangun. Jika
terdapat kerusakan pada bangunan maka akan dilakukan
perbaikan baik perbaikan secara minor maupun mayor,
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ataupun kerusakan yang disebabkan oleh bencana seperti
gempa bumi.

5.4 Teknologi dan Inovasi Industri Konstruksi

Seiring  perkembangan zaman industri konstruksi
mengalami perkembangan yang pesat, dengan melakukan
pemanfaatan terhadap teknologi yang canggih serta penerapan
konsep ramah lingkungan. Berbagai macam inovasi telah
ditemukan serta dikembangkan lebih lanjut untuk
mempermudah industri konstruksi di masa yang akan datang.
Sehingga memberikan efisiensi waktu dalam mewujudkan
pembangunan infrastruktur bagi suatu kawasan maupun negara.
Namun, supaya berjalan secara optimal perlu diadakan pelatihan
mengenai teknologi-teknologi yang digunakan dalam dunia
industri konstruksi serta peralatan yang memadai untuk
menunjang hal tersebut. Berikut ini merupakan beberapa
teknologi inovatif dalam industri konstruksi, antara lain:

e Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling atau BIM merupakan
teknologi yang digunakan merancang dan memodelkan
baik secara 2D maupun 3D dari suatu bangunan yang
akan direncanakan. Dengan adanya BIM ini dapat
memberikan visualisasi terhadap desain bangunan yang
akan dibangun serta melakukan estimasi perhitungan
biaya pada konstruksi bangunan dan dapat mendeteksi
atau memprediksi permasalahan yang mungkin terjadi
sebelum dimulainya maupun selama proses konstruksi
berlangsung. Melalui teknologi ini dapat mengurangi
adanya kesalahan sebelum proses pekerjaan berlangsung
di lapangan.

o Augmented Reality (AR)

Augmented Reality atau AR merupakan teknologi yang
memungkinkan para penggunanya melihat secara fisik
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visualisasi secara nyata terhadap konstruksi bangunan
secara digital. Melalui hal ini AR bertujuan untuk
menampilkan secara 3D desain bangunan dengan skala
yang nyata untuk memprediksi seberapa efektif
bangunan tersebut pada lokasi tersebut. Dengan adanya
AR pengguna dapat melakukan interaksi langsung dan
memberikan umpan balik terhadap konstruksi yang telah
didesain, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi
terhadap desain bangunan yang telah di desain untuk
menghindari adanya kesalahan pada konstruksi
bangunan.

Drone and Satellite Imaging

Drone adalah salah satu alat yang sering digunakan
dalam industri konstruksi. Drone ini memiliki fungsi
dalam melakukan survei lahan sebelum konstruksi
berlangsung. Dengan melakukan pemetaan terhadap
lahan yang akan dibangun serta melakukan pengambilan
gambar maupun video terhadap lahan yang akan
dibangun. Sedangkan, Satellite Imaging berguna dalam
memberikan gambaran melalui citra satelit dalam
merencanakan suatu wilayah. Sehingga ini sangat
berguna dalam perencanaan tata dan merencanakan jalan
di perkotaan maupun di luar perkotaan ruang karena
memiliki jangkauan yang lebih luas. Kedua teknologi
tersebut memiliki manfaat yang besar bagi daerah-daerah
yang memiliki akses yang sulit, sehingga memberikan
kemudahan dalam melakukan pemetaan lokasi
konstruksi.

Konsep Modular dan Prefabrikasi Desain

Modular Desain merupakan metode konstruksi yang
dimana suatu bangunan dapat dilepas dan pasang seperti
mainan anak-anak yaitu Lego. Metode ini diciptakan
untuk menciptakan efisiensi dalam pembangunan
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konstruksi. Jika ingin mendirikan bangunan, maka
komponen-komponen  struktur  bangunan  dapat
dirangkai satu sama lain dengan bantuan alat berat dan
jika ingin membongkar maka cukup melepaskan setiap
komponen-komponen struktur bangunan untuk nantinya
dipindahkan ke lokasi lainnya. Dengan ini memberikan
efisiensi waktu pada proyek yang memiliki skala besar
dengan lokasi yang terpencil karena konsep Modular
desain ini bersifat fleksibel. Sedangkan, Prefabrikasi
Desain adalah pembuatan komponen struktur bangunan
di luar lokasi konstruksi yang nantinya dikirimkan ke
lokasi konstruksi untuk nantinya dilakukan pemasangan.
Metode ini biasanya diterapkan pada komponen struktur
baik baja maupun beton seperti kolom, balok, pelat, dan
lain-lain. Dan tentunya proses produksi komponen
struktur tersebut juga diawasi agar memiliki kualitas serta
mutu yang telah disesuaikan dengan standar yang
berlaku.

Alat Konstruksi Berbasis Artificial Intelligence (Al)

Artificial Intelligence atau Al dapat meningkatkan
produktivitas dalam  dunia industri konstruksi
diantaranya terdapat beberapa software yang digunakan
dalam merancang desain serta melakukan analisis pada
struktur bangunan yang akan direncanakan. Aplikasi
seperti AutoCAD, ETABS, Lumion, SAP 2000, Revit dan
masih banyak lagi, memiliki kegunaan dalam melakukan
perhitungan terhadap struktur, membuat time schedule,
menghitung estimasi biaya, dan memberikan informasi
terkait data-data yang diperlukan selama proses
konstruksi berlangsung. Dari hal tersebut AI menyimpan
berbagai parameter yang mendukung manusia dalam

pengambilan keputusan terhadap dunia konstruksi.
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e Konstruksi Hijau (Green Construction)

Konstruksi hijau merupakan salah satu model yang
sedang populer dikalangan konstruksi, yang menekankan
untuk mendesain bangunan yang ramah lingkungan serta
menggunakan bahan-bahan konstruksi hasil daur ulang.
Penerapan konstruksi hijau ini membantu mengurangi
dampak lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi.

e Teknologi Self Healing

Teknologi Self Healing merupakan inovasi yang
diciptakan pada material bahan bangunan yang dimana
material tersebut dapat memperbaiki dirinya sendiri dari
kerusakan kecil. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi
biaya pemeliharaan pada konstruksi bangunan. Salah
satu contohnya adalah pada beton Self Healing yang dapat
memperbaiki dirinya sendiri seperti adanya retak pada
beton tersebut, maka beton tersebut secara otomatis dapat
memperbaiki kerusakan tersebut.

5.5 Keunggulan dan Kelemahan

Disamping itu, juga terdapat keunggulan serta kelemahan
dari teknologi dan inovasi yang telah dikembangkan. Berikut ini
merupakan beberapa keunggulan serta kelemahannya, antara
lain:

1. Keunggulan:

e Memberikan efisiensi dalam mengembangkan desain
bangunan dan memberikan pemahaman atau
gambaran terhadap lokasi konstruksi.

e Meningkatan efisiensi pada saat melakukan survei
lapangan dan pengawasan proyek.

e Meningkatkan kecepatan pekerjaan konstruksi.

e Mengurangi biaya tenaga kerja

67




e Memperpanjang umur bangunan
e Mengurangi biaya pemeliharaan konstruksi
2. Kelemahan:
e Memerlukan peralatan yang mahal

e Membutuhkan biaya yang mahal dalam membuat
prefabrikasi

e Memerlukan penangan lebih dalam melakukan
pengiriman komponen struktur yang dibuat dengan
metode prefabrikasi

e Membayar lisensi software yang digunakan baik secara
per bulan maupun per tahun jika ingin menggunakan
software tersebut

5.6 Penutup

Pengaruh perkembangan teknologi serta inovasi-inovasi
baru dalam dunia industri memberikan manfaat yang besar.
Melalui teknologi tersebut pekerjaan menjadi jauh lebih cepat
dan efisien sehingga kesalahan atau human error dapat di
minimalisir. Disamping itu, setiap orang yang bekerja dibidang
industri konstruksi dituntut untuk mengikuti perkembangan
zaman, yang dimana harus mempelajari teknologi yang
digunakan dalam pekerjaan seperti software, Artificial
Intelligence, drone, dan lain-lain dengan mengikuti pelatihan
agar dapat menggunakan teknologi yang ada. Dan memerlukan
biaya yang lebih besar untuk menggunakan teknologi-teknologi
yang ada, namun dengan teknologi tersebut dapat digunakan
dalam jangka panjang dalam menunjang dunia konstruksi.
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Material dan Peralatan Konstruksi

6.1.Pendahuluan

Pada proyek konstruksi material dan peralatan merupakan
komponen penting dalam suatu proyek. Kedua hal tersebut
saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jika
tidak ada material maka peralatan yang ada tidak dapat
digunakan untuk bekerja ataupun sebaliknya. Sehingga
pentingan akan ketersediaan material dan peralatan agar tidak
terjadi keterlambatan selama proses pekerjaan berlangsung.
Penggunaan material pada proyek konstruksi dapat menentukan
besaran biaya dari suatu proyek (Fajar, Puspasari and Waluyo,
2018). Pemilihan jenis material serta perhitungan jumlah material
yang digunakan harus dipilih dan diperhitungkan dengan baik
agar tidak adanya kekurangan atau kelebihan material.
Sedangkan penggunaan peralatan pada proyek konstruksi dapat
mempengaruhi efisiensi dan kecepatan dalam mengerjakan
proyek konstruksi hingga selesai. Dengan adanya peralatan ini
dapat memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan
proyek konstruksi (Mubarak and Fachrurrazi, 2021).

69




6.2. Material Konstruksi

Material konstruksi adalah hal penting dalam menentukan
besar atau kecilnya biaya pada suatu proyek konstruksi. Material
konstruksi dalam proyek konstruksi dibedakan menjadi 2 jenis,
yaitu (Fajar, Puspasari and Waluyo, 2018):

e Consumable Material merupakan material konstruksi yang

membentuk bangunan sehingga bersifat tetap sebagai

komponen bangunan.

e Non Consumable Material merupakan material konstruksi
yang menunjang proses konstruksi dan tidak menjadi
komponen fisik dari bangunan, yang biasanya dapat di

daur ulang kembali.

Dalam suatu proyek konstruksi terdapat sisa material yang
dihasilkan oleh setiap proyek maupun material hasil
pembongkaran proyek. Material yang berasal dari hasil
pembongkaran dikategorikan sebagai demolition waste.
Sedangkan, material yang berasal dari proyek konstruksi
dikategorikan sebagai construction waste. Untuk construction
waste dibagi menjadi dua bagian yaitu:

e Direct Waste merupakan sisa material yang berada di

proyek karena mengalami kerusakan dan tidak dapat

digunakan kembali yang terdiri dari:

» Transport and Delivery adalah sisa material yang
terjadi dari hasil pembongkaran atau penempatan
material di lokasi proyek pada tempat penyimpanan

material.

> Site Storage Waste adalah sisa material karena

penumpukan material pada tempat yang kurang baik
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terutama hal ini terjadi pada material seperti pasir dan

batu kerikil, dan batu pecah.

> Conversion Waste adalah sisa material hasil
pemotongan material dengan bentuk yang tidak
sesuai seperti besi tulangan, kayu, keramik, dan lain-

lain.

> Fixing Waste adalah sisa material yang terbuang
selama proses konstruksi berlangsung seperti, pasir,

kerikil, semen, dan lain-lain.

e Indirect Waste adalah material sisa dalam bentuk
kehilangan biaya akibat terjadi kelebihan dalam
pemakaian material dan tidak adanya sisa material secara

tisik di lapangan yang terdiri dari:

> Substitution Waste adalah sisa material akibat
terjadinya penyimpangan dalam penggunaan
material tersebut dari tujuan awal, sehingga

menyebabkan kehilangan biaya.

» Production Waste adalah sisa material yang dihasilkan
dari pemakaian material yang berlebihan dan
kontraktor tidak memiliki hak untuk mengakui atas
kelebihan material tersebut, dikarenakan hal tersebut
harus sesuai dengan pembayaran volume kontrak

yang berlaku.

> Negligence Waste adalah sisa material akibat terjadinya
kesalahan  kerja  yang dimana  kontraktor
menggunakan material berlebihan, sehingga tidak
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada

saat proses pekerjaan berlangsung.
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Setiap proyek konstruksi tentunya menghasilkan sisa
material yang bermacam-macam, maka dari itu perlu dilakukan
pengelolaan terhadap sisa material agar sisa material tersebut
dapat dimanfaatkan kembali. Ada beberapa metode yang dapat
dilakukan dalam mengelola material sisa proyek konstruksi
salah satunya dengan menggunakan sistem Waste Hierarchy.
Konsep Waste Hierarchy terdiri dari 3R, yaitu:

e Reduce (pengurangan) adalah mencegah agar tidak
menggunakan material secara berlebihan pada suatu
proyek, sehingga mengurangi adanya sisa material yang
dihasilkan.

e Reuse (menggunakan kembali) adalah proses penggunaan
ulang material sisa konstruksi yang masih dapat
digunakan kembali. Penggunaan material kembali dapat
dimulai dengan melakukan pemisahan terhadap material
yang masih dapat digunakan, sehingga dapat menghemat

pemakaian material baru.

e Recycle (daur ulang) adalah proses pengolahan material
sisa proyek konstruksi untuk diubah menjadi material
konstruksi yang memiliki kualitas yang hampir sama

seperti material baru.

Dengan semakin berkembangnya teknologi di zaman
sekarang saat ini material konstruksi diciptakan untuk lebih
ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak yang baik
bagi lingkungan sekitar. Dengan penggunaan material hasil daur
ulang tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan
sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, mengurangi
terjadi pemanasan global, dan menyediakan alternatif material
konstruksi yang ramah lingkungan serta terjangkau. Terdapat
beberapa contoh bahan bangunan hasil daur ulang, seperti:
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e Kaca Daur Ulang adalah kayu bekas yang diolah kembali
menjadi kayu daur ulang berupa papan kayu yang dapat
digunakan kembali sebagai material konstruksi.

e Kayu daur Ulang adalah kaca bekas hasil pemotongan
ataupun limbah seperti botol kaca dan pecahan kaca
diolah kembali menjadi agregat yang dapat digunakan
dalam campuran beton. Hal ini untuk mengurangi
penggunaan agregat dari batu dan mengurangi limbah

kaca.

e Beton Daur Ulang adalah beton bekas hasil pengecoran
dihancurkan kembali untuk nantinya diolah menjadi

agregat dalam campuran beton.

e Serbuk Baja adalah sisa material yang dihasilkan dari
pemotongan baja yang diolah kembali untuk nantinya

digunakan sebagai agregat halus dalam campuran beton.

Disamping hal tersebut juga terdapat kelebihan serta
kekurangan dari material konstruksi hasil daur ulang, yaitu:

1. Kelebihan:

e Harga lebih murah atau ekonomis

e Ramah lingkungan

e Mengurangi penggunaan sumber daya terbatas
2. Kekurangan:

e Kualitas material yang rendah

e Menghasilkan polusi dan konsumsi energi yang besar

selama proses daur ulang

e Tampilan kurang menarik
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e Menyebabkan polutan

6.3.Peralatan Konstruksi

Peralatan dalam proyek konstruksi memiliki peran dalam
mempermudah setiap pekerjaan pada proyek konstruksi. Dalam
proyek konstruksi diperlukan manajemen peralatan agar setiap
alat yang digunakan dapat dikoordinasikan dengan efektif agar
dapat hasil barang maupun jasa yang optimal (Mubarak and
Fachrurrazi, 2021). Jika tidak dikoordinasikan dengan baik maka
dapat mengakibatkan keterlambatan yang dimana tidak sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan. Karena keberhasilan
dari suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari produktivitas
proyek itu sendiri.

Peralatan sendiri dikategorikan menjadi dua yaitu peralatan
berat dan peralatan ringan. Peralatan ringan adalah alat
membantu proses pekerjaaan dengan menggunakan tangan
untuk mempercepat pekerjaan dan memberikan hasil kualitas
pekerjaan yang baik. Sedangkan peralatan berat merupakan alat
yang dipergunakan untuk mengatasi pekerjaan yang memiliki
beban yang berat. Sehingga pekerjaan berat tersebut dapat
ditempuh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Berikut ini
merupakan beberapa contoh peralatan berat dan peralatan
ringan yang digunakan dalam proyek konstruksi, antara lain:

1. Peralatan Ringan:
e Gerinda
e Palu
e Las Listrik
e Bor Listrik
e Meteran

e Gergaji
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2. Peralatan Berat:
e Dozer
e Excavator
e C(Crane
e Motor Grader
e Compactor
e Truk

Pada umumnya alat berat yang digunakan dalam proyek
konstruksi merupakan milik perusahaan konstruksi atau sewa
dari penyedia jasa sewa alat berat. Hal sudah biasa ditemukan
dalam proyek konstruksi yang dimana dari kedua hal tersebut
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika suatu
perusahaan konstruksi memilih untuk membeli alat untuk
digunakan  dalam  proyek  konstruksi maka  harus
mempersiapkan modal yang cukup besar untuk membeli alat
berat tersebut. Alat berat yang dibeli dapat berupa unit baru
maupun unit bekas yang masih layak untuk dipakai. Untuk
pembelian alat baru tentunya memerlukan modal yang lebih
besar dibandingkan membeli alat bekas, namun dalam membeli
alat bekas tentunya ada beberapa kerusakan juga pada alat berat,
sehingga perlu dilakukan perbaikan kembali yang terkadang
memerlukan biaya yang lumayan besar, sehingga hal tersebut
tergantung kepada perusahaan konstruksi yang ingin melakukan
pembelian.

Disamping itu juga, jika suatu perusahaan konstruksi yang
memiliki alat berat maka alat tersebut dapat disewakan kepada
pihak-pihak yang memerlukan sehingga dapat memberikan
pendapatan bagi perusahaan. Selain itu, ada hal-hal lain yang
harus diperhatikan jika memiliki alat berat yaitu biaya
operasional yang dikeluarkan bagi alat berat tersebut mulai dari
biaya perawatan, bahan bakar, operator, dan perbaikan (Rifat,
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2019). Jika menggunakan sistem sewa maka perusahaan
konstruksi yang melakukan penyewaan alat tersebut harus
mengeluarkan biaya untuk pembayaran sewa alat berat per jam
serta operator yang dimana biasanya biaya sewa alat tersebut
sudah termasuk dengan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat ke
lokasi proyek yang dituju. Salah satu kelebihan dari menyewa
alat berat adalah perusahaan konstruksi tidak perlu memikirkan
biaya operasional alat tersebut, tapi kekurangannya jika pada
saat melakukan penyewaan mendapatkan alat yang tidak baik,
maka dapat menyebabkan waktu pekerjaan alat menjadi
terhambat.

6.4.Penutup

Material dan peralatan merupakan komponen penting
dalam dunia konstruksi. Dengan adanya peralatan maka dapat
mempermudah proses pekerjaan proyek konstruksi. Sehingga
menciptakan efisiensi kerja yang jauh lebih baik. Selain itu,
pengelolaan material sisa konstruksi juga sudah berkembang
pesat sehingga pengelolaan material sisa konstruksi dilakukan
untuk menciptakan material konstruksi yang nantinya dapat
digunakan kembali dalam proyek konstruksi.
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Manajemen Proyek Konstruksi

7.1.Pendahuluan

Manajemen Proyek adalah suatu hal yang sangat penting
dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi  yang  meliputi = Pelaksanaan  (Plannning),
Pengoorganisasian  (Organizing), Pelaksanaan (Actuating),
Pengawasan (Controlling), maupun fungsi Evaluasi (Evaluation)
dengan memaksimalkan sumber daya Manusia (Man), Modal
(Money) dan Bahan (Material) guna terselesaikannya pekerjaan
proyek secara tepat waktu (On Schedule) serta menerapkan sistem
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dengan Tidak
Terjadi Kecelakaan Kerja (Zero Accident). Proyek merupakan
suatu bentuk organisasi usaha yang bertujuan mencapai tujuan
tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya yang terbatas.
Dalam konteks konstruksi, proyek meliputi berbagai kegiatan
untuk mencapai kemajuan dalam pekerjaan konstruksi,
infrastruktur, dan bangunan lainnya, serta melibatkan berbagai
bidang ilmu seperti keuangan, akuntansi, pemasaran, dan teknik
sipil, elektro, dan mesin.
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Perencanaan
(Planning)

Pengorganisasian

.' (Organizing)
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*Menentukan Membentuk Membina dan Mengawasaidan
proyek yang tim yang memberikan Mengevaluasi
akan dikerjakan dibutuhkan arahan kepada Jalannya proyek

*Kapan dalam tim yang (pengawasan
dikerjakan melaksanakan terlibat di biays, kualtas

¢Bagaimana sebuah proyek dalam proyek dan waktu
mengerjakan proyek)

Gambar 7.1. Fungsi-Fungsi Manajemen dalam proyek
Konstruksi, Kreasi Handal Selaras (KHS), 2019

Proyek merupakan tugas yang bersifat temporer yang
bertujuan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang
unik. Proyek melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait
untuk menghasilkan hasil berkualitas, dengan melibatkan
berbagai sumber daya yang terbatas. Manajemen proyek adalah
menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi sektor
konstruksi yang mengedepankan dan memegang teguh proses
pengelolaan secara profesional, mandiri dengan menerapkan
teknologi Berbagai
melaksanakan proyek yaitu terbatasnya sumber dana, sumber
daya yang digunakan
menyelesaikan proyek, sementara harapan dan keinginan dari
Pemangku Pekerjaan (Stakeholder) sangat tinggi namun sering
terjadi Waktu Pekerjaan Tertinggal (Under Schedule) yang
disebabkan tersendatnya ketiga sumber daya tersebut yang pada
akhirnya pekerjaan menjadi terbengkalai dan berhenti. Di era
sekarang ini, organisasi harus fokus pada inovasi dan kepuasan

secara modern. hambatan dalam

manusia dan material dalam
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pelanggan agar bisa menjadi yang terdepan. Salah satu strategi
yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan produk
yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam konteks
ini, manajemen proyek menjadi alat yang sangat penting dan
kuat bagi organisasi yang memahami kebutuhan
penggunaannya  serta  memiliki = kompetensi  untuk
mengimplementasikannya.

7.2.Pengendalian Manajemen

Pengendalian Manajemen adalah merupakan suatu
pemantauan dan pemeriksaan serta evaluasi yang dijalankan
oleh seorang pemimpin atau manajemen dalam suatu organisasi
terhadap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu
tujuan yang telah ditetapkan bersama secara berkelanjutan dan
dilaksanakan oleh sekelompok orang secara maksimal dan
tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien serta
pengendalian manajemen secara luas. Pengendalian manajemen
adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya
perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan perusahaan melalui suatu proses strategi tertentu. Dan
pengendalian manajemen adalah semua metode, prosedur, dan
strategi organisasi termasuk semua strategi pelaksanaan dan
kebijakan perusahaan.

7.3.Pelaksanaan dan Pengendalian Proyek

Dalam suatu perencanaan proyek, dokumen adalah
merupakan hal penting yang perlu senantiasa diperbaiki dan
direvisi sepanjang berjalannya proyek. Dalam proyek besar
seperti Proyek Tahun Jamak (Multiyears Project) atau Proyek
Terima Bersih (Turnkey Engineering Project) yang dikerjakan
oleh banyak sub kontraktor dengan pekerjaan yang kompleks
serta banyak item pekerjaan meliputi Perekayasaan
(Engineering), Pengadaan seluruh Material (Procurement),
pelaksanaan Konstruksi (Construction) diberbagai bidang,
dengan Pengelolaan (Management) yang baik, dan
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Kepemimpinan Proyek  (Project Management) dalam
pelaksanaan dan pengendalian kontrak serta Kepemimpinan
Lapangan (Site Management) yang kuat maka akan dicapai
progres pekerjaan dilapangan secara Tepat Waktu atau Lebih
Cepat (On and ahead schedule) dan dengan hasil yang
menguntungkan perusahaan. Dalam suatu proyek besar yang
kompleks aktivitas perencanaan sangat diperlukan melalui suatu
tim yang telah dipilih untuk memastikan pekerjaan proyek bisa
dicapai secara efektif dan efisien serta hasil mutu pekerjaan yang
terbaik. Untuk membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan
proyek maka peran perangkat lunak seperti Microsoft Project
adalah sangat diperlukan dan diterapkan dalam proyek,
demikian pula Manajemen K3L adalah sangat penting dalam
pengawasan orang dalam bekerja di setiap bidang dan tingkat
kerawanan agar Tidak Terjadi Kecelakaan (Zero Accident) atau
Kejadian Fatal (Fatal Attraction) lainnya yang dapat
mengakibatkan berbagai masalah atau terhentinya pekerjaan
proyek. Komunikasi tentang semua pekerjaan proyek yang
dipengaruhi oleh stakeholder dan pengguna potensial adalah
merupakan kunci sukses dalam mengimplementasikan proyek,
karena proyek yang besar berdampak pada kegiatan utama
bisnis menyangkut untung ruginya proyek juga sangat
dipengaruhi oleh pengendalian jadwal (Time Schedule) agar
senantiasa tepat waktu dan menandai item pekerjaan yang telah
terselesaikan dengan mutu yang terbaik serta membantu para
manajer lapangan apabila terjadi koreksi dan perbaikan
pekerjaan dan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan serta
menghindari resiko dari kemacetan atau kegagalan perencanaan
terbaik dari suatu proyek dengan pelaksanaan dan pengendalian
yang telah sesuai dengan harapan yaitu tercapainya target
proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu.
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Gambar 7.2. Pengendalian Project Management Site, Rekin 2 x
35 TCFPP, 2011

Gambar 7.3. Pengendalian Project, HSE Meeting Rekin 2 x 35

MW TCEFPP, 2012
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7.4.0rganisasi Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan yang tidak rutin dan bersifat
sementara dengan berbagai permasalahan yang kompleks dan
dibatasi oleh waktu dan biaya penyelesaian pekerjaan, dengan
mempekerjakan berbagai tenaga kerja yang minim pengetahuan
dan pendidikannya yaitu berupa tenaga tukang dan kurang
terampil yang senantiasa harus dijaga tingkat resikonya terhadap
adanya bahaya kecelakaan kerja. Oleh karena itu organisasi
manajemen lapangan yang kuat dan profesional adalah sangat
diharapkan bisa terwujud agar pekerjaan dapat diselesaikan
dengan baik pada akhirnya. Organisasi proyek yang baik juga
diharapkan dapat menjamin pekerjaan dapat diselesaikan secara
efisien dengan mengedepankan kualitas pekerjaan serta
senantiasa memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan. Ada
beberapa organisasi dalam suatu proyek, antara lain :

1. Organisasi Proyek Fungsional :

Di organisasi ini, struktur organisasi proyek dibentuk
berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi
tersebut. Biasanya, pendekatan ini menggunakan hirarki
fungsional di mana bagian-bagian fungsional memiliki
peran yang lebih dominan dalam menyelesaikan proyek.
Kewenangan top manajer sangat diutamakan dalam
mengkoordinir ~ pelaksanaan = proyek. = Beberapa
kelebihannya adalah proyek dapat ditangani melalui
organisasi induk dengan struktur fungsional dengan
fleksibilitas maksimum dalam penggunaan staf dengan
berbagai keahlian dan tingkatannya dalam suatu divisi
fungsional namun kelemahan dari organisasi proyek
fungsional ini adalah biasanya proyek kurang fokus dan
terjadi  kesulitan integrasi tiap fungsi karena
membutuhkan waktu yang lama dalam memberikan
motivasi kepada orang-orang dan organisasi menjadi
lemah pada akhirnya.
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Gambar 7.4. Fungsional, Project Induction Meeting, Rekin 2 x 35
MW TCEFPP, 2010

2. Organisasi Proyek Tim Khusus

Pada organisasi proyek dengan tim khusus ini adalah
bersifat independen dan mandiri. Tim ini di rekrut dari
dalam dan luar organisasi yang bekerja sebagai suatu unit
terpisah dari organisasi induk. Seorang manajer Penuh
Waktu (Full Time) ditunjuk untuk memimpin tenaga ahli
yang terdapat dalam tim dengan penuh tanggung jawab.
Adapun kelebihannya adalah bentuk bagian-bagiannya
menjadi lengkap dan memiliki sistem susunan komando
tunggal sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh
terhadap sumberdaya pencapaian sasaran proyek.
Pengambilan keputusannya adalah cepat dan tepat
karena keputusan dibuat oleh tim dan tidak menunda
hirarki dan identitas anggotanya mandiri dan
berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan proyek
dengan baik, komunikasi lebih cepat dan berorientasi
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kepada penyelesaian pekerjaan dengan komitmen yang
kuat serta fokus kepada penyelesaian progres fisik
pekerjaan.

T - 3 . 2 A

Gambar 7.5. Tim Khusus HSE Toolbox Meeting, Rekin 2 x
35 MW TCFPP, 2013

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam organisasi
proyek ini adalah biaya proyek menjadi besar karena kurang
efisien dalam membagi dan masalah dalam penggunaan
sumber daya, terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan
dalam membagi dan memecahkan masalah dalam
penggunaan sumberdaya, terjadi kecenderungan perpecahan
antara tim proyek dengan organisasi induk serta proses
transisi anggota tim proyek untuk kembali ke fungsi semula
jika proyek telah selesai akan terasa sulit karena bagiannya
telah ditinggalkan yaitu departemen fungsionalnya dalam
waktu yang lama.
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3. Organisasi Proyek Matriks

Proyek yang matriks merupakan suatu organisasi proyek
yang melekat pada divisi fungsional dari suatu organisasi
induk. Organisasi ini pada dasarnya merupakan
penggabungan dari kelebihannya yang terdapat dalam
organisasi fungsional dan proyek khusus. Kelebihannya
dari organisasi ini yaitu bahwa manajer proyek
bertanggung  jawab  penuh  kepada = proyek,
permasalahannya yang terjadi dapat segera ditindak
lanjuti dan lebih efisien karena menggunakan sumber
daya manusia maupun tenaga ahli yang dimiliki oleh
proyek adalah juga menjadi tenaga sekaligus dan dapat
kembali ke induk semula apabila proyek telah selesai.
Kekurangannya adalah antara lain manajer proyek pada
organisasi ini tidak dapat mengambil keputusan
mengenai pelaksanaan pekerjaan  dan kebutuhan
personilnya karena merupakan wewenang dari
departemen lainnya sehingga terdapat tingkat
ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi
Pendukung Proyek (Project Supporting) serta terdapat Dua
Jalur (Dualisme) pelaporan bagi personil proyek, karena
personil berada dibawah komnado pimpinan proyek dan
departemen fungsional.

4. Organisasi Proyek Virtual

Organisasi virtual adalah suatu bentuk organisasi proyek
yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan
tujuan untuk menghasilkan suatu produk khusus.
Struktur kolaborasi ini terdiri dari beberapa organisasi
lain yang saling bekerjasama dan berada disekeliling
perusahaan inti. Kelebihan dari organisasi virtual ini
antara lain terjadinya pengurangan biaya yang signifikan,
cepat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan

85




teknologi seta cepatnya perubahan peningkatan dalam
fleksibilitas dunia usaha. Kekurangan organisasi ini
adalah hambatan dari organisasi yang berbeda sehingga
terjadi hal yang kurang profesional dan terjadinya
kekurangan pengawasan pada pelaksanaan proyek serta
dapat mengakibatkan konflik internal proyek.

7.5.Hakikat Proyek

Proyek adalah merupakan sekumpulan kegiatan yang
bertujuan untuk mencapai hasil tertentu yang memiliki arti yang
cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek yaitu
dalam bentuk konstruksi atau pembuatan suatu produk industri,
pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, akuisisi,
investasi, divestasi, tuntutan hukum dan kegiatan restrukturisasi
finansial, riset, pengembangan sistem informasi, dan lainya.
Suatu kegiatan proyek dimulai ketika seorang manajer telah
menyetujui berbagai hal umum dari syarat teknis dan
administrasi pekerjaan dengan perhitungan sumberdaya yang
akan digunakan pada proyek yang akan berakhir sesuai jadwal
dan tujuan yang proyek telah dicapai atau telah dihentikan. Ada
beberapa proyek antara lain yang dikerjakan oleh banyak atau
sedikit orang seperti proyek pengembangan suatu produk
proyek maupun industri. Struktur organisasi proyek dalam
banyak hal tumpang tindih dengan pengendalian manajemen
organisasional yaitu pada organisasi yang rutin harus dibina
hubunganya dengan organisasi proyek dan operasional agar
terjadi hubungan sinergitas dan harmonisasi hubungan kerja
serta terjadinya tata nilai dan aturan kerja yang maju. Fokus
proyek adalah pada pengendalian yang bertujuan untuk
menghasilkan pencapaian yang memuaskan dan sesuai dengan
jadwal waktu yang telah ditentukan dan pada tingkat biaya yang
optimal dan sebaliknya mampu mengendalikan manajemen
organisasi dengan sebaik-baiknya.
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7.6.Perubahan Dalam Perencanaan

Perencanaan dalam suatu proyek cenderung sering terjadi
perubahan secara drastis, kondisi ini dalam keadaan tidak
terduga dan tidak diperkirakan sebelumnya bahwa dalam
operasi rutin kebanyakan proyek iramanya dimulai dari yang
kecil kemudian meningkat dan mencapai aktivitas beban
puncaknya kemudian menurun lagi hingga mencapai jawal
penyelesaian dan masa pemeliharan proyek atau serah terima
proyek kepada Pemberi Kerja (Project Owner). Pengaruh
lingkungan proyek vyaitu lingkungan eksternal dibanding
dengan lokasi yang tertutup seperti di dalam lokasi pabrik
dengan kondisi dinding dan atap melindungi pekerja dari
pengaruh lingkungan eksternal proyek konstruksi yang
dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca dan kondisi geografi serta
banyaknya kondisi eksternal yang tidak terduga lainnya seperti
kondisi demografi, adat kebiasaan, kondisi perekonomian, serta
ketersediaan material pendukung di sekitar lokasi proyek.

7.7.Pelaksanaan Proyek

Pada akhir perencanaan suatu proyek, bagi kebanyakan
proyek terdapat spesifikasi perencanaan dan metode kerja
pelaksanaan pekerjaan proyek, jadwal pekerjaan, anggaran dan
begitu pula manajer yang bertanggung jawab pada setiap paket
pekerjaan yang teridentifikasi. Jadwal pekerjaaan adalah acuan
waktu penyelesaian pekerjaan yang harus diselesaikan secara
tepat waktu karena menyangkut distribusi sumber daya
manusia, biaya dan material dengan metode kerja yang telah
direncanakan, apabila waktu tidak tercapai maka akan tidak
efisien dan menimbulkan kerugian dan apabila waktu
penyelesaian lebih cepat maka proyek akan sangat efisien dan
menguntungkan, oleh karena itu seorang pemimpin proyek
dituntut kemampuan menangani proyek sesuai pengalamannya
dan profesionalisme yang tinggi agar proyek menjadi berhasil
dan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Perkiraan
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biaya dari setiap bagian kelompok proyek, hal ini seringkali ada
dalam model laporan keuangan proyek. Jika diekspresikan
dalam istilah non moneter seperti jumlah hari kerja yang
diperlukan. Anggaran dinyatakan dengan aktual sesuai dengan
progres pencapaian biaya aktual, waktu aktual melalui
pengendalian dan dibandingkan dengan semua estimasi.
Perbandingan dapat dibuat ketika tercapainya jadwal Secara
Bertahap (Milestones) yang ditetapkan dalam interval waktu
yang telah ditetapkan, yaitu dalam mingguan atau bulanan
proyek berjalan. Selanjutnya bagian-bagian administrasi proyek
adalah meliputi :

1. Laporan Proyek

Manajer proyek memerlukan 3 (tiga) jenis lllllylang
berbeda satu sama lain yaitu : Laporan Kendala, Laporan
Kemajuan dan Laporan Keuangan. Laporan kendala
melaporkan masalah yang terjadi seperti keterlambatan
dan masalah lainnya serta masalah di kemudian hari yang
sudah diperkirakan seperti akan adanya masalah yang
kritis di proyek menyangkut ketersediaan Tenaga kerja,
biaya dan material serta kondisi cuaca dan lainnya di
lapangan. Laporan Kemajuan (Progress Report) diperlukan
untuk membandingkan jadwal waktu dan biaya dengan
jadwal rencana dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah
selesai dengan membandingkan juga dengan Biaya
Operasional (Overhead Cost), yang tidak terkait langsung
dengan biaya pelaksanaan proyek dan biaya tak terduga
lainnya. Varian biaya yang berhubungan langsung
dengan harga, keterlambatan jadwal dan faktor lainnya
dapat diidentifikasikan dan diukur secara kuantitatif
menggunakan teknik-teknik analisis yang digunakan
dalam kegiatan operasional rutin proyek. Laporan
Keuangan (Financial Report) adalah laporan proyek yang
harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap
termin kemajuan pekerjaan, jika itu merupakan kontrak
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penggantian biaya dan mereka biasanya diperlukan
sebagai dasar pencatatan akuntansi keuangan untuk
kontrak harga tetap proyek, akan tetapi laporan ini tidak
penting apabila tidak akurat bagi manajer sehingga harus
diteliti dengan baik dan membutuhkan waktu auditnya,
sedangkan laporannya harus segera diterima dan
disetujui oleh manajer proyek sehingga menjadi hal yang
Sangat Penting (Urgent) bagi pelaksanaan proyek.

. Persentase Pekerjaan

Persentase pekerjaaan hanya akan terselesaikan pada
tanggal pelaporan dan persentase penyelesaiannya harus
diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu
aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual
dengan anggaran biaya. Jika pencapaian dapat diukur
secara fisik seperti jumlah pekerjaan pengecoran dalam
Meter Kubik (m? ) maka persentase penyelesaian dari
pekerjaan tersebut dapat diukur dengan mudah. Jika
pengukuran kuantitatif tidak tersedia, sebagaimana
dalam banyak kasus riset dan pengembangan proyek
konsultasi, persentase penyelesaian adalah bersifat
subjektif. Jika persentase penyelesaian tidak dapat
ditentukan dari data kuantitatif, manajer akan
mengandalkan persepsi pribadi dan pengalaman saja
sebagai dasar untuk menilai kemajuan jadi kurang akurat
dan kurang tepat hasilnya.

. Merangkum Kemajuan Pekerjaan

Sebagai tambahan dalam menentukan persentase
penyelesaian tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman
dari seluruh kegiatan proyek akan dapat sangat berguna.
Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali
dilakukan ketika milestones yang ditentukan telah
dicapai dengan baik dan akan memberikan dampak
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berupa adanya reward kepada pekerja berupa bonus atau
hadiah sebagai imbalan tercapainya target progres dan
sangat berguna bagi kesejahteraan pekerja proyek.
Pembayaran dari pemberi kerja juga akan menjadi lancar
dan kembali pula memperlancar pencapaian progres
pekerjaan selanjutnya hingga selesainya pekerjaan secara
tepat dan memuaskan bagi seluruh Pengampu Proyek
(Stakeholder), dan bagi kontraktor akan menjadi nilai
tambah dan sebagai bahan evaluasi bagi pemberi kerja
lebih lanjut atas pencapaian pekerjaan dengan baik.

7.8.Penutup

Proyek adalah suatu Kegiatan Sesaat (Temporary Works)
yang berlangsung selama pelaksanaan pekerjaan berjalan
dengan waktu dan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai
hasil akhir yang telah ditentukan, oleh karena itu diperlukan
profesionalisme dan pengalaman yang baik dalam menangani
pekerjaan secara bertahap mencapai milestones yang telah
ditentukan dengan memperhatikan Anggaran Kerja, Mutu
Pekerjaan dan Jadwal Waktu atau biasanya dikenal dengan Tiga
Kendala (Triple Constraint) proyek agar mampu mencapai
pekerjaan dengan baik dalam siklus yang pendek, dinamis,
namun berubah-ubah dan bersifat tidak rutin yang harus
diselesaikan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan
kepada pemberi kerja dalam mewujudkan hasil yang berkualitas.
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Hukum Kontrak dalam Industri
konstruksi

8.1 Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia
yang membentang dari sabang sampai merauke sering pula
disebut sebagai rangkaian zamrud khatulistiwa. Indonesia
memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan tingkat
populasi pada tahun 2022 telah mencapai 275 juta jiwa dengan
keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebiasan. Sebagai
negara kepulauan tentunya Indonesia membutuhkan
penanganan yang lebih komprehensif. Dengan kondisi tersebut
menjadikan kita sebagai warga negara untuk berfikir bahwa
negara ini perlu disentuh dengan kepedulian baik secara fisik
maupun berupa terobosan pemikiran. Dengan pemikiran
dimaksudkan bahwa setiap warga negara mampu memberikan
kontribusi pemikiran rasional positif dalam ranah penjagaan,
pengembangan dan kemakmuran wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara umum dan kepada masyarakat
Indonesia pada khususnya. Sedang secara bentuk fisik adalah
ikut serta melaksanakan pembangunan secara langsung dalam
sebagai kontribusi warga negara.

Pemikiran positif dalam kaitannya dengan pengembangan
dan kemakmuran rakyat salah satunya dapat dilakukan melalui
penerapan aturan perundangan. Secara empiris telah
memperlihatkan bahwa diera menuju bangsa yang yang
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berkemajuan telah dilakukan berbagai pembangunan baik
pembangunan infrastruktur, pembangunan konstruksi maupun
pembangunan bidang lainnya. Pembangunan tersebut dalam
wujudnya sebagai pembangunan fisik. Setiap pembangunan fisik
dalam menjamin keabsahan legalitasnya maka haruslah diikat
dengan perjanjian.

Pembangunan fisik dalam dunia industri konstruksi sering
pula disebut dengan pembangunan konstruksi. Dan perikatan

perjanjian pembangunan konstruksi disebut juga dengan Surat
Perjanjian atau Kontrak Konstruksi.

Karakteristik hukum kontrak konstruksi dapat dilakukan
melalui dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Memahami kedudukan perundangan sebagai suatu aturan
b. Memahami setiap aturan untuk dipatuhi

c. Memahami dampak yang timbul atas penyimpangan

aturan.

d. Memahami kedudukan hukum konstruksi sebagai ujung
tombak ujung dalam memberikan jaminan kepastian

hukum berkontrak .

Dalam dunia konstruksi, kontrak merupakan manifestasi
dari prinsip Pacta Sun Servanda karena kontrak konstruksi
mengandung sejumlah penafsiran, dimana setiap pihak yang
terlibat dalam kontrak harus memahami posisi dan kapasitasnya
dalam proses kontrak tersebut. Konsekuensi dari perjanjian yang
dibuat adalah terikatnya para pihak yang terlibat untuk
melaksanakannya dengan itikad baik. Dalam terminologi
hukum, hal ini sering disebut dengan Pacta Sun Servanda
(Muhammad Syarif, 2023).
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Dalam pandangan ilmu hukum perdata, sebagaimana
disebutkan pada pasal 1320 adalah menjadi rujukan syarat
sahnya suatu perikatan/perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan yang membuat perikatan

3. Karena suatu sebab/persoalan tertentu
4. Bukan suatu sebab yang terlarang.

Berdasarkan wuraian tersebut menjadi legitimasi bahwa
pemahaman aturan perundangan diperlukan dalam hukum
kontrak konstruksi yang bertujuan untuk memperkecil
terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat saja terjadi di antara
sesama penyedia konstruksi, praktisi, ilmuwan dan penegak
hukum hingga berimplikasi terjadinya benturan kepentingan.
Dan disisi lain agar diperoleh kesesuaian antara kontrak
konstruksi dengan pengenaan aturan hukum yang seharusnya.

Menurut Slamet 2016, Kontrak kerja konstruksi pada
umumnya adalah kontrak bersyarat yang mencakup :

a. Syarat validitas, yaitu syarat yang menentukan berlakunya

suatu perjanjian

b. Syarat waktu, yaitu syarat yang mengatur batasan waktu
berlakunya kontrak tersebut. Ini terkait dengan sifat proyek
yang memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya

c. Syarat kelengkapan, yaitu merupakan syarat yang harus
dilengkapi oleh satu atau kedua belah pihak sebagai
persyaratan berlakunya perikatan bersyarat tersebut, yang
antara lain meliputi kelengkapan desain, kelengkapan
gambar dan kelengkapan jaminan
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8.2 Kontrak dalam Konstruksi

Engineering Procurement Construction (EPC) adalah kontrak
yang lazimnya digunakan oleh penyedia / kontraktor dalam
pekerjaan konstruksi. Kontrak EPC terbagi dalam tiga jenis yaitu
desain engineering, pengadaan dan pelaksanaan. Kontrak EPC
memiliki resiko tinggi baik terhadap biaya, waktu dan mutu
(Dwi Maryati, 2018).

Pengikatan melalui kontrak konstruksi menjadi sangat
penting untuk dilakukan karena konstruksi saat ini merupakan
bidang jasa yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat,
sebagaimana  tercermin  dari = pertumbuhan = jumlah
perusahaan/badan usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa
konstruksi, (Raharjo, 2018).

Setiap pembangunan konstruksi selalu didahului dengan
proses pengadaan yang dikenal dengan sebutan Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ). Karena PBJ dilakukan untuk
pembangunan negara dan menggunakan biaya keuangan
negara, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) maupun melalui Pinjaman Luar Negeri. Maka PB]J
disebut juga dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(PBJP). Kontrak dalam PBJP adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Pihak Penyedia Jasa atau Pihak Pelaksana
Swakelola. Dalam pelaksanaan PBJP dapat dilakukan dalam
beberapa metode yang tentunya secara yuridis kesemuanya
terikat dengan aturan perundangan yang perlu untuk dipatuhi.
Metode PBJP tersebut meliputi :

a. E-purchasing
b. Penunjukan Langsung
c. Pengadaan Langsung

d. Tender dan Tender Cepat
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Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa dimulai dari proses
identifikasi kebutuhan hingga dilakukannya serah terima hasil
pekerjaan. Perikatan terhadap semua jenis metode pemilihan di
dalam PB]J tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. E-purchasing

E-purchasing  adalah  metode pengadaan yang
dilaksanakan oleh Pejabat Pengambil Keputusan (PPK)
dengan nilai HPS yang terbagi kedalam dua kelompok

yaitu :

- Paling sedikit di atas Rp. 200.000.000.,- (dua ratus juta
rupiah) dan

- Paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar
rupiah), namun untuk nilai ini berlaku untuk
percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di

Provinsi Papua dan Papua Barat.

E-purchasing dilakukan melalui sistem elektronik dan
surat perjanjiannya dibuat dalam bentuk surat pesanan.
Pada sistem ini pembelian barang atau jasa dilakukan
melalui e-catalogue. Tata cara pelaksanaan E-purchasing
dimuat didalam peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disingkat
dengan LKPP.

b. Pengadaan Langsung

Merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat
40, secara harfiah Pengadaan Langsung merupakan
metode pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya untuk mendapatkan penyedia jasa yang nilai

kegiatannya paling banyak Rp. 200.000.000.,- (dua ratus
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juta rupiah). Pada metode ini perikatan antara pihak
penyedia dengan pihak pemilik pekerjaan/user dilakukan
melalui Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan PB]J.
Pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) setelah seluruh dokumen untuk proses
pengadaan telah diterima dari PPK.

Nilai maksimal PBJ melalui metode pengadaan langsung
dan penunjukan langsung yang dikelola oleh Pejabat
Pengadaan berdasarkan aturan perundangan PBJ bernilai
HPS paling banyak Rp. 200.000.000.,- (dua ratus juta
rupiah) atau jasa konsultansi yang bernilai maksimal
Rp. 100.000.000.,- (seratus juta rupiah).

Namun diberikan pengecualian terhadap percepatan
pembangunan di Provinsi papua dan Papua Barat dimana
nilai HPS pengadaan Barang/Jasa lainnya maksimal
1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) atau jasa konsultansi
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.,- (dua ratus juta
rupiah).

Untuk metode pengadaan langsung dan penunjukan
langsung yang dikelola oleh Pokja Pemilihan berdasarkan
aturan perundangan PBJ paling sedikit di atas
Rp. 200.000.000.,- (dua ratus juta rupiah) yang
diperuntukkan bagi pengadaan PB] Konsultansi bernilai
paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.,- . (seratus juta
rupiah).

Pengadaan langsung merupakan salah satu metode yang
digunakan untuk pekerjaan/proyek yang nilainya relatif

kecil, bersifat sederhana, tidak memerlukan dokumen
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lelang maupun undangan lelang, tidak memerlukan
persaingan terbuka antara pemasok atau penyedia jasa

dan sifat pekerjaannya yang tidak kompleks.

Kontrak dalam metode pengadaan langsung merupakan
dokumen hukum yang secara yuridis menetapkan

ketentuan dan kewajiban para pihak yang berkontrak.

Secara umum terdapat beberapa elemen yang selayaknya

terkandung di dalam kontrak pengadaan langsung yaitu:
1. Dasar hukum

Merupakan penerapan aturan perundangan yang
berlaku dalam kontrak agar penafsiran dalam
hukum terhadap isi substantif pelaksanaan kontrak

terdapat kesesuaian.
2. Identifikasi para pihak berkontrak

Identifikasi adalah poin terpenting yang dimuat
dalam kontrak karena akan menjadi penunjuk siapa
para pihak yang berkontrak dan apa nama
instansi/perusahaan yang diwakili serta sejauh

mana kredibilitas pihak penyedia.
3. Deskripsi pengadaan barang/jasa

Kejelasan spesifikasi, jenis, volume, lokasi dan lain-
lain terkait dengan objek PB] harus dijelaskan secara
rinci agar tidak menimbulkan kebingungan dan
pertentangan yang dapat berimplikasi pada

persoalan hukum.
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4. Jadwal pelaksanaan

Dalam kontrak perlu juga menjelaskan waktu
dimulainya kontrak PBJ hingga waktu berakhirnya

pelaksanaan atau jadwal serah terima barang.
5. Harga dan cara pembayaran

Nilai kontrak harus dicantumkan dalam dokumen
kontrak demikian pula metode pembayaran yang

akan dilakukan.
6. Syarat-syarat umum

Dokumen  kontrak = membutuhkan  adanya
penjelasan secara umum yang mengatur hubungan
antar pihak pemberi pekerjaan dengan pihak
penerima pekerjaan atau pihak penyedia jasa.
Didalam syarat-syarat umum juga menjelaskan hak
dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan
kontrak, penyelesaian sengketa, sanksi
keterlambatan atas waktu yang disepakati,
tanggung jawab atas hasil pekerjaan dan mekanisme

pemeliharaan hasil pekerjaan.
7. Kejelasan kualitas dan jaminan

Apabila dipandang perlu terhadap objek hasil
pekerjaan memerlukan penjaminan mutu atau
kualitas hasil pekerjaan maka hal tersebut juga harus
dicantumkan secara jelas di dalam dokumen
kontrak.

98




8. Penyelesaian sengketa

Terkadang dalam suatu kegiatan PB] konstruksi
ditemukan adanya permasalahan atau sengketa
antara para pihak yang berkontrak. Permasalahan
dapat timbul karena banyak faktor yang sangat

mempengaruhi hasil kegiatan pekerjaan konstruksi.

Oleh karenanya di dalam dokumen kontrak
haruskah mencantumkan ketentuan penyelesaian
sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa para
pihak berkontrak mencantumkan mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat melalui mediasi,

arbitrase ataupun melalui hukum formal lainnya.

Dari konteks tersebut menegaskan bahwa kontrak
Pengadaan Langsung mendorong para pihak yang
berkontrak untuk memahami seluruh hak dan kewajiban
masing-masing terhadap seluruh aspek yang menjadi
koridor kegiatan yang tercantum didalam kontrak
sebelum melakukan penandatanganan dokumen kontrak
sebagai bukti persetujuan dokumen kontrak oleh masing-
masing pihak yang berkontrak.

Penunjukan Langsung

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat
39, menegaskan bahwa Penunjukan langsung merupakan
metode pemilihan dalam mendapatkan penyedia jasa
untuk kegiatan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya dalam keadaan tertentu. Pada metode ini pihak
pemilik pekerjaan menunjuk penyedia jasa/barang secara

langsung tanpa melakukan proses tender secara terbuka.
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Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan rujukan
dalam melaksanakan metode penunjukan langsung
sebelum dilakukannya penandatangan dokumen kontrak

pekerjaan yaitu :
1. Kriteria penunjukkan

Pihak pemilik pekerjaan harus mencantumkan
dengan jelas dan terdefinisi dengan baik kriteria
calon pihak penyedia jasa konstruksi yang akan

ditunjuk, yang antara lain meliputi :

- Kaualifikasi penyedia jasa

- Pengalaman penyedia jasa

- Reputasi penyedia jasa dan

- Faktor-faktor lain yang relevan
2. Transparansi

Bahwa sekalipun metode penunjukan langsung
tidak menggunakan proses tender terbuka namun
prinsip transparansi penting untuk dilakukan
dengan agar tidak terjadi tanggapan negatif atas
proses yang telah dilaksanakan. Penerapan

transparansi dapat dilakukan melalui :

- Alasan penunjukan penyedia tertentu

- Terdokumentasi

- Keputusan sesuai dengan kebutuhan proyek
3. Kesesuaian aturan perundangan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan

harus memastikan bahwa segala proses mulai dari
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tahap perencanaan kebutuhan, tahap pengadaan
dan tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan
perundangan. Demikian pun terhadap para pihak
yang berkontrak harus memastikan bahwa segala
bentuk pekerjaan maupun barang yang telah
dilaksanakan pengadaannya sudah sesuai dengan
regulasi atau peraturan yang berlaku dan yang
disyaratkan. Untuk itu dipandang perlu kepada
para pihak berkontrak agar sebelum melakukan
serah terima barang terlebih dahulu memastikan
kesesuaian pekerjaan konstruksi yang dimaksud
dengan rujukan perundangan selain kesesuaian

atas spesifikasi teknis yang disyaratkan.
4. Kontrak/Perjanjian

Penetapan pihak penyedia yang ditunjuk dimuat
dan ditetapkan melalui Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ]). Hal-hal teknis maupun
administratif dituangkan secara lengkap dan jelas.
Penyusunan kalimat dalam dokumen kontrak
menghindari terjadinya multi tafsir. Kontrak
menjelaskan deskripsi pekerjaan konstruksi yang
akan dikerjakan termasuk metode pembayaran,
waktu pelaksanaan, pengenaan denda, hak dan

kewajiban serta hal-hal yang relevan.
5. Evaluasi dan Pengendalian Kontrak

Setelah proses penandatangan kontrak dilakukan
maka saat itu dimulainya proses pekerjaan dan saat
itu pula dimulainya proses pengendalian kontrak.

Pengendalian kontrak sangat penting untuk
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dilakukan untuk melihat dan mengukur kinerja
penyedia dan penyesuaian atas perundangan yang
berlaku. Keberhasilan suatu pengadaan barang/jasa
sangat dipengaruhi seberapa besar pengendalian
kontrak  dilakukan. = Pengendalian  kontrak
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam
pekerjaan pengadaan jasa konstruksi. Pengendalian
kontrak merupakan rangkaian evaluasi terhadap
kontrak yang telah disepakati oleh pihak penyedia
dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk
kegiatan pengadaan proyek konstruksi di masa

depan.

Untuk memastikan nilai integritas dalam
metode penunjukan langsung maka proses
penunjukan dilakukan secara transparan dan adil
dengan tetap merujuk pada aturan perundangan

yang berlaku.
d. Tender/tender cepat

Tender adalah bentuk pemilihan untuk memperoleh
barang atau tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya. Secara substantif tender merupakan suatu proses
pengadaan barang/jasa yang barometer pengukurannya
berorientasi pada mutu/kualitas, waktu, kuantitas, lokasi
dan nilai/biaya. Metode pemilihan yang digunakan di
dalam tender dapat berupa metode penunjukan langsung
atau pengadaan langsung sebagaimana telah diuraikan
diatas. Dalam era perkembangan teknologi dewasa ini,
tender juga telah dilakukan melalui tender cepat. Yaitu

suatu proses pemilihan dimana peserta tender telah
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terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
(SIKAP).

8.3 Bentuk Kontrak dalam Konstruksi

Dalam praktiknya, kontrak memiliki berbagai bentuk yang
disesuaikan dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Secara
hukum, kontrak adalah ikatan antara para pihak yang
berkontrak. Bentuk kontrak dapat meliputi:

a. Bukti Pembayaran / Pembelian.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), bukti
pembayaran atau pembelian dapat berupa invoice, faktur,
struk, nota kontan, atau bon. Besaran nilai yang dapat
ditanggung oleh bentuk pembayaran ini sebagai bagian
dari Pembayaran Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang
harus dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).

b. Bukti Kuitansi

Bentuk kontrak yang paling sederhana dan mudah
dikenali di tengah Masyarakat adalah kuitansi. Legalitas
kwitansi barulah dapat dijamin apabila dibuktikan
dengan adanya tanda tangan dari pihak penerima dana.
Nilai yang dicover untuk menggunakan kwitansi dalam
PBJ sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja (SPK)

SPK (Surat Perintah Kerja) adalah salah satu bentuk
kontrak yang dapat digunakan untuk PBJP (Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah) dengan nilai kegiatan lebih dari
Rp. 50.000.000,-. Jenis kontrak ini bersifat sederhana
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namun hak dan kewajiban antara pihak yang berkontrak
dicantumkan di dalam SPK.

Dalam implementasinya, SPK digunakan untuk :

a. Nilai pekerjaan maksimal Rp. 100.000.000., (seratus juta

rupiah) untuk jasa konsultansi

b. Nilai pekerjaan paling sedikit Rp. 50.000.000., (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) untuk PB]J atau jasa lainnya.

c. Nilai pekerjaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi.
. Surat Perjanjian

Dalam pekerjaan konstruksi yang membutuhkan
penggunaan anggaran lebih besar maka digunakan Surat
Perjanjian. Jenis kontrak ini memiliki kepastian hukum
yang sangat mendasar terhadap objek kegiatan yang
dikontrakkan. Terhadap pekerjaan konstruksi, batasan
anggaran minimal yang dicover adalah Rp. 200 000 000,-
(dua ratus juta rupiah). Sedang untuk jasa konsultansi
anggaran mengcover minimal Rp. 100 000 000,- (seratus
juta rupiah)

Surat Pemesanan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini
tentang E-Purchasing, maka perikatannya dilakukan
dengan Surat Pesanan. Surat pesanan dapat juga

dikaitkan dengan Surat Perjanjian (SPK).
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Secara substantif pelaksanaan kontrak konstruksi terdiri atas

beberapa elemen yang merupakan satu kesatuan proses dalam

implementasi kegiatan konstruksi yaitu:

a.

Melakukan review hasil pemilihan penyedia yang akan
berkontrak

. Melakukan penetapan SPPB]
. Melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak
. Melakukan penandatanganan kontrak

. Serah terima lokasi pekerjaan dan personel

Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
Perintah Pengiriman (SPP)

. Melakukan pemberian uang muka jika ada

. Membuat Program Mutu Pekerjaan

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

Melakukan mobilisasi peralatan, bahan dan tenaga kerja

. Melakukan pemeriksaan bersama

Melakukan pengendalian kontrak

m.Melakukan tinjauan Pabrikasi (bila diperlukan)

0.

o.

Melakukan pembayaran prestasi pekerjaan

Melakukan perubahan kontrak (apabila ada)

p. Melakukan penyesuaian harga (apabila diperlukan)

g- Keadaan Kahar apabila terjadi kejadian luar biasa yang

diluar kendali manusia.

. Melakukan penghentian kontrak (apabila diperlukan)

Melakukan pengakhiran Kontrak

Melakukan pemutusan kontrak (apabila diperlukan)
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t. Melakukan pemberian kesempatan (apabila diperlukan)

u. Melakukan pengenaan denda dan ganti rugi (apabila

diperlukan/sesuai prosedur)

8.4 Penutup

Pembangunan konstruksi adalah pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa. Konstruksi dalam PBJP
merupakan pembangunan yang menggunakan biaya yang
bersumber dari APBN, APBD, Pinjaman atau Hibah dari Luar
Negeri. Pembangunan konstruksi haruslah diikat oleh
perjanjian/kontrak antara pihak penyedia jasa dengan pihak
pemilik pekerjaan. Para pihak yang berkontrak sudah selayaknya
memahami aturan perundangan konstruksi karena kontrak
konstruksi dalam implementasi pelaksanaan pembangunannya
sangat rentang dengan resiko yang dapat berimplikasi dengan
terjadinya pelanggaran aturan perundangan.
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Bab

Keberlanjutan dan Ramah
Lingkungan dalam Industri
Konstruksi

9.1.Pendahuluan

Industri konstruksi memainkan peran penting dalam
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun seiring
waktu, dampak negatif dari sektor ini terhadap lingkungan telah
menjadi perhatian yang semakin meningkat (Wang, 2014). Dari
penggunaan sumber daya alam yang berlebihan hingga emisi gas
rumah kaca dan limbah konstruksi, tantangan lingkungan yang
dihadapi industri konstruksi memerlukan solusi yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan (Nainggolan dkk., 2023).

Keberlanjutan dalam industri konstruksi melibatkan
pendekatan holistik yang mempertimbangkan dampak
lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek konstruksi
sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan dan desain,
hingga konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan akhirnya
dekonstruksi atau pembongkaran. Hal ini berarti menggunakan
bahan bangunan yang ramah lingkungan, mengurangi limbah,
meningkatkan efisiensi energi, dan memanfaatkan teknologi dan
inovasi untuk menciptakan bangunan dan infrastruktur yang
lebih berkelanjutan (Chel & Kaushik, 2018).

107



Namun, mewujudkan keberlanjutan dan ramah lingkungan
dalam industri konstruksi bukanlah tugas yang mudah. Ini
memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, pengembang, arsitek,
insinyur, kontraktor, dan masyarakat. Regulasi dan kebijakan
yang mendukung praktik konstruksi berkelanjutan, pendidikan
dan pelatihan untuk tenaga kerja konstruksi, dan kesadaran
publik tentang pentingnya bangunan berkelanjutan, semuanya
penting untuk mendorong perubahan menuju industri
konstruksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan
(Shurrab dkk., 2019).

9.2.Pengertian Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan dalam
Industri Konstruksi

9.2.1 Konstruksi Keberlanjutan dalam Industri Konstruksi

Konstruksi keberlanjutan dalam industri konstruksi
merujuk pada praktik dan metode yang digunakan dalam
proses konstruksi yang bertujuan untuk meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, sambil
memaksimalkan manfaat ekonomi (Sev, 2009).

Ada beberapa prinsip utama dalam konstruksi
keberlanjutan, yaitu:

1. Efisiensi Energi: Bangunan harus dirancang dan dibangun
dengan cara yang efisien dalam penggunaan energi
(Pacheco dkk., 2012). Ini dapat mencakup penggunaan
bahan bangunan yang efisien energi, desain bangunan
yang memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi,
dan penggunaan teknologi energi terbarukan.

2. Pengelolaan = Sumber Daya: Praktik konstruksi
berkelanjutan mencakup penggunaan bahan bangunan
yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang, serta
pengelolaan limbah konstruksi yang efektif (OBE dkk.,
2019).

108




3. Kesehatan dan Kesejahteraan: Bangunan harus dirancang
dan dibangun dengan mempertimbangkan kesehatan dan
kesejahteraan penghuninya. Ini dapat mencakup
penggunaan bahan bangunan yang tidak berbahaya,
desain yang mendukung kesehatan fisik dan mental, dan
penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman (Mansor
& Sheau, 2020).

4. Dampak Lingkungan: Dampak lingkungan dari proses
konstruksi harus diminimalkan. Ini dapat mencakup
pengurangan emisi karbon, pengurangan polusi air dan
udara, dan perlindungan habitat alami dan
keanekaragaman hayati (Gray, 2006).

Konstruksi  keberlanjutan bukan hanya tentang
membangun bangunan yang ‘hijau', tetapi juga tentang
membangun dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung
jawab, yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dari proses konstruksi dan hasil akhirnya.

9.22 Konstruksi Ramah Lingkungan dalam Industri

Konstruksi

Konstruksi ramah lingkungan, juga dikenal sebagai
konstruksi hijau, adalah pendekatan terhadap perencanaan,
desain, dan konstruksi yang mempertimbangkan dampak
lingkungan dari proses konstruksi dan hasil akhirnya (Kim
dkk., 2013). Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan
lokasi hingga pemilihan material dan efisiensi energi.

Berikut ini beberapa aspek utama dari konstruksi ramah
lingkungan:

1. Efisiensi Energi: Bangunan ramah lingkungan dirancang
untuk  meminimalkan  konsumsi  energi  dan
memaksimalkan efisiensi. Ini dapat mencakup isolasi
yang baik, pencahayaan alami, ventilasi yang efektif, dan
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penggunaan perangkat dan sistem hemat energi (Wang
dkk., 2005).

2. Penggunaan Material: Material yang digunakan dalam
konstruksi ramah lingkungan biasanya dipilih
berdasarkan dampak lingkungan mereka. Ini mencakup
penggunaan material daur ulang dan berkelanjutan serta
menghindari material yang berpotensi merusak
lingkungan atau kesehatan manusia (Xu dkk., 2022).

3. Pengelolaan Air: Konstruksi ramah lingkungan juga
mempertimbangkan penggunaan dan pengelolaan air
(Marques dkk., 2015). Ini bisa mencakup penggunaan
teknologi seperti sistem pengumpulan air hujan dan
perlakuan air limbah in-situ.

4. Kualitas Udara Dalam Ruangan: Konstruksi ramah
lingkungan berusaha untuk memastikan kualitas udara
dalam ruangan yang baik, untuk kesehatan dan
kenyamanan penghuni. Ini dapat mencakup penggunaan
material dengan emisi rendah dan sistem ventilasi yang
efektif (Siregar, 2023).

5. Manajemen Limbah: Konstruksi ramah lingkungan
mencakup pengelolaan limbah yang efektif, termasuk
pengurangan, daur ulang, dan pembuangan yang aman
dari limbah konstruksi (Kabirifar dkk., 2020).

Konstruksi ramah lingkungan bertujuan untuk
menciptakan bangunan dan infrastruktur yang memiliki
dampak minimal terhadap lingkungan, baik selama proses
konstruksi maupun selama masa operasional bangunan
(Ngowi, 2001). Selain itu, pendekatan ini juga dapat
memberikan manfaat ekonomi dan sosial, seperti peningkatan
kenyamanan dan kesehatan penghuni, serta potensi
penghematan dalam biaya operasional dan pemeliharaan.
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9.2.3 Hubungan antara Konstruksi Berkelanjutan dan

Ramah Lingkungan

Konstruksi keberlanjutan dan konstruksi ramah
lingkungan merupakan dua konsep yang saling terkait erat
dalam industri konstruksi (Ding, 2008). Keduanya berfokus
pada pembangunan yang bertanggung jawab dan berusaha
untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan,
sementara juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi.
Konstruksi keberlanjutan adalah pendekatan yang lebih luas
yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
dari proses konstruksi dan pengoperasian bangunan. Ini
mencakup, tetapi tidak terbatas pada, efisiensi energi,
pengelolaan sumber daya, khatan dan kesejahteraan pengguna
bangunan, dan minimasi dampak lingkungan.

Konstruksi ramah lingkungan suatu aspek spesifik dari
konstruksi berkelanjutan yang berfokus pada perlindungan
lingkungan. Ini mencakup efisiensi energi, penggunaan
material yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
pengelolaan air, kualitas udara dalam ruangan, dan manajemen
limbah. Jadi, konstruksi ramah lingkungan bisa dibilang bagian
dari konstruksi keberlanjutan. Keduanya berusaha untuk
membangun dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan
berkelanjutan, tetapi konstruksi keberlanjutan mencakup
lingkup yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak
pertimbangan (Naik & Moriconi, 2005).

Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa
industri konstruksi dapat dan harus berperan penting dalam
upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Melalui implementasi prinsip-prinsip konstruksi keberlanjutan
dan ramah lingkungan, industri konstruksi dapat berkontribusi
terhadap pencapaian tujuan seperti pengurangan emisi karbon,
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perlindungan sumber daya alam, dan peningkatan
kesejahteraan manusia (Ogunmakinde dkk., 2022).

Gambar 9.1. Aplikasi Green Roof pada Kampus NTU School of
Art, Design and Media (Nur’aini, 2017)

9.3.Prinsip-Prinsip Konstruksi Keberlanjutan dan Ramah
Lingkungan

9.3.1 Konstruksi Efisiensi Energi

Konstruksi efisiensi energi adalah pendekatan dalam
proses perencanaan, desain, dan konstruksi bangunan yang
bertujuan untuk meminimalkan penggunaan energi dan
mengurangi emisi gas rumah kaca (Hertwich dkk., 2019). Ada
beberapa prinsip dan teknik utama yang digunakan dalam
konstruksi efisiensi energi:

1. Desain Pasif: Prinsip ini melibatkan desain bangunan
untuk memanfaatkan kondisi alam seperti pencahayaan
dan ventilasi alami (Mukhtar dkk. 2019). Misalnya,
orientasi bangunan dapat dioptimalkan untuk
mendapatkan pencahayaan maksimal dan mengurangi
kebutuhan penerangan buatan.
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2. Isolasi dan Penyegelan: Menggunakan material isolasi
yang efektif dan memastikan bangunan dipasang dengan
benar dapat mengurangi kebutuhan untuk pemanasan
dan pendinginan, yang biasanya merupakan pengguna
energi terbesar dalam bangunan (Harvey, 2009).

3. Sistem Energi Efisien: Menggunakan perangkat dan
sistem hemat energi, seperti pemanas air tenaga surya,
sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning) efisien, dan peralatan dengan rating energi
tinggi, dapat mengurangi konsumsi energi bangunan
(Vakiloroaya dkk., 2014).

4. Energi Terbarukan: Penggunaan sumber energi
terbarukan, seperti panel surya atau turbin angin, dapat
mengurangi dependensi pada sumber energi fosil dan
mengurangi emisi gas rumah kaca (Huber dkk., 2017).

5. Manajemen Energi: Sistem manajemen energi dapat
digunakan untuk memantau dan  mengontrol
penggunaan energi dalam bangunan, memungkinkan
efisiensi maksimal dan mengidentifikasi area untuk

perbaikan (Al-Ghaili dkk., 2021).

Konstruksi efisiensi energi bukan hanya tentang
mengurangi konsumsi energi, tetapi juga tentang memastikan
bahwa energi yang digunakan dikelola dengan cara yang paling
efisien dan berkelanjutan mungkin. Ini berkontribusi terhadap
tujuan konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan
mengurangi dampak lingkungan bangunan dan juga dapat
memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya
operasional.

9.3.2 Konstruksi Pengurangan Limbah dan Polusi

Konstruksi pengurangan limbah dan polusi merupakan
pendekatan dalam proses konstruksi yang bertujuan untuk
meminimalkan produksi limbah dan polusi yang dihasilkan

113




(Esin & Cosgun, 2007). Ini mencakup beberapa prinsip dan
teknik utama:

1. Pengurangan Limbah: Ini mencakup penggunaan bahan
dan teknik yang meminimalkan jumlah limbah yang
dihasilkan. Misalnya, perencanaan yang efektif dan
pengukuran yang akurat dapat mengurangi limbah bahan
konstruksi (Tafesse, 2021).

2. Daur Ulang dan Penggunaan Ulang: Limbah konstruksi
yang dihasilkan dapat diolah kembali dan digunakan
dalam proyek konstruksi lainnya (Mohammed dkk.,
2020). Contohnya termasuk penggunaan beton hancur
sebagai agregat dalam pembuatan beton baru, atau
penggunaan kayu limbah sebagai bahan bangunan
sekunder.

3. Manajemen Limbah: Praktik yang baik dalam
pengelolaan limbah konstruksi termasuk memisahkan
limbah untuk daur ulang, menggunakan kontainer
limbah tertutup untuk mencegah polusi, dan memastikan
limbah dibuang dengan cara yang tepat dan aman
(Gangolells dkk., 2014).

4. Pengurangan Polusi: Ini dapat mencakup penggunaan
peralatan konstruksi yang efisien dan beremisi rendah,
pengendalian debu dan polutan lainnya di lokasi
konstruksi, dan penggunaan bahan bangunan yang tidak
beracun atau beremisi rendah (Huang dkk., 2021).

Konstruksi pengurangan limbah dan polusi bukan hanya
membantu melindungi lingkungan, tetapi juga dapat
menghasilkan manfaat ekonomi. Misalnya, daur ulang dan
penggunaan kembali limbah konstruksi dapat mengurangi
biaya bahan, dan peralatan konstruksi yang efisien dapat
mengurangi biaya operasional. Selain itu, bangunan yang
dibangun dengan pendekatan ini dapat menawarkan
lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi penghuninya.
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9.3.3 Konstruksi dengan Material yang Berkelanjutan

Konstruksi dengan material berkelanjutan merujuk

kepada penggunaan bahan bangunan yang diproduksi dengan
cara yang bertanggung jawab dari segi lingkungan, sosial, dan
ekonomi (Spiegel & Meadows, 2010). Berikut adalah beberapa
prinsip dan teknik utama yang digunakan dalam pendekatan

mi:

1.

Material Daur Ulang: Material ini diproduksi dari limbah
yang telah diproses kembali. Penggunaan material daur
ulang dapat mengurangi dampak lingkungan dari
ekstraksi dan pengolahan bahan baru (Henshaw dkk.,
1996).

Material Berkelanjutan: Material ini berasal dari sumber
yang dikelola secara berkelanjutan. Contohnya adalah
kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara
berkelanjutan, dimana pohon baru ditanam untuk
menggantikan yang telah dipotong (Lindahl dkk., 2014).

Material Lokal: Penggunaan material lokal dapat
mengurangi emisi yang dihasilkan dari pengangkutan
bahan dari jauh. Selain itu, hal ini juga dapat mendukung
ekonomi lokal (Morel dkk., 2001).

Material Ramah Lingkungan: Material ini memiliki
dampak lingkungan yang rendah selama siklus hidupnya,
mulai dari ekstraksi dan produksi hingga pembuangan.
Contohnya adalah cat dan pelapis berbasis air yang
menghasilkan polutan udara yang lebih sedikit
dibandingkan produk berbasis pelarut (Joshi, 1999).

Material Tahan Lama: Material yang tahan lama dan
memerlukan perawatan minimal dapat mengurangi
dampak lingkungan dan biaya selama siklus hidup
bangunan (Bribian dkk., 2011).
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Konstruksi dengan material berkelanjutan bukan hanya
menguntungkan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan
manfaat ekonomi dan sosial. Misalnya, material tahan lama
dapat mengurangi biaya perawatan dan penggantian,
sementara penggunaan material lokal dan berkelanjutan dapat
mendukung pekerjaan dan pembangunan ekonomi lokal.

9.3.4 Konstruksi Konservasi Air

Konstruksi konservasi air suatu pendekatan dalam proses
perencanaan, desain, dan konstruksi bangunan yang bertujuan
untuk mengurangi penggunaan air dan memanfaatkan sumber
air dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan ($Sahin &
Manioglu, 2019). Berikut adalah beberapa prinsip dan teknik
utama yang digunakan dalam pendekatan ini:

1. Penggunaan Perangkat Hemat Air: Menggunakan
perangkat hemat air, seperti toilet dan kran dengan aliran
rendah, dapat mengurangi penggunaan air dalam
bangunan.

2. Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Hujan: Sistem
pengumpulan air hujan dapat digunakan untuk
mengumpulkan air hujan dan menggunakannya untuk
tujuan seperti penyiraman taman atau pembilasan toilet.

3. Penggunaan Air Abu-abu: Air abu-abu adalah air limbah
ringan yang berasal dari wastafel, shower, dan mesin cuci.
Sistem dapat dirancang untuk mengumpulkan dan
memperlakukan air abu-abu ini untuk digunakan kembali
dalam toilet atau untuk irigasi.

4. Lanskap Hemat Air: Desain lanskap yang
mempertimbangkan efisiensi air, seperti penggunaan
tanaman lokal yang tahan kekeringan dan sistem irigasi
hemat air, dapat mengurangi penggunaan air untuk
irigasi.
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5. Perlakuan Air Limbah In-Situ: Teknologi seperti sistem
septik atau pengolahan air limbah on site dapat digunakan
untuk memperlakukan air limbah di lokasi, mengurangi
kebutuhan untuk infrastruktur pengolahan air limbah
dan memungkinkan air yang diperlukan untuk
digunakan kembali.

Konstruksi konservasi air tidak hanya membantu
melindungi sumber air yang berharga, tetapi juga dapat
menghasilkan penghematan biaya melalui pengurangan
penggunaan air dan biaya pembuangan air limbah. Selain itu,
bangunan yang dirancang dengan pendekatan ini dapat
menawarkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan
bagi penghuninya.

SawvrLe ResiDenTIAL GRAYWATER SYSTEMS

UnACCEPTABLE
SOURCES OF

GRAYWATER

Kitchen

Gambar 9.2. Cara Kerja Sistem grey water (EL-Nwsany
dkk., 2019)
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9.4.Penerapan Konstruksi Keberlanjutan dan Ramah
Lingkungan Dalam Proyek Konstruksi

9.4.1 Perencanaan dan  Desain  Konstruksi  yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Perencanaan dan desain merupakan tahap awal dan

sangat penting dalam proses konstruksi. Ini adalah saat di mana
banyak keputusan dibuat yang akan mempengaruhi
keberlanjutan dan ramah lingkungan dari proyek konstruksi
(Yang & Wei, 2010). Berikut adalah beberapa aspek yang harus
dipertimbangkan:

1.

Lokasi: Memilih lokasi yang tepat dapat memiliki dampak
besar pada keberlanjutan proyek (Erdogan dkk., 2019).
Misalnya, membangun di area yang sudah dikembangkan
sebelumnya, atau di dekat infrastruktur publik seperti
transportasi, dapat mengurangi dampak lingkungan.

Orientasi dan Desain: Desain bangunan harus
mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencahayaan
alami, ventilasi, dan efisiensi energi (Chen dkk., 2020).
Misalnya, orientasi bangunan dapat dipilih untuk
memaksimalkan pencahayaan dan pemanasan alami.

Material: Memilih material yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan dapat mengurangi dampak lingkungan dari
konstruksi dan operasi bangunan. Ini bisa mencakup
penggunaan material daur ulang, berkelanjutan, atau
lokal (Akadiri & Olomolaiye, 2012).

Efisiensi Energi: Desain harus mempertimbangkan
efisiensi energi, misalnya melalui isolasi yang baik, sistem
pemanasan dan pendinginan yang efisien, dan
penggunaan energi terbarukan (Chel & Kaushik, 2018).

Pengelolaan Air: Desain dapat mencakup fitur untuk
pengelolaan air yang efisien, seperti sistem pengumpulan
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air hujan, lanskap hemat air, dan penggunaan air abu-abu
(Nur'aini, 2017).

6. Pengurangan Limbah: Rencana harus dibuat untuk
mengurangi, mendaur ulang, dan membuang limbah
konstruksi secara bertanggung jawab (Putra dkk., 2018).

Perencanaan dan desain yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan dapat memastikan bahwa proyek konstruksi
memenubhi standar lingkungan dan sosial tertinggi, sambil juga
memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi
dan daya tahan.

9.42 Fase Konstruksi yang Berkelanjutan dan Ramah

Lingkungan

Fase konstruksi adalah saat prinsip-prinsip keberlanjutan
dan ramah lingkungan diterapkan secara langsung (Rashidi
dkk., 2014). Berikut adalah beberapa aspek yang harus
dipertimbangkan:

1. Manajemen Sumber Daya: Penggunaan bahan bangunan
harus dikelola dengan cermat untuk meminimalkan
limbah. Ini bisa mencakup perencanaan yang cermat,
pengukuran yang akurat, dan penyimpanan yang tepat
untuk menghindari kerusakan.

2. Efisiensi Energi: Peralatan dan teknik konstruksi efisien
energi harus digunakan sebanyak mungkin. Misalnya,
peralatan yang ditenagai listrik atau bahan bakar
alternatif dapat digunakan daripada mesin diesel.

3. Pengurangan Polusi: Upaya harus dilakukan untuk
meminimalkan polusi udara, air, dan suara selama
konstruksi. Ini bisa mencakup penggunaan peralatan
yang menghasilkan emisi rendah, metode kerja yang
mengurangi debu dan kebisingan, dan pengelolaan air
limbah yang tepat.
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4. Perlindungan Lingkungan: Selama konstruksi, langkah-
langkah harus diambil untuk melindungi lingkungan
sekitar. Misalnya, area sensitif seperti sungai, hutan, dan
habitat satwa liar harus dilindungi dari kerusakan.

5. Kesehatan dan Keselamatan: Kesehatan dan keselamatan
pekerja konstruksi harus menjadi prioritas. Ini mencakup
penggunaan peralatan pelindung pribadi, pelatihan
keselamatan, dan pencegahan bahaya seperti jatuh dan
terpapar bahan kimia berbahaya (Siriruttanapruk &
Anantagulnathi, 2004).

6. Manajemen Limbah: Semua limbah yang dihasilkan
selama konstruksi harus dikelola dengan bertanggung
jawab. Ini mencakup pengurangan dan daur ulang
limbah, serta pembuangan yang aman dan legal.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini selama fase
konstruksi, proyek dapat memastikan bahwa mereka mematuhi
prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, sambil
juga menciptakan bangunan yang efisien, tahan lama, dan sehat
untuk penghuninya.

9.4.3 Pemeliharaan dan Operasi Konstruksi yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Setelah konstruksi bangunan selesai, pemeliharaan dan
operasi bangunan menjadi faktor penting dalam meneruskan
prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan (Hanafiah
dkk., 2018). Berikut adalah beberapa aspek yang harus
dipertimbangkan:

1. Efisiensi Energi: Bangunan harus dioperasikan dan
dipelihara dengan cara yang mempromosikan efisiensi
energi. Ini bisa mencakup penggunaan peralatan dan
sistem yang efisien energi, pemantauan dan pengendalian
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penggunaan energi, dan pemeliharaan rutin untuk
memastikan efisiensi optimal.

2. Pengelolaan Air: Praktik yang efisien dalam penggunaan
air harus diterapkan, seperti penggunaan perangkat
hemat air dan sistem pengumpulan dan penggunaan
ulang air hujan atau air abu-abu.

3. Pengelolaan Limbah: Limbah yang dihasilkan oleh
penghuni dan operasi bangunan harus dikelola dengan
cara yang bertanggung jawab. Ini bisa mencakup
pengurangan, daur ulang, dan pembuangan yang aman
dan legal dari limbah.

4. Kualitas Udara Dalam Ruangan: Kualitas udara dalam
ruangan harus dipantau dan dikelola untuk memastikan
lingkungan yang sehat dan aman bagi penghuni. Ini bisa
mencakup ventilasi yang adekuat, penggunaan material
dan produk yang tidak beracun, dan pembersihan dan
pemeliharaan rutin.

5. Pemeliharaan dan Perbaikan: Pemeliharaan dan
perbaikan bangunan harus dilakukan dengan cara yang
mempertimbangkan dampak lingkungan. Misalnya,
penggunaan material dan produk yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan untuk perbaikan dan peremajaan
(Olanrewaju & Abdul-Aziz 2014).

Melalui pemeliharaan dan operasi yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan, bangunan dapat terus memenuhi tujuan
keberlanjutan dan ramah lingkungan sepanjang siklus
hidupnya, sambil juga memberikan lingkungan yang sehat,
aman, dan nyaman bagi penghuninya.
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Gambar 9.3. Skema bangunan hijau (Khodadadzadeh, 2016).

9.5.Manfaat dan Tantangan dalam Menerapkan Konstruksi
Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan

9.5.1. Manfaat Ekonomi dari Konstruksi yang Berkelanjutan

dan Ramah Lingkungan

Menerapkan konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan dapat membawa sejumlah manfaat ekonomi.
Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Penghematan Biaya Operasional: Bangunan hijau
biasanya lebih efisien dalam penggunaan energi dan air,
yang bisa menghasilkan penghematan signifikan dalam
biaya utilitas sepanjang waktu. Selain itu, penggunaan
material yang tahan lama dan berkelanjutan dapat
mengurangi biaya pemeliharaan dan perbaikan (Dwaikat
& Ali, 2016).

2. Nilai Bangunan: Bangunan yang dirancang dan dibangun
dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah
lingkungan sering memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bangunan tradisional. Mereka juga
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bisa lebih menarik bagi penyewa dan pembeli, yang
semakin menyadari manfaat lingkungan dan kesehatan
dari bangunan hijau (Bartlett & Howard, 2000).

3. Dukungan dan Insentif Pemerintah: Dalam banyak kasus,
ada dukungan dan insentif pemerintah yang tersedia
untuk proyek konstruksi hijau. Ini bisa berupa
pengurangan pajak, subsidi, atau bantuan teknis (Circo,
2007).

4. Meningkatkan Produktivitas: Studi telah menunjukkan
bahwa  bangunan  hijau dapat meningkatkan
produktivitas  penghuninya. Faktor-faktor seperti
pencahayaan alami yang baik, kualitas udara dalam
ruangan, dan suhu dan kelembaban yang nyaman dapat
berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih baik
(Byrd & Rasheed, 2016).

5. Mitigasi Risiko: Dengan mempertimbangkan dampak
lingkungan dan sosial dari proyek konstruksi, perusahaan
dapat mengurangi risiko terkait regulasi, reputasi, dan
perubahan iklim (Kouloukoui dkk., 2019).

Secara keseluruhan, konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan adalah investasi yang bijaksana, dengan potensi
untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang
signifikan.

9.5.2. Manfaat Lingkungan dari Konstruksi yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Menerapkan konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan memiliki banyak manfaat lingkungan. Berikut
adalah beberapa di antaranya:

1. Pengurangan Emisi: Bangunan hijau biasanya lebih
efisien dalam penggunaan energi, yang berarti mereka
menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Selain
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itu, penggunaan energi terbarukan dapat lebih jauh
mengurangi emisi.

. Perlindungan Sumber Daya: Dengan menggunakan
material yang berkelanjutan dan daur ulang, konstruksi
berkelanjutan dapat mengurangi tekanan pada sumber
daya alam. Selain itu, efisiensi air dan pengelolaan limbah
yang baik dapat membantu melindungi sumber air.

. Pengurangan Limbah: Melalui pengurangan, daur ulang,
dan penggunaan kembali, konstruksi berkelanjutan dapat
meminimalkan jumlah limbah yang dikirim ke tempat
pembuangan akhir.

. Perlindungan  Keanekaragaman Hayati: = Dengan
merencanakan dan mengelola situs konstruksi dengan
cermat, proyek konstruksi berkelanjutan dapat
membantu melindungi habitat dan spesies lokal (Opoku,
2019).

. Kualitas Udara: Bangunan hijau sering dirancang untuk
meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, yang juga
dapat berkontribusi terhadap kualitas udara luar ruangan
(Persily & Emmerich, 2012).

Dengan demikian, konstruksi berkelanjutan dan ramah

lingkungan tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang
menggunakan dan mengoperasikan bangunan, tetapi juga
memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan secara

keseluruhan.

9.5.3. Manfaat Sosial dari Konstruksi yang Berkelanjutan

dan Ramah Lingkungan

Konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan juga

memiliki manfaat sosial yang signifikan (Liu dkk., 2020).
Berikut adalah beberapa di antaranya:
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1. Kesehatan dan Kesejahteraan: Bangunan hijau seringkali
dirancang dengan penekanan pada pencahayaan alami,
ventilasi yang baik, dan kualitas udara dalam ruangan
yang baik, semua faktor yang telah terbukti
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penghuni.

2. Pendidikan dan Kesadaran: Proyek konstruksi
berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat berfungsi
sebagai alat pendidikan, meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan keberlanjutan
(Alshuwaikhat & Abubakar, 2008).

3. Peningkatan Komunitas: Proyek konstruksi yang
dirancang dengan pertimbangan terhadap komunitas
lokal dapat membantu memperkuat komunitas tersebut,
misalnya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan
infrastruktur lokal, atau penciptaan ruang publik
(Mattessich, 1997).

4. Keterjangkauan: Konstruksi  berkelanjutan  dapat
mencakup elemen keterjangkauan, seperti perumahan
hemat energi yang dapat membantu mengurangi biaya
utilitas untuk penghuni berpenghasilan rendah
(Wallbaum dkk., 2012).

5. Keberagaman dan Inklusivitas: Bangunan dan
lingkungan yang dirancang dengan cara yang inklusif
dan dapat diakses dapat membantu menciptakan
masyarakat yang lebih beragam dan inklusif (Steinfeld &
Maisel, 2012).

Dengan demikian, konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan dapat memiliki manfaat sosial yang luas,
membantu menciptakan komunitas yang sehat, berpendidikan,
dan inklusif.
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9.54. Tantangan dalam Implementasi Konstruksi yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Meskipun manfaatnya banyak, menerapkan konstruksi

berkelanjutan dan ramah lingkungan juga memiliki tantangan.
Berikut adalah beberapa di antaranya:

1.

Biaya Awal: Biaya awal untuk beberapa teknologi atau
material  berkelanjutan = mungkin  lebih  tinggi
dibandingkan dengan alternatif tradisional. Meskipun
biaya ini seringkali dapat dipulihkan melalui
penghematan operasional jangka panjang, mereka masih
bisa menjadi hambatan bagi beberapa proyek (Mariotti
dkk., 2020).

Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman: Banyak
kontraktor, arsitek, dan pengembang mungkin tidak
memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup
tentang konstruksi berkelanjutan, yang bisa membuatnya
lebih sulit untuk menerapkan (Shelbourn dkk., 2006).

Regulasi dan Standar: Dalam beberapa kasus, regulasi
dan standar bangunan existen mungkin tidak
mendukung atau bahkan bisa menghambat teknik atau
teknologi berkelanjutan (Darko dkk., 2017).

Pasar dan Permintaan: Meskipun permintaan untuk
bangunan berkelanjutan semakin meningkat, pasar untuk
beberapa teknologi atau material berkelanjutan masih
berkembang, yang bisa membuatnya lebih sulit atau
mahal untuk diperoleh (Tofail dkk., 2018).

Perubahan Budaya: Menerapkan konstruksi
berkelanjutan seringkali memerlukan perubahan budaya
dalam industri konstruksi, yang bisa memakan waktu dan
sulit untuk dicapai (Ogunbiyi, 2014).
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Meskipun tantangan ini, dengan pendidikan, pelatihan,
dan dukungan yang tepat, konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan dapat menjadi norma di industri konstruksi,
dengan manfaat yang sangat melebihi tantangannya.
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Gambar 9.4. Sustainable Energy for Built Environment
(Fokaides dkk., 2020).

9.6.Studi Kasus dan Analisis Ke Depan Konstruksi
Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan

9.6.1. Studi Kasus Penerapan Konstruksi Keberlanjutan dan

Ramah Lingkungan dalam Proyek Konstruksi

Proyek "Bullitt Center" di Seattle, Amerika Serikat, sering
disebut sebagai "gedung komersial paling hijau di dunia"
(O'Brien dkk., 2013). Gedung enam lantai ini dirancang untuk
memiliki umur panjang 250 tahun dan memiliki berbagai fitur
berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti:
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1. Energi: Gedung ini memanfaatkan panel surya di atap
untuk memenuhi kebutuhan energinya dan dirancang
untuk menjadi bangunan energi netral.

2. Air: Bullitt Center memiliki sistem pengumpulan air hujan
dan pengolahan air limbah di tempat, memungkinkan
bangunan ini untuk beroperasi sepenuhnya dari air hujan
dan mengurangi dampaknya pada sistem air kota.

3. Material: Selama konstruksi, tim proyek berusaha keras
untuk memilih material yang tidak mengandung bahan
kimia berbahaya yang biasanya ditemukan dalam bahan
bangunan.

4. Desain: Gedung ini dirancang untuk memaksimalkan
pencahayaan alami, mengurangi kebutuhan akan
pencahayaan buatan.

5. Transportasi: Dengan lokasinya di pusat kota, bangunan
ini mendorong penggunaan transportasi umum,
bersepeda, atau berjalan kaki, dan tidak menyediakan
parkir untuk mobil.

Ini adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip konstruksi
berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diterapkan dalam
proyek konstruksi. Namun, perlu diingat bahwa setiap proyek
unik dan strategi yang tepat akan tergantung pada berbagai
faktor termasuk lokasi, jenis bangunan, dan tujuan proyek.
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Gambar 9.5. The Bullitt Center (Homchick Crowe, 2020)

9.6.2. Analisis Kebijakan dan Regulasi terkait Konstruksi

Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan

Kebijakan dan regulasi memiliki peran penting dalam
mendorong konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan
(Igbal dkk., 2021). Berikut adalah beberapa contoh dan analisis

mengenai hal ini:

1. Standar Bangunan Hijau: Banyak negara telah
mengembangkan standar untuk bangunan hijau, seperti
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
di Amerika Serikat, dan Green Building Council Indonesia
(GBCI) di Indonesia dengan sistem rating GREENSHIP.
Standar ini memberikan kerangka kerja bagi industri
konstruksi untuk merancang, membangun, dan
mengoperasikan  bangunan  secara  berkelanjutan
(Mardhiyana dkk., 2023).

2. Insentif: Untuk mendorong konstruksi berkelanjutan,
beberapa pemerintah menawarkan insentif seperti
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pengurangan pajak, pinjaman dengan bunga rendah, atau
subsidi untuk proyek yang memenuhi standar tertentu.
Misalnya, di Indonesia, pemerintah telah memberikan
insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan
ramah lingkungan (Abdmouleh dkk., 2015)

3. Regulasi Energi: Beberapa negara memiliki regulasi yang
mengharuskan bangunan baru atau renovasi untuk
memenuhi standar efisiensi energi tertentu. Misalnya,
regulasi EU mengharuskan semua bangunan baru harus
"hampir nol energi" mulai tahun 2021 (D'Agostino dkk.,
2021).

4. Kebijakan Urban: Pada level k, kebijakan seperti
perencanaan perkotaan yang berorientasi pada transit,
undang-undang zona hijau, atau regulasi tentang ruang
terbuka publik, dapat mendorong pembangunan
berkelanjutan (Hasibuan & Mulyani, 2022).

5. Sertifikasi: Sertifikasi seperti standar internasional ISO
14000 yang berfokus pada manajemen lingkungan dapat
mendorong perusahaan konstruksi untuk mematuhi
praktik berkelanjutan (Massoud dkk., 2010).

Kebijakan dan regulasi ini memainkan peran penting
dalam membentuk sektor konstruksi yang lebih berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Namun, implementasi dan penegakan
yang efekt dari kebijakan dan regulasi ini juga sangat penting.

9.6.3. Proyeksi dan Strategi untuk Masa Depan Konstruksi

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Proyeksi untuk masa depan konstruksi berkelanjutan dan
ramah lingkungan sangat positif, dengan peningkatan
kesadaran tentang perubahan iklim dan kebutuhan untuk
pembangunan berkelanjutan (Omer, 2008). Berikut adalah
beberapa proyeksi dan strategi untuk masa depan:
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Efisiensi Energi: Diperkirakan akan ada peningkatan
fokus pada efisiensi energi, dengan lebih banyak
bangunan dirancang untuk mengurangi konsumsi energi
dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Misalnya, teknologi seperti pompa panas, panel surya,
dan jendela berenergi rendah akan menjadi semakin
umum.

. Bangunan Pintar: Bangunan pintar, yang menggunakan
teknologi untuk mengendalikan dan mengoptimalkan
sistem seperti pemanasan, ventilasi, dan pencahayaan,
akan menjadi semakin lazim. Teknologi ini dapat
membantu  mengurangi konsumsi energi dan
menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan
produktif bagi penghuni (Utami dkk., 2018).

. Konstruksi Sirkular: Prinsip-prinsip ekonomi sirkular,
yang berfokus pada pengurangan, daur ulang, dan
penggunaan kembali, akan menjadi semakin penting
dalam konstruksi (Guerra dkk. 2021). Misalnya, ada
peningkatan minat dalam penggunaan material daur
ulang dan desain bangunan yang memungkinkan untuk
peremajaan atau dekonstruksi dan daur ulang di akhir
umur bangunan.

. Bangunan Hijau dan Biophilia: Ada trend meningkat
dalam desain yang menggabungkan elemen alam, baik
melalui penggunaan tanaman dan air, atau melalui desain
yang menggabungkan pandangan dan akses ke alam.
Penelitian menunjukkan bahwa ini dapat memiliki
manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan dan
produktivitas penghuni (Xue dkk., 2019).

. Perubahan Regulasi: Diperkirakan akan ada peningkatan
regulasi yang mendorong atau mengharuskan konstruksi
berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti standar
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efisiensi energi yang lebih ketat atau persyaratan untuk
penggunaan material berkelanjutan.

6. Pendidikan dan Pelatihan: Untuk mencapai semua ini,
akan penting untuk meningkatkan pendidikan dan
pelatihan dalam konstruksi berkelanjutan dan ramah
lingkungan, baik di antara para profesional yang sudah
ada maupun sebagai bagian dari pendidikan dan
pelatihan untuk generasi baru pekerja konstruksi.

Secara keseluruhan, masa depan konstruksi berkelanjutan
dan ramah lingkungan tampak cerah, dengan banyak peluang
untuk inovasi dan peningkatan.
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Gambar 9.6. Bangunan Pintar (Kim dkk., 2022).
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9.7.Penutup

Industri konstruksi memiliki peran penting dalam
menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan
dalam setiap tahap proses konstruksi, mulai dari perencanaan
dan desain hingga operasi dan pemeliharaan, industri konstruksi
dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi
dampak lingkungan, sekaligus menciptakan bangunan dan
infrastruktur yang lebih sehat, aman, dan nyaman untuk semua
orang. Kita telah melihat banyak kemajuan dalam beberapa
tahun terakhir, tetapi masih ada banyak peluang untuk
peningkatan dan inovasi.

Menyongsong masa depan, tantangannya adalah untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah
lingkungan menjadi norma dalam industri konstruksi, bukan
hanya pilihan. Ini akan memerlukan upaya bersama dari semua
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pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan
masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, regulasi yang efektif
dan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai visi kita untuk
industri konstruksi yang benar-benar berkelanjutan dan ramah
lingkungan, yang berkontribusi pada dunia yang lebih baik
untuk kita semua.
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.10

Etika dan Profesionalisme dalam
Industri Konstruksi

10.1 Pengertian

Etika erat kaitannya dengan seseorang atau sekelompok
orang harus menilai apakah tindakan mereka salah atau benar,
baik atau buruk. Etika dan profesi memiliki konsep dasar
tersendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada
penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang
moral dan akhlak yang berhubungan dengan etika profesi. Hal
ini menyiratkan seperangkat aturan (kode), nilai, norma perilaku
dan tatanan hukum dalam pembentukan pengetahuan ilmiah
yang abstrak yang berasal dari ide dan pemikiran yang sangat
penting untuk inovasi baru dan hasil yang maksimal dalam
berbagai profesi dan bidang pekerjaan industri konstruksi. (M.
Ridlwan Hambali, dkk, 2021).

Prinsip-prinsip moral dan akhlak sebagai alat untuk
mengukur perilaku secara logis dan rasional yang dianggap
menyimpang dari asas atau nilai-nilai etika. Dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Pasal 2
huruf (c¢) Yang dimaksud dengan ‘asas etika’ yaitu prinsip
praktik keinsinyuran yang didasarkan pada norma, nilai moral,
dan kaidah keprofesian. Berikutnya dijelaskan pada Pasal 2
huruf (a) Yang dimaksud dengan ‘asas profesionalitas’ adalah
prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang didasari pada
perilaku yang menuju ideal, meningkatkan dan memelihara citra
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profesi, mengejar kualitas dan cita-cita profesi, serta
mengembangkan diri secara berkelanjutan. Hubungan antara
etika dan profesionalisme muncul karena keduanya
berhubungan dengan manusia. Menurut (Surajiyo, 2016), ada
tiga bidang utama dalam etika, (1) pertanyaan tentang apa yang
benar, baik atau apa yang seharusnya dilakukan; (2) konsep-
konsep tentang nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia; dan
(3) motivasi yang mendorong manusia untuk berbuat baik.

Profesi adalah kegiatan intelektual yang dipelajari,
termasuk pelatihan yang diorganisir secara formal atau informal
dan perolehan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan/organisasi
yang bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan, yang
menggunakan etika pelayanan profesional, yang berarti
kompetensi dalam menghasilkan ide, keterampilan teknis,
otoritas, dan moral, untuk melayani masyarakat (Lagiono, Nurul
Qomariah, 2017). Oleh karena itu, para profesional akan memiliki
prinsip-prinsip integritas dan menjunjung tinggi hak dan
kewajiban moral (akhlak) dalam menjalankan
profesionalismenya.

10.2 Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Dalam prinsip-prinsip etika profesi, etika merupakan
batasan-batasan yang mengatur hubungan antar manusia dalam
kelompok sosial (profesi) berdasarkan prinsip-prinsip moral, dan
studi literatur (Surajiyo, 2016), (Maiwan, 2018), dan (Rahayu,
2022) menunjukkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Tanggungjawab

Seseorang yang berprofesi harus memiliki rasa tanggung
jawab terhadap profesinya, dengan konsekuensi atau
akibat ke dua arah:
1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau
tugas (by the job). Dengan kata lain, keputusan yang

diambil dan hasil pekerjaan harus efisien, efektif dan
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dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar

profesi.

2. Tanggung jawab atas dampak dan konsekuensi dari
pelaksanaan pekerjaan (by the job) yang dilakukan oleh
profesional terhadap dirinya sendiri, rekan seprofesi,
organisasi/perusahaan dan anggota masyarakat
lainnya, serta bahwa keputusan yang diambil dan hasil
pekerjaannya dapat memberikan manfaat dan
kegunaan yang baik bagi dirinya sendiri dan
pemangku kepentingan lainnya. Sebagai aturan
umum, para profesional harus berbuat baik
(beneficence) dan tidak boleh berbuat jahat (non-

maleficence)
b. Kejujuran

Jujur, setia, dan terhormat terhadap profesi, mengakui
dan tidak menyombongkan diri atas kelemahan-
kelemahannya, serta berusaha wuntuk melakukan
perbaikan yang berkesinambungan melalui pendidikan,
pelatihan dan pengalaman.

c. Kebebasan

Para profesional memiliki kebebasan untuk menjalankan
profesinya tanpa rasa takut atau ragu-ragu, namun tetap
berkomitmen dan bertanggung jawab dalam aturan main
yang ditetapkan oleh Kode Etik sebagai standar perilaku
profesional.

d. Keadilan

Dalam menjalankan profesinya, para profesional harus
berkewajiban dan tidak boleh melanggar hak-hak orang
lain, lembaga atau organisasi, mengganggu hak milik
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mereka atau merusak kehormatan negara atau bangsa.
Mereka juga harus menghormati hak-hak orang lain dan
menjaga kehormatan, martabat, dan harta benda mereka
untuk mencapai rasa saling menghormati dan keadilan
yang objektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Tanpa Pamrih

Para profesional wajib membuktikan keahlian mereka
semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani,
secara spesifik kepentingan pengguna jasa didahulukan
diatas kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya.

Otonomi

Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki
kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya
sesuai dengan  keahlian, pengetahuan dan
kemampuannya, organisasi dan departemen yang
dipimpinnya itu melakukan kegiatan operasional atau
kerja yang terbebas dari campur tangan pihak lain.
Apapun yang dilakukannya itu adalah merupakan
konsekuensi dari dari tanggung jawab, kebebasan,
otonomi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki
bagi setiap profesional.

. Kesetiaan
Semua profesional tetap setia pada cita-cita luhur profesi

mereka, meskipun tindakan mereka bertentangan dengan
keinginan pengguna jasa.

10.3 Hubungan Etika Profesi dalam Industri Konstruksi

Industri konstruksi, bisa diartikan sebagai lingkungan

multi-organisasi yang terfragmentasi di mana para anggotanya

yang memiliki latar belakang teknis dan nilai moral yang berbeda

bekerja sama untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu
(Alkhatib, 2016). Dalam suatu negara, industri konstruksi
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memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan
ekonomi. Hal yang paling penting adalah fakta bahwa
pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari
perkembangan infrastruktur fisiknya (Nordin, Takim, &
Nawawi, 2018). Meskipun etika berbeda-beda di setiap profesi,
terdapat prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Prinsip-
prinsip tersebut adalah: bekerja dengan integritas, melayani dan
dipercaya oleh orang lain, menghormati orang lain, jujur,
bertanggung jawab, mengikuti aturan, dan tidak merugikan
orang lain. Secara umum, aturan-aturan di atas diikuti oleh
semua profesional di industri konstruksi (Mitkus, 2014).

Etika profesi di dalam industri konstruksi berkaitan dengan
perilaku yang baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi
dalam konteks bisnis (Challender, 2022). Konsep benar dan salah
saat ini semakin ditafsirkan untuk mencakup isu-isu yang lebih
sulit dan bernuansa keadilan dan kesetaraan. Salah satu masalah
utama dari pendekatan ini adalah kurangnya kriteria atau norma
yang jelas untuk digunakan, yang membuat pendekatan
tradisional rentan terhadap relativisme etis (Kenneth S. Pope,
Melba J. Vasquez., 2019). Akibatnya, menghadapi dilema etika
dapat membingungkan, tidak pasti, dan tidak nyaman.

Menurut (Laura Zaikauskaite, 2020) bahwa idealisme
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua variabel
yang diuji, tetapi tidak terhadap relativisme yang merupakan
prediktor yang kuat untuk identitas moral dan penilaian moral
terhadap isu-isu sosial. Menurut (Suseno dalam Meyer, 2016)
relativisme etis, dimana segala sesuatu dapat dibenarkan dengan
mengacu pada situasi khusus seseorang. Ukuran relativisme
adalah situasi atau keadaan yang dialami ketika membuat
keputusan etis. Sebuah keputusan berdasarkan apa yang baik
secara moral, jika keputusan tersebut memiliki hasil yang
diinginkan.
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Dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk, ada dua
jenis etika yang harus dipahami bersama (M. Ridlwan Hambeali,
dkk, 2021), (1) etika deskriptif, yaitu secara kritis dan rasional
mengkaji sikap dan perilaku manusia serta mengejar apa yang
dihargai manusia di dunia ini. Etika deskriptif memberikan
fakta-fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentang
tindakan dan sikap yang harus diambil; (2) etika normatif, yang
berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang
seharusnya dipegang teguh sebagai sesuatu yang berharga di
dunia ini. Etika normatif memberikan penilaian dan norma-
norma sebagai dasar atau kerangka kerja bagi perilaku yang akan
ditentukan.

10.4 Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Profesi

Masalah pelanggaran etika profesi yang terkait dengan
industri konstruksi masih terus berlangsung, terbukti dengan
banyaknya kasus masalah teknis dan permainan harga yang
terungkap dalam proyek konstruksi sebagaimana dikutip dalam
(Mitkus, 2014), praktik-praktik yang tidak etis dapat terjadi pada
setiap tahap perencanaan dan desain proyek konstruksi,
prakualifikasi, pelaksanaan proyek, operasi dan pemeliharaan
(Challender, 2022). Hal ini hanyalah salah satu contoh
pelanggaran etika profesi yang marak terjadi di industri
konstruksi.

Penelitian yang dilakukan di Australia (Shah & Alotaibi,
2018), banyak jenis dilema etika dan praktik-praktik tidak etis
yang terjadi di industri konstruksi, termasuk kelalaian, korupsi,
penyuapan, under bidding, penawaran di bawah harga, front
loading, penawaran kolusi, bid shopping dan penarikan tender.
Lebih lanjut, praktik-praktik tidak etis ini dikategorikan ke dalam
empat jenis universal yang dikenal sebagai praktik konflik
kepentingan: 1) praktik yang tidak adil, 2) kecurangan, 3)
persekongkolan tender, dan 4) penyuapan.
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Dalam berbagai kasus pelanggaran etika profesi, para
pelaku cenderung mengemukakan sejumlah alasan, misalnya
karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Kurangnya
pendekatan yang konsisten terhadap etika dalam praktek
konstruksi menimbulkan berbagai macam interpretasi (Alkhatib,
2016). Misalnya, (1) persaingan tidak sehat dalam proses tender,
yang menyebabkan terjadinya penyimpangan spesifikasi dan
kualitas pekerjaan yang buruk pada saat konstruksi; (2) mencuri
pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri; (3) melakukan
pelanggaran yang tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian
kerja; (4) membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif, seakan-akan
pengadaan barang dan jasa (5) melakukan rekayasa seolah-olah
sedang melakukan pengadaan barang dan jasa; (6) melakukan
pekerjaan di luar keahlian dan kompetensinya serta melakukan
kecurangan dan ketidakjujuran terhadap keahlian dan
kompetensinya; (7) tidak mempertimbangkan pilihan yang
terbaik dan tidak berpedoman pada prinsip pemilihan solusi
konstruksi yang paling efektif dan efisien. (8) Tidak
memperhatikan prinsip-prinsip.

Pelanggaran etika profesi umumnya dipengaruhi oleh
lingkungan di sekitar lokasi proyek, di mana para profesional
konstruksi yang memahami seluk beluk konstruksi berusaha
memanipulasi pekerjaan atau menggunakan dana yang tidak
terbuka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.
Selain itu, sikap dari pengguna jasa proyek juga telah
memberikan contoh dan kesempatan untuk melakukan korupsi,
manipulasi data dan manipulasi laporan, dan pelanggaran etika
profesi tidak hanya terjadi pada profesional konstruksi, tetapi
terjadi secara merata di berbagai pemangku kepentingan dan
profesi. Banyak kasus pelanggaran etika profesi yang tidak
ditindaklanjuti oleh asosiasi profesi, khususnya yang terkait
dengan industri konstruksi.
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10.5 Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah kode etik tertulis tentang standar
moral yang dikembangkan oleh suatu badan profesi yang
memiliki legitimasi untuk mengatur para anggotanya dalam
menjalankan profesinya sesuai dengan aturan-aturan yang
berlaku untuk melindungi mereka dari tindakan-tindakan yang
tidak etis (malpraktik).

Praktik perekayasaan yang etis membutuhkan penilaian,
interpretasi, dan pengambilan keputusan yang seimbang dalam
konteks situasi. Sebagai profesional, perlunya kesadaran bahwa
meskipun nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika tidak lekang oleh
waktu, standar perilaku yang dapat diterima tidak bersifat
permanen atau hanya sementara.

Standar dan persyaratan praktik perekayasaan dalam
industri konstruksi terus mengikuti perkembangan, artinya ada
pembaharuan dari waktu ke waktu. Setidaknya, hal-hal yang
berkaitan dengan jasa konstruksi, kompetensi, pengembangan
profesi atau keahlian berkelanjutan dan kode etik diatur oleh
Undang-Undang beserta turunannya.

10.5.1 Fungsi Kode Etik Profesi

Kode etik adalah sarana untuk memudahkan pengawasan
dan pengendalian terhadap asas ketidakadilan, keseimbangan,
kredibilitas dan integritas dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan. Contoh kasus ketika akan melakukan desain atau
perancangan suatu bangunan/gedung, maka harus berdasarkan
pedoman persyaratan bangunan dengan tetap
mempertimbangkan aspek keberlanjutannya, keamanan,
kenyamanan dan keselamatan untuk mengurangi risiko bahaya
dan kegagalan. Untuk konstruksi jalan raya, bandara, pelabuhan,
irigasi dan penyediaan infrastruktur air bersih yang
bersinggungan langsung dengan masyarakat sipil, harus aman
dan nyaman. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam
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perencanaan dan pelaksanaannya harus memiliki kode etik,

pengetahuan dan keterampilan profesional, rasa tanggung
jawab, semangat pengabdian, dan kapasitas untuk sistem
manajemen yang baik.

Berikut kegunaan atau fungsi kode etik profesi ini adalah

sebagai berikut:

1.

10.5.2

Memberikan pedoman kepada setiap anggota profesi
mengenai  prinsip-prinsip ~ profesionalisme  yang

digariskan

Sebagai sarana kontrol sosial masyarakat terhadap profesi

yang bersangkutan

Mencegah campur tangan terhadap hubungan etika
dalam keanggotaan profesi dari pihak-pihak di luar
organisasi profesi. Etika profesi sangat diperlukan dalam

berbagai bidang industri konstruksi

Tujuan Kode Etik Profesi

Adanya tujuan adanya penetapan, penerapan dan

penegakan Kode Etik (M. Ridlwan Hambali, dkk, 2021)
bertujuan untuk:

1.
2.

3
4.

o

Menjunjung tinggi martabat profesi;

Mengawal dan melindungi para anggota profesi;

. Menumbuhkan pengabdian para anggota profesi;

Meningkatkan mutu profesi;
Meningkatkan mutu organisasi profesi;
Mengoptimalkan layanan diatas keuntungan pribadi;

Menumbuhkan organisasi profesional yang tangguh dan

melekat;
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8. Menentukan standar baku suatu profesi.

Dengan mengetahui tujuan dari kode etik profesi (code of
conduct) profesi, maka diharapkan semua orang dalam profesi
tersebut mengembangkan sikap disiplin terhadap kode etik yang
telah ditetapkan. Kedisiplinan seseorang dalam menjalankan
kode etik dalam profesi yang dijalaninya menciptakan standar
baku bagi kinerja profesi tersebut. Selain meningkatkan kualitas
individu dalam profesi, kedisiplinan dalam menjalankan kode
etik profesi akan menjaga dan memelihara reputasi profesi dalam
kehidupan bermasyarakat.

Namun, dalam praktik sehari-hari, tujuan etika profesi ini
tidak dapat diterapkan dengan mulus. Hal ini disebabkan karena
solidaritas sudah tertanam kuat dalam diri para anggota profesi
dan para profesional cenderung merasa tidak nyaman untuk
melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran. Namun,
dalam perilaku seperti itu, norma-norma etika profesi tidak
tercapai karena solidaritas di antara rekan kerja lebih diutamakan
daripada norma-norma etika profesi. Hal ini dikarenakan tujuan
sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas
pertimbangan lainnya. Kode etik harus dijadikan pedoman dan
landasan tingkah laku bagi setiap professional yang terlibat
dalam industri konstruksi sebagai satu kesatuan antara pikiran,
perasaan, ucapan dan tindakan yang selaras dengan hati Nurani.

10.5.3 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kasus-kasus pelanggaran kode etik ditangani dan dinilai
oleh dewan kehormatan atau komite yang secara khusus
dibentuk untuk mencegah perilaku tidak etis. Dalam banyak
kasus, kode etik juga mencakup ketentuan-ketentuan
profesional, seperti kewajiban untuk melapor ketika seorang
kolega ketahuan melanggar kode etik Sanksi atas pelanggaran
Kode Etik meliputi: (1) sanksi moral; (2) sanksi pemecatan dari
organisasi (Sidharta, 2015).
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Tanggung jawab insinyur mencakup kewajiban untuk
mematuhi standar teknis, hukum, dan etika profesional, serta
mempertahankan status profesional mereka sebagai insinyur
dengan sertifikat registrasi insinyur (Badan Kejuruan Sipil
Persatuan Insinyur Indonesia, 2021). Insinyur dengan kode etik
profesional bekerja hanya sesuai dengan kompetensi mereka
sendiri, untuk melaksanakan praktik mereka secara jujur dan
bertanggung jawab, dan untuk memenuhi tanggung jawab
profesional mereka tanpa penundaan, risiko, atau biaya
tambahan kepada klien atau pengguna jasa.

Seorang insinyur yang telah memperoleh Sertifikat Tanda
Registrasi Insinyur (STRI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014, melakukan kegiatan
keinsinyuran yang menyebabkan kerugian materil, maka dapat
dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut
dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara
kegiatan keinsinyuran, pembekuan atau pencabutan Surat Tanda
Registrasi Insinyur (STRI).

Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Keinsinyuran
menyatakan bahwa seorang non-insinyur yang melakukan
pekerjaan keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur
sebagaimana didefinisikan dalam UU ini dapat dikenai hukuman
penjara selama dua tahun atau denda hingga Rp. 200 juta.

Seorang non-insinyur yang melakukan pekerjaan
keinsinyuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
dan menyebabkan kecelakaan, kecacatan, kehilangan nyawa,
kegagalan pekerjaan keinsinyuran dan/atau kerugian harta
benda dapat dikenai hukuman penjara 10 tahun dan/atau denda
hingga Rp. 1 miliar.

10.5.4 Penerapan Kode Etik Dalam Praktik Keinsinyuran

Keinsinyuran  adalah  kegiatan  rekayasa  yang
memanfaatkan keahlian dan keterampilan berdasarkan
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penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberi
nilai tambah dan kemanfaatan secara berkelanjutan, dengan
memperhatikan ~ keselamatan, = kesehatan, = kemaslahatan,
kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan hidup bagi
masyarakat. Undang-Undang No. 11 tentang Keinsinyuran Pasal
1 ayat (3) menerangkan Seorang Insinyur adalah praktisi yang
menunjukkan keahlian di bidang keinsinyuran, memiliki gelar
profesi dan sertifikat kompetensi keinsinyuran, serta diberi
kewenangan secara hukum untuk melakukan praktik
keinsinyuran. Pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan Wajib bagi setiap
pekerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi harus
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

Insinyur juga memiliki kode etik khusus yang harus
mereka ikuti. Ada begitu banyak tanggung jawab yang diemban
oleh para Insinyur. Undang-Undang Republik Indonesia No.11
Tahun 2014 tentang Keinsinyuran mengatur tentang kode etik
insinyur, yang memastikan bahwa insinyur harus jujur,
bertanggung jawab, dan adil dalam profesinya serta mengetahui
bahwa menjaga kesehatan keselamatan dan keberlanjutan. Kode
etik ini merupakan seperangkat prinsip dasar (Catur Karsa) yang
harus dimiliki oleh para insinyur profesional dan mencakup hal-
hal berikut ini:

a. Mengutamakan Keluhuran Budi Pekerti

Mengabdikan diri secara jujur, terbuka, tulus, dan sebaik-
baiknya dalam upaya menjaga kehormatan profesinya dalam
rangka  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  dan
meningkatkan kemandirian, kecerdasan, serta daya saing
bangsa Indonesia yang berlandaskan penguasaan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

146




b. Menggunakan Pengetahuan dan Keterampilan

Bekerja dengan kejujuran, integritas dan keadilan dalam
kerangka kerja yang meningkatkan kompetensi dan daya
saing sumber daya manusia lokal dan nasional yang mampu
secara berkesinambungan mengoptimalkan manfaat dan
nilai tambah sumber daya alam negeri ini demi kredibilitas
kemandirian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat,
bangsa dan umat manusia yang berkelanjutan.

c. Meningkatkan Kompetensi dan Martabat Berdasarkan

Keahlian Profesional

Memperbaharui kapasitas individu dan tim kerja untuk
memanfaatkan kreativitas, penemuan dan inovasi, serta terus
meningkatkan kompetensi profesional dan daya saing
mereka dengan menerapkan pelatihan profesional dan
kaderisasi sebagai modal dasar untuk meningkatkan
kapasitas keswadayaan masyarakat yang berdaya saing
internasional.

d. Bekerja dengan Sungguh-Sungguh untuk Kepentingan

Masyarakat Sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat,
negara dan kemanusiaan dengan menjamin keandalan setiap
operasi sesuai dengan kaidah profesionalisme dan
memperhatikan perlindungan ekologi yang berkelanjutan.

10.5.5 Tuntutan Sikap dan Perilaku Keinsinyuran
Terdapat tujuh pedoman tuntutan sikap dan perilaku
(Sapta Dharma) dalam profesi keinsinyuran yaitu:

1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat

2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya
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3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung-

jawabkan

4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam

tanggung jawab tugasnya

5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan

masing-masing

6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat

profesi
7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya

10.5.6 Bakuan Kompetensi Keinsinyuran

Etika profesi keinsinyuran dan Kode etik insinyur
merupakan “Unit kompetensi’, selanjutnya diurai menjadi
“Elemen kompetensi” dan “Uraian kegiatan”, yang dinilai
melalui “Bakuan kompetensi” FAIP (Formulir Aplikasi Insinyur
Profesional). Berikut elemen-elemen kompetensi etika insinyur
profesional yang terdiri sebagai berikut, (1) mengembangkan
dan mewujudkan tanggung jawab intelektual dan kepedulian
profesi keinsinyuran terhadap negara, bangsa, dan masyarakat
internasional; (2) menaati Kode Etik Keinsinyuran Indonesia dan
perilaku profesional secara umum; (3) memahami, menerapkan,
dan mengembangkan wawasan dan prinsip-prinsip kelestarian
lingkungan hidup; dan (4) bertanggung jawab secara profesional
terhadap tindakan dan hasil karyanya.

Untuk membiasakan diri dengan dan memahami etika
profesi, Badan atau organisasi profesi harus mengembangkan
Panduan Studi Etika (Ethics Study Guide), meliputi Uji
Kemahiran FEtika, dan melakukan penelitian terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan moral. Misalnya,
kasus-kasus yang sering terjadi terkait dengan etika integritas di
industri jasa konstruksi, misalnya kecurangan, konflik
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kepentingan, peminjaman sertifikat kompetensi, pemberian
dokumen dan analisis yang sangat subjektif dan mengaburkan
kebenaran ilmu pengetahuan, dan mengaburkan kebenaran ilmu
pengetahuan untuk kepentingan politik tertentu.

10.6 Penutup

Etika dan profesionalisme dalam industri konstruksi
merupakan landasan moral dari praktik konstruksi. Kode etik
adalah panduan untuk berperilaku dengan petunjuk atau
prosedur yang disepakati bersama tentang apa yang baik dan apa
yang buruk dari aturan prinsip-prinsip profesionalisme.

Peran etika dan profesionalisme dalam industri konstruksi
merujuk pada prinsip profesionalitas dan sebagai toolkit atau
alat kontrol sosial untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip
dari etika profesi. Namun demikian tenaga yang kompeten, baik
itu dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan
perolehan legalitas, serta pengesahan dari badan dan asosiasi
profesi, juga merupakan salah satu faktor yang menentukan
predikat profesionalisme.

Badan atau organisasi yang memberikan legalitas ijin
praktik berhak mencabut ijin, jika sebagai hasil investigasi,
ditemukan perilaku tidak etis dalam pelaksanaan praktik
profesional di industri konstruksi, dan untuk menjatuhkan
sanksi berupa pencabutan sertifikat surat tanda registrasi
insinyur (STRI) atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
yang bersangkutan. Selanjutnya, perlindungan hukum dijamin
selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sesuai
dengan kaidah kode etik profesi.

149




10 ) E-BOOK

TOHAR MEDIA




.11

Peranan Konstruksi Terhadap
UMKM

11.1.Pendahuluan

Pembangunan fisik suatu wilayah merupakan pondasi
utama bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, sektor konstruksi menjadi tulang punggung
yang memungkinkan penciptaan infrastruktur vital, seperti jalan
raya, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Kontribusi
sektor konstruksi bukan hanya terbatas pada transformasi fisik,
tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas
hidup.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha mikro, kecil, dan
menengah. Jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya
meningkat, dengan meningkatkan produksi output dapat
menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan. UMKM
memiliki peran krusial terhadap pembangunan ekonomi
Indonesia. UMKM ini aktif di sektor tradisional maupun modern.
UMKM memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian
sebuah Negara dan Indonesia termasuk didalamnya. UMKM
dianggap sebagai sektor bisnis yang tahan banting dikarenakan
kemampuan berkembangnya di berbagai lingkungan (Lubis dan
Salsabila, 2024).

Tujuan pembangunan nasional adalah membangun
masyarakat adil dan makmur dengan menyasar seluruh aspek
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kehidupan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat
dan pemerintah. Meskipun masyarakat adalah agen utama
pembangunan, pemerintah mempunyai tugas untuk memimpin,
mengarahkan, melindungi, dan mendorong terciptanya suasana
dan iklim yang mendukung pertumbuhan pembangunan yang
diinginkan. Cita-cita kesejahteraan diwujudkan melalui
pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi.
Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses
kesejahteraan, termasuk melalui UMKM (Hastuti, dkk, 2020).

Peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
sebagai bagian integral dunia usaha nasional tidak bisa
diabaikan. Meningkatnya partisipasi UMKM tidak hanya
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga
berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. UMKM
dianggap sebagai tulang punggung perekonomian karena
mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung perluasan
industri lain, dan mendorong inklusi sosial dan ekonomi (Rofiah,
2011).

Tujuan wutama pertumbuhan ekonomi adalah untuk
meningkatkan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat
umum dan menciptakan lapangan kerja. Untuk mencapai hal
tersebut, seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah harus
terlibat dalam wupaya pembangunan ekonomi, termasuk
penciptaan dan perluasan ekonomi lokal serta pengelolaan
secara optimal seluruh sumber daya yang ada (Pujiono, 2016).

Pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan Kabupaten / Kota
harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai
upaya dan inovasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa
langkah dan proses harus diselesaikan. Oleh karena itu,
diperlukan keseriusan dari seluruh pihak yang terlibat dan kerja
sama yang erat antar daerah. Penerapan populisme ekonomi
dalam mengejar pembangunan sosial dan kesejahteraan.
Gambaran nyata dari populisme ekonomi adalah untuk
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mendukung UMKM agar produksinya tidak hanya dijual di
pasar lokal tetapi juga menjangkau pasar yang lebih besar.
Selanjutnya dengan memanfaatkan IT, pelaku UMKM dapat
memasarkan produknya tanpa mengenal waktu dan tempat
(Putra, 2016).

Pentingnya sektor konstruksi tidak hanya tercermin dalam
perkembangan fisik suatu daerah, tetapi juga dalam
kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Keterlibatan
berbagai pihak, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), dalam ekosistem konstruksi menjadi elemen kunci
dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak
hanya merata, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara
ekonomi. Berikut beberapa peranan konstruksi terhadap UMKM

11.2.Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

UMKM seringkali menjadi penyedia barang dan jasa dalam
proyek konstruksi. Mereka dapat menyediakan berbagai
kebutuhan, seperti material konstruksi, peralatan, dan tenaga
kerja.

Pengadaan barang dan jasa konstruksi dari Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi bagian penting
dari kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam menggalakkan pengadaan barang dan
jasa konstruksi dari UMKM melibatkan :

1. Kebijakan Pemerintah

- Mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi

UMKM dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi.

- Memberikan insentif atau keuntungan bagi proyek-

proyek yang menggandeng UMKM.
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2. Pelatihan dan Sertifikasi :

- Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi UMKM
agar dapat memenuhi standar kualifikasi dan
sertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa

konstruksi.
- Membantu UMKM untuk memahami peraturan dan
persyaratan dalam industri konstruksi.

3. Prosedur Pengadaan yang Sederhana :

- Menyederhanakan prosedur pengadaan agar lebih
ramah bagi UMKM.

- Meminimalkan birokrasi yang berlebihan yang dapat
menjadi hambatan bagi partisipasi UMKM.
4. Peningkatan Kapasitas UMKM :
- Memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk

meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan

manajemen UMKM.
- Mendorong kolaborasi antara UMKM untuk
mengatasi proyek-proyek yang lebih besar.
5. Penggunaan Teknologi :
-  Memfasilitasi UMKM dalam  memanfaatkan

teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam

produksi dan pengelolaan proyek konstruksi.

6. Subkontrakting dan Aliansi :
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- Mendorong praktik subkontrakting yang melibatkan
UMKM sebagai mitra.

- Membangun aliansi antara UMKM dengan
perusahaan konstruksi besar.
7. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja :
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja UMKM

yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

konstruksi.
- Memberikan umpan Dbalik konstruktif —untuk
perbaikan dan pengembangan.

8. Pemberdayaan Wanita dalam Konstruksi :

- Mendorong partisipasi wanita dalam industri
konstruksi UMKM.

- Menyediakan pelatihan khusus dan dukungan untuk
UMKM yang dimiliki atau dijalankan oleh wanita.

9. Pemberdayaan Komunitas Lokal :

- Mendorong pengadaan barang dan jasa konstruksi
dari UMKM lokal untuk mendukung pembangunan
ekonomi di tingkat lokal.

- Memastikan keterlibatan dan manfaat langsung bagi

komunitas sekitar.

Pengadaan barang dan jasa konstruksi dari UMKM tidak
hanya memberikan manfaat ekonomi langsung pada pelaku
UMKM tetapi juga dapat mendukung pembangunan inklusif
dan berkelanjutan di tingkat lokal.

155




11.3.Inovasi Teknologi

Banyak UMKM yang terlibat dalam pengembangan
teknologi dan inovasi di sektor konstruksi. Mereka dapat
menciptakan solusi atau produk baru yang efisien dan
terjangkau.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki
potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian dan
pengembangan teknologi. Inovasi teknologi dari UMKM dapat
mencakup berbagai bidang, tergantung pada sektor usaha dan
kebutuhan pasar. Beberapa inovasi umum yang dapat diadopsi
oleh UMKM meliputi:

1. E-commerce dan Platform Online :

- Penyediaan Platform  e-commerce lokal untuk
memudahkan UMKM menjual produk mereka secara

online.

- Penggunaan aplikasi mobile untuk meningkatkan

aksesibilitas bagi konsumen.

- Pemanfaatan teknologi pembayaran digital untuk

transaksi yang lebih mudah dan aman.

2. Keamanan Digital :

- Implementasi solusi keamanan siber untuk

melindungi data pelanggan dan transaksi online.

- Pelatihan karyawan dan pemilik UMKM dalam
keamanan digital untuk mengurangi risiko serangan

siber.
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3. Analisis Data :

- Penggunaan analisis data untuk memahami perilaku

pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran.
- Implementasi sistem manajemen inventaris berbasis
data untuk meningkatkan efisiensi stok.
4. Edukasi dan Pelatihan Online :
- Pengembangan platform edukasi online untuk
memberikan pelatihan kepada pemilik UMKM dalam

manajemen bisnis, pemasaran digital, dan keahlian

lainnya.

- Kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau mentor
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
UMKM.

5. Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi :

- Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya
atau penggunaan teknologi hemat energi, untuk

mengurangi biaya operasional.

- Penerapan sistem manajemen energi untuk

mengidentifikasi area potensial untuk efisiensi energi.

6. Keberlanjutan :

- Penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan

pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
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- Promosi produk atau layanan UMKM yang berfokus
pada keberlanjutan untuk menarik pelanggan yang

peduli lingkungan.

7. Teknologi Pembayaran Digital :

- Menerapkan metode pembayaran digital seperti
dompet digital, QR code, atau teknologi pembayaran
nirkontak  untuk  meningkatkan = kemudahan

transaksi.

Inovasi-inovasi ini dapat membantu UMKM untuk lebih
kompetitif, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi
tantangan pasar yang terus berubah. Penting bagi UMKM untuk
terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat
memanfaatkannya sebaik mungkin dalam mengembangkan
bisnis mereka.

11.4.Pemberdayaan Lokal

UMKM sering berasal dari tingkat lokal, sehingga partisipasi
mereka dapat memberdayakan ekonomi lokal dalam sektor
konstruksi.

Pemberdayaan lokal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) merupakan suatu strategi untuk meningkatkan peran
dan kontribusi UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.
Pemberdayaan lokal UMKM melibatkan sejumlah pendekatan
dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas,
aksesibilitas, dan keberlanjutan UMKM di tingkat lokal. Berikut
beberapa aspek pemberdayaan lokal dari UMKM :

1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan :

- Memberikan  pelatthan dan  pengembangan

keterampilan kepada pelaku UMKM untuk
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meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam

mengelola usaha mereka.

Fokus pada pelatihan dalam bidang manajemen,

pemasaran, keuangan, dan teknologi informasi.

2. Akses Keuangan :

Meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan,
seperti pinjaman mikro, kredit, dan asuransi, untuk
membantu mereka dalam mengembangkan usaha

mereka.

Mendorong kemitraan antara UMKM dan lembaga

keuangan lokal.

3. Infrastruktur dan Teknologi :

Meningkatkan akses UMKM terhadap infrastruktur
dasar seperti listrik, air bersih, dan fasilitas

transportasi.

Mendorong adopsi teknologi informasi untuk
meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran
UMKM.

4. Pasar dan Pemasaran :

Mendukung UMKM dalam mengembangkan strategi
pemasaran dan distribusi untuk meningkatkan akses

ke pasar lokal dan global.

Memfasilitasi partisipasi UMKM dalam pameran,

pasar lokal, dan platform e-commerce.
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5. Kolaborasi dan Kemitraan :

Mendorong kolaborasi antara UMKM, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk
menciptakan  ekosistem  yang  mendukung
pertumbuhan UMKM.

Fasilitasi jaringan dan kemitraan antara UMKM

untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

6.  Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Lokal :

Memastikan bahwa program pemberdayaan lokal
mencakup aspek gender dan melibatkan perempuan

dalam pengembangan UMKM.

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses
pengambilan  keputusan  untuk  memastikan

keberlanjutan program pemberdayaan.

7. Sertifikasi dan Standardisasi :

Mendorong UMKM untuk memenuhi standar

kualitas dan keamanan produk.

Memberikan sertifikasi yang dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

8. Pengembangan Produk Inovatif :

Mendorong UMKM untuk mengembangkan produk
inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan

bersaing secara global.
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- Memberikan dukungan dalam penelitian dan

pengembangan produk baru.

Pemberdayaan lokal dari UMKM tidak hanya memberikan
manfaat ekonomi langsung, tetapi juga dapat menciptakan
lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan
dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi lokal
yang kuat.

11.5.Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

UMKM  konstruksi memiliki peran kunci dalam
pembangunan infrastruktur pedesaan. Mereka dapat terlibat
dalam proyek-proyek kecil yang mendukung pengembangan
ekonomi dan kesejahteraan di daerah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memberikan
dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat di wilayah tersebut. Berikut beberapa langkah yang
dapat diambil untuk membangun infrastruktur pedesaan yang
mendukung UMKM :

1. Akses Transportasi :

- Memastikan aksesibilitas yang baik melalui

pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan.

- Menyediakan transportasi umum atau fasilitas
pendukung bagi pengusaha UMKM untuk

memudahkan distribusi produk mereka.

2. Energi Listrik dan Infrastruktur Komunikasi :

- Memastikan ketersediaan listrik yang stabil untuk

mendukung kegiatan produksi UMKM.
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Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pemasaran,

manajemen bisnis, dan inovasi.

3. Pusat Pelatihan dan Edukasi :

Mendirikan pusat pelatihan untuk memberikan
keterampilan dan pengetahuan baru kepada
pengusaha UMKM.

Memfasilitasi akses ke pendidikan dan pelatihan
teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan
daya saing UMKM.

4. Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan :

Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pekerja UMKM.

Memberikan program kesejahteraan sosial dan

asuransi bagi pekerja UMKM.

5. Pasar Pedesaan dan Sentra Pemasaran :

Membangun pasar pedesaan atau sentra pemasaran
sebagai tempat untuk mempromosikan dan menjual
produk-produk UMKM.

Memberikan dukungan logistik untuk memudahkan

distribusi produk UMKM ke pasar yang lebih luas.
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6. Akses Keuangan :

- Membangun lembaga keuangan atau bekerja sama
dengan bank untuk menyediakan akses keuangan
kepada UMKM.

- Memfasilitasi program pinjaman dan investasi yang
bersifat inklusif bagi UMKM.

7. Pengembangan Kawasan Agrowisata :

- Mendorong pengembangan agrowisata untuk
menggabungkan sektor pariwisata dengan sektor
pertanian dan UMKM.

- Menyediakan fasilitas dan dukungan promosi untuk

meningkatkan daya tarik agrowisata di pedesaan.

8. Pengelolaan Lingkungan :

- Memastikan pembangunan infrastruktur pedesaan
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

- Mendorong praktik-praktik UMKM yang ramah

lingkungan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut,
diharapkan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat
memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan
perkembangan UMKM, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan, dan mendukung pembangunan ekonomi
lokal.
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11.6.Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM cenderung menciptakan lapangan kerja lokal, yang
dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran
penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung
pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa cara dimana UMKM
dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja :

1. Peningkatan Produktivitas :

UMKM dapat meningkatkan produktivitas dengan
mengadopsi teknologi dan proses produksi yang

lebih efisien.

Pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat
meningkatkan keterampilan dan produktivitas

tenaga kerja.

2. Diversifikasi Produk dan Layanan :

Dengan diversifikasi produk dan layanan, UMKM
dapat memperluas pasar mereka, yang kemudian

memerlukan lebih banyak tenaga kerja.

Peningkatan variasi produk juga dapat memberikan
peluang untuk menciptakan pekerjaan dalam desain,

pemasaran, dan distribusi.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal :

UMKM yang terlibat dalam program pemberdayaan
masyarakat lokal dapat membantu menciptakan

lapangan kerja di tingkat lokal.
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Pelibatan masyarakat dalam rantai pasokan UMKM

juga dapat memberikan manfaat ekonomi.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan :

UMKM dapat bekerja sama dengan lembaga
pendidikan untuk memberikan pelatihan dan
magang kepada mahasiswa, menciptakan peluang

bagi lulusan baru.

5. Akses ke Pembiayaan :

Memastikan UMKM memiliki akses yang memadai
ke pembiayaan dapat membantu mereka tumbuh dan

menciptakan lapangan kerja baru.

Program pembiayaan yang terjangkau dan mudah
diakses dapat membantu UMKM mengatasi

hambatan finansial.

6. Pengembangan Keterampilan dan Keahlian :

UMKM dapat berkolaborasi dengan lembaga
pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Memberikan  pelatihan  keterampilan  kepada
karyawan juga dapat meningkatkan daya saing dan

produktivitas.

7. Penerapan Praktik Bisnis Berkelanjutan :

UMKM yang menerapkan  praktik  bisnis

berkelanjutan dapat menarik lebih banyak konsumen
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dan investor, yang kemudian dapat mendukung

pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

8. Pemanfaatan Platform Digital :

- Menggunakan Platform digital untuk pemasaran dan
penjualan dapat membantu UMKM mencapai pasar
yang lebih luas, yang mungkin memerlukan lebih

banyak tenaga kerja.

Melalui langkah-langkah ini, UMKM dapat berperan sebagai
pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, membantu
mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

11.7.Mendukung Ekonomi Kreatif

Sebagian UMKM di sektor konstruksi mungkin terlibat
dalam industri kreatif, seperti desain interior atau arsitektur. Ini
dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing.

Mendukung ekonomi kreatif dari Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) merupakan langkah penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan
lapangan kerja. Berikut adalah beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk mendukung UMKM dalam sektor ekonomi
kreatif:

1. Pendidikan dan Pelatihan :

-  Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada
pelaku UMKM tentang manajemen  bisnis,

pemasaran, dan keuangan.

- Menyelenggarakan lokakarya atau seminar untuk
mengembangkan keterampilan kreatif dan teknis

yang diperlukan dalam industri kreatif.
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2. Akses ke Sumber Daya Keuangan :

Memfasilitasi akses UMKM ke sumber daya
keuangan seperti kredit mikro, pinjaman berbunga
rendah, atau dana hibah.

Mendukung inisiatif crowdfunding dan Platform
finansial daring untuk membantu pendanaan proyek
kreatif.

3. Pasar dan Pemasaran :

Membantu UMKM dalam mengembangkan strategi
pemasaran yang efektif, termasuk pemanfaatan

Platform online dan media sosial.

Menyediakan akses ke pasar lokal dan internasional
melalui pameran, festival seni, atau Platform

perdagangan elektronik.

4. Infrastruktur Teknologi :

Menyediakan akses ke infrastruktur teknologi yang
diperlukan untuk mendukung bisnis kreatif,
termasuk konektivitas internet dan perangkat lunak
kreatif.

5. Kolaborasi dan Jaringan :

Mendorong kolaborasi antara UMKM, baik dengan
pelaku bisnis lokal maupun internasional, untuk

meningkatkan peluang pasar dan pertukaran ide.

167




Menyelenggarakan pertemuan atau forum yang
memungkinkan pertukaran pengalaman dan kerja

sama antara pelaku UMKM.

6. Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual :

Memberikan perlindungan hukum terhadap hak
kekayaan intelektual bagi produk dan karya seni
UMKM.

Memberikan pemahaman dan dukungan terkait

dengan hak cipta, merek dagang, dan paten.

7. Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan :

Mendorong  prinsip-prinsip  keberlanjutan dan

tanggung jawab sosial dalam bisnis kreatif.

Mendukung inisiatif = yang  berfokus pada
pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian

lingkungan.

8. Dukungan dari Pemerintah :

Mendorong kebijakan yang mendukung
pertumbuhan UMKM di sektor ekonomi kreatif,
seperti pengurangan birokrasi dan perpajakan yang
ramah UMKM.

Menyediakan insentif pajak atau dukungan keuangan

lainnya bagi UMKM di sektor ekonomi kreatif.
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Melalui kombinasi strategi-strategi ini, pihak-pihak terkait
dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di sektor ekonomi
kreatif.

11.8.Pelibatan Masyarakat

UMKM sering lebih dekat dengan masyarakat setempat dan
dapat lebih mudah berinteraksi dengan kebutuhan dan harapan
mereka dalam proyek konstruksi.

Pelibatan masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) merupakan suatu langkah penting untuk
mendukung perkembangan ekonomi lokal, memperkuat
komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan. Berikut adalah
beberapa strategi untuk melibatkan masyarakat dalam UMKM :

1. Pemberdayaan Komunitas :

- Melibatkan = komunitas lokal dalam  proses
pengambilan keputusan terkait program dan kegiatan
UMKM.

- Membentuk kelompok-kelompok kerja atau koperasi
di tingkat komunitas untuk memfasilitasi kerjasama

dan pertukaran pengetahuan antar pelaku UMKM.

2. Pelatihan dan Pengembangan :

- Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk
anggota masyarakat terkait manajemen bisnis,
pemasaran, keuangan, dan keterampilan lain yang

diperlukan.

- Membangun pusat pelatihan atau lokakarya reguler
untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan

peningkatan keterampilan.
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3. Akses ke Sumber Daya :

Memastikan akses mudah bagi UMKM untuk
mendapatkan sumber daya seperti modal usaha,

bahan baku, dan teknologi.

Membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan,
pemerintah, dan organisasi lain untuk memfasilitasi
akses terhadap pinjaman dan dukungan keuangan

lainnya.

4. Pemasaran Bersama :

Menggalang kolaborasi antara UMKM untuk

pemasaran bersama produk-produk lokal.

Menggunakan Platform digital dan media sosial untuk

mempromosikan produk dan layanan UMKM secara
efektif.

5. Program Inklusi Keuangan :

Mendorong penggunaan layanan keuangan formal
seperti perbankan dan asuransi untuk membantu
UMKM mengelola risiko dan meningkatkan stabilitas

finansial.

6. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga
Pendidikan :

Melibatkan  perguruan tinggi dan lembaga
pendidikan dalam menyediakan sumber daya dan

penelitian untuk mendukung inovasi di UMKM.
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- Membangun program magang atau kerja sama
dengan lembaga pendidikan untuk memberikan

pengalaman praktis kepada pelaku UMKM.

7. Keterlibatan Pemerintah Daerah :

- Mendorong dukungan pemerintah daerah untuk
menciptakan kebijakan yang mendukung
perkembangan UMKM, seperti insentif pajak atau
perizinan yang lebih mudah.

- Mengadakan forum dialog antara UMKM dan
pemerintah daerah untuk memahami kebutuhan dan

tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam ekosistem UMKM
dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan
ekonomi lokal dan menciptakan iklim bisnis yang lebih
berkelanjutan.

11.9.Fleksibilitas dan Responsivitas

UMKM biasanya lebih fleksibel dan responsif terhadap
perubahan daripada perusahaan besar. Hal ini dapat menjadi
keuntungan dalam proyek konstruksi yang memerlukan
adaptasi cepat terhadap kondisi tertentu.

Fleksibilitas dan responsivitas sangat penting untuk
meningkatkan kinerja dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa aspek yang perlu
diperhatikan terkait fleksibilitas dan responsivitas UMKM :

1. Model Bisnis yang Adaptif :

- UMKM perlu memiliki model bisnis yang dapat
beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan

bisnis. Ini mencakup kemampuan untuk
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menyesuaikan produk atau layanan, harga, dan

strategi pemasaran.

2. Teknologi dan Inovasi :

UMKM yang responsif terhadap perkembangan
teknologi dapat lebih efisien dan kompetitif.
Menerapkan solusi teknologi informasi, e-commerce,
dan alat-alat inovatif dapat membantu UMKM
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

3. Kerjasama dan Jaringan :

Membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak
lain, seperti supplier, mitra bisnis, dan lembaga
keuangan, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam
mengakses sumber daya dan mendukung

pertumbuhan bisnis.

4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan :

Karyawan yang terampil dan berpengetahuan dapat
memberikan keunggulan kompetitif. UMKM yang
responsif memberikan perhatian pada pelatihan dan
pengembangan karyawan untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan mereka.

5. Manajemen Keuangan yang Cermat :

UMKM perlu memiliki kebijakan keuangan yang
bijaksana dan dapat beradaptasi dengan fluktuasi
ekonomi. Memahami dan mengelola arus kas dengan
baik dapat membantu UMKM menghadapi tantangan

finansial.
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6. Pemasaran Online :

- Memanfaatkan Platform online untuk pemasaran
dapat membuka peluang baru dan meningkatkan
daya saing UMKM. Responsivitas terhadap tren
pemasaran online dapat memperluas jangkauan

pasar.

7. Respon Cepat terhadap Umpan Balik Pelanggan :

- UMKM vyang responsif terhadap umpan balik
pelanggan dapat membangun kepercayaan dan
meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ini juga

membantu dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.

8. Ketersediaan Modal :

- Memiliki akses yang mudah ke sumber daya
keuangan dapat membantu UMKM merespon
peluang bisnis yang muncul secara cepat. Ini
termasuk kemampuan untuk memperoleh pinjaman

atau investasi jika diperlukan.
9. Kesiapan terhadap Perubahan Regulasi :
- Mengikuti dan memahami peraturan bisnis yang

berubah dapat membantu UMKM  bersiap

menghadapi perubahan lingkungan regulasi.
10.Fleksibilitas Tenaga Kerja :
- Menerapkan model tenaga kerja yang fleksibel,
seperti outsourcing atau kontrak, dapat membantu

UMKM beradaptasi dengan fluktuasi permintaan

pasar.
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Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, UMKM dapat
meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas mereka, sehingga
dapat lebih baik bersaing di pasar yang terus berubah.

11.10. Pengurangan Ketidaksetaraan Ekonomi

Dengan memberdayakan UMKM konstruksi, dapat
membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan
membagi manfaat pembangunan lebih merata di masyarakat.

Pengurangan ketidaksetaraan ekonomi dari Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan serangkaian tindakan
strategis yang dapat mendukung pertumbuhan dan
keberlanjutan sektor ini. Berikut adalah beberapa langkah yang
dapat diambil untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di
kalangan UMKM :

1. Peningkatan Akses ke Pembiayaan :

- Meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan
melalui program kredit yang terjangkau dan

dukungan keuangan lainnya.

- Memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan lembaga
keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan

alternatif.
2. Pendidikan dan Pelatihan :
-  Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada
pelaku UMKM agar memiliki keterampilan yang

lebih baik dalam mengelola bisnis mereka.

- Fokus pada pengembangan keterampilan
manajemen, pemasaran, dan teknologi agar UMKM

dapat bersaing secara efektif.
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3. Teknologi dan Inovasi :

- Mendorong penerapan teknologi dan inovasi dalam
proses bisnis UMKM untuk meningkatkan efisiensi

operasional.

- Menyediakan pelatihan dan dukungan teknologi agar
UMKM dapat memanfaatkan alat digital dan internet

untuk ekspansi bisnis.

4. Akses ke Pasar :

- Membantu UMKM untuk masuk ke pasar lokal dan
global melalui program promosi dan dukungan

ekspor.

- Mendorong kemitraan antara UMKM dan
perusahaan besar untuk meningkatkan akses ke

rantai pasokan yang lebih luas.

5. Kebijakan Pro-UMKM :

- Mengembangkan kebijakan yang mendukung
UMK, termasuk pajak yang lebih ringan, insentif

fiskal, dan perlindungan hukum.

- Mendorong kerjasama antara sektor publik dan
swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang

kondusif.

6. Jaringan dan Kolaborasi :

- Membangun jaringan dan kolaborasi antara UMKM

untuk saling mendukung dan bertukar pengalaman.
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Menyediakan Platform komunikasi dan pertemuan
bisnis untuk memfasilitasi pertukaran ide dan

peluang bisnis.

7. Inklusi Keuangan :

Memperluas inklusi keuangan dengan
memperkenalkan layanan keuangan yang dapat
diakses oleh UMKM, seperti layanan perbankan

digital dan mikro asuransi.

Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan

inklusif dan teknologi finansial.

8. Diversifikasi Produk dan Layanan :

Mendorong UMKM untuk diversifikasi produk dan
layanan mereka untuk mencapai pangsa pasar yang
lebih luas.

Memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas

dan inovasi produk.

Pengurangan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan UMKM

memerlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.
Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan UMKM dan mengurangi
kesenjangan ekonomi.

11.11. Penutup

Peranan konstruksi terhadap UMKM sangat penting dan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan
ekonomi suatu negara. Berikut ini adalah beberapa poin
utamanya yaitu :
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Dapat mengembangkan inovasi teknologi konstruksi; dapat
membantu mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal,
menciptakan peluang bagi mereka untuk tumbuh dan
berkembang secara profesional, dan dapat meningkatkan
perekonomian lokal; berperan penting dalam menciptakan
lapangan kerja, membantu mengurangi tingkat pengangguran,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dengan adanya
UMKM memiliki peran kunci dalam pembangunan infrastruktur
pedesaan. Dapat terlibat dalam proyek-proyek kecil yang
mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan di
daerah pedesaan, mempromosikan pembelian bahan lokal,
perekrutan pekerja lokal, dan kontribusi pajak kepada
pemerintah setempat.
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.12

Pengembangan Infrastruktur
Transportasi sebagai Pendorong
Industri Konstruksi

12.1 Pendahuluan

(Surya & Wirabrata, 2010)Pengembangan infrastruktur
transportasi selalu menjadi salah satu pendorong utama
pertumbuhan industri konstruksi di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan masyarakat, kebutuhan akan infrastruktur
transportasi yang modern dan efisien semakin meningkat. Hal ini
mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi
dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi
yang handal, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan
bandara.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan
urbanisasi yang tinggi memperkuat urgensi pembangunan
infrastruktur transportasi yang memadai. (Iek,
2013)Pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya
berdampak langsung pada sektor tersebut, tetapi juga pada
sektor-sektor terkait, seperti industri material bangunan,
peralatan konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. Dalam
konteks ini, industri konstruksi memiliki peran strategis dalam
mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur transportasi
yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.
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Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi juga
memiliki dampak positif dalam memperkuat konektivitas antar
wilayah dan memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini dapat
meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah dan
mendukung distribusi hasil-hasil produksi secara efisien.
Dengan demikian, pengembangan infrastruktur transportasi
tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial
bagi masyarakat yang lebih luas.

Namun, tantangan dalam pengembangan infrastruktur
transportasi juga tidak dapat diabaikan. (Fidelia, 2010)Beberapa
kendala seperti birokrasi yang kompleks, pembebanan anggaran
yang besar, serta masalah sosial dan lingkungan dapat menjadi
hambatan dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur
transportasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi
tantangan  tersebut dan mewujudkan  pembangunan
infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan berdampak
positif bagi industri konstruksi serta perekonomian secara
keseluruhan.

12.2 Pengaruh Pengembangan Infrastruktur Transportasi
terhadap Pertumbuhan Industri Konstruksi

Pengembangan infrastruktur transportasi —memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri
konstruksi. Pertama, (Wirabrata et al, n.d.)pembangunan
infrastruktur transportasi membutuhkan konstruksi berbagai
fasilitas seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, dan
pelabuhan. Dalam proses pembangunan ini, industri konstruksi
berperan sebagai pelaksana utama, yang membawa dampak
positif terhadap pertumbuhan sektor ini. Kedua, proyek-proyek
infrastruktur transportasi cenderung bersifat besar dan
kompleks, sehingga memerlukan berbagai macam jasa
konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, yang
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semakin  meningkatkan  permintaan terhadap industri
konstruksi.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi juga
berdampak pada peningkatan investasi dalam industri
konstruksi. Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur yang
besar, investor cenderung melihat potensi pasar yang
menguntungkan dalam industri konstruksi. Hal ini dapat
mendorong peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar
negeri, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan positif
terhadap pertumbuhan industri konstruksi.

Pengembangan  infrastruktur  transportasi  juga
berkontribusi pada peningkatan produktivitas industri
konstruksi. Proyek-proyek infrastruktur transportasi yang
efisien dan berkualitas dapat meningkatkan efisiensi produksi
dan penggunaan sumber daya dalam industri konstruksi. Selain
itu, pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai juga
dapat membuka aksesibilitas pasar baru bagi produk-produk
konstruksi, yang berpotensi meningkatkan volume penjualan
dan pendapatan industri konstruksi.

Selain dampak positif secara ekonomi, pengembangan
infrastruktur transportasi juga memberikan dampak sosial yang
signifikan. Infrastruktur transportasi yang baik dapat
meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar
mobilitas masyarakat, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap
berbagai layanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas
hidup masyarakat dan mendukung pembangunan sosial
ekonomi di berbagai daerah, yang pada akhirnya juga akan
berdampak positif bagi pertumbuhan industri konstruksi.

12.3 Peran Industri Konstruksi dalam Proyek Infrastruktur
Transportasi

Industri konstruksi memainkan peran yang sangat
penting dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi.
Pertama, industri konstruksi bertanggung jawab untuk
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merancang, membangun, dan memelihara berbagai fasilitas
transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, dan
pelabuhan. Tanpa kontribusi industri konstruksi, pembangunan
infrastruktur transportasi tidak akan dapat terwujud dengan

baik.

Kedua, (Asnudin, n.d.)industri konstruksi menciptakan
lapangan kerja yang signifikan dalam proyek-proyek
infrastruktur transportasi. Proyek-proyek ini membutuhkan
tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang seperti teknik
sipil, arsitektur, dan manajemen proyek. Dengan menciptakan
lapangan kerja ini, industri konstruksi turut berperan dalam
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Selain menciptakan lapangan kerja, industri konstruksi
juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas
tenaga kerja. Proyek-proyek infrastruktur transportasi
memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memperoleh
pengalaman dan pengetahuan baru dalam bidang konstruksi,
yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan
produktivitas tenaga kerja di sektor ini (Khoirunurrofik, 2023).

Industri  konstruksi  juga  berkontribusi  dalam
pengembangan teknologi dan inovasi dalam proyek-proyek
infrastruktur transportasi. Dalam upaya untuk meningkatkan
efisiensi dan kualitas pembangunan, industri konstruksi terus
mengembangkan teknologi dan metodologi konstruksi yang
baru dan lebih efektif. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat
dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi, tetapi juga
dapat diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi lainnya.

Terakhir, peran industri konstruksi dalam proyek
infrastruktur transportasi juga berdampak pada pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan. Dengan menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan
mengembangkan teknologi, industri konstruksi dapat menjadi
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salah satu motor penggerak ekonomi yang penting dalam
pembangunan suatu negara.

12.4 Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan
Infrastruktur Transportasi

12.4.1 Tantangan dalam Pengembangan Infrastruktur

Transportasi

Pengembangan infrastruktur transportasi dihadapkan
pada berbagai tantangan yang kompleks namun juga
membawa peluang besar. Salah satu tantangan utama adalah
pembiayaan. = Pembangunan infrastruktur transportasi
memerlukan investasi yang besar, namun sumber pembiayaan
seringkali terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan
kerja sama antara sektor publik dan swasta serta
pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif.

Selain pembiayaan, tantangan lainnya adalah terkait
dengan regulasi dan birokrasi. (Andriyani, 2018)Proses
perizinan dan persetujuan proyek infrastruktur transportasi
seringkali memakan waktu yang lama dan kompleks, yang
dapat menghambat progres pembangunan. Untuk mengatasi
hal ini, diperlukan reformasi regulasi dan perbaikan sistem
birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan
pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur transportasi juga dihadapkan pada
tantangan terkait dengan teknologi dan inovasi. Perkembangan
teknologi transportasi seperti kendaraan otonom dan jaringan
transportasi pintar menuntut infrastruktur yang dapat
mendukung  penggunaan teknologi tersebut. = Untuk
menghadapi tantangan ini, diperlukan investasi dalam
pengembangan infrastruktur digital dan adaptasi terhadap
perkembangan teknologi transportasi.

183




Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan,
pengembangan infrastruktur transportasi juga membawa
peluang besar. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan
perkembangan urbanisasi meningkatkan permintaan akan
infrastruktur transportasi yang lebih baik. Hal ini memberikan
peluang bagi industri konstruksi untuk mengembangkan
kemampuan dan kapasitasnya dalam memenuhi permintaan
infrastruktur transportasi yang meningkat.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi juga
dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan
masyarakat. Infrastruktur transportasi yang lebih baik dapat
mengurangi kemacetan, polusi udara, dan dampak negatif
lainnya, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas
antar wilayah. Dengan memanfaatkan peluang ini,
pengembangan infrastruktur transportasi dapat menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

(Hardi Rahman - et al, 2024)Pengembangan
infrastruktur transportasi di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan Dana:

Membangun dan memelihara infrastruktur transportasi
membutuhkan biaya yang besar. Pemerintah memiliki
keterbatasan dana untuk memenuhi semua kebutuhan
infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Ketidakmerataan Akses:

Akses terhadap infrastruktur transportasi masih belum
merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah terpencil
dan pedesaan masih tertinggal dalam hal infrastruktur
transportasi dibandingkan dengan daerah perkotaan.
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3. Kemacetan:

Kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang kronis di
kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti volume kendaraan yang tinggi,
infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya
disiplin pengguna jalan.
4. Dampak Lingkungan:

Pembangunan  infrastruktur  transportasi = dapat
berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti

pencemaran udara, polusi suara, dan kerusakan habitat
alami.

5. Kurangnya Koordinasi:

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
dapat menghambat pengembangan infrastruktur
transportasi yang efektif dan efisien.

12.4.2 Peluang dalam  Pengembangan  Infrastruktur

Transportasi

Meskipun terdapat berbagai tantangan, ada juga
beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan infrastruktur transportasi di Indonesia, antara
lain:

1. Peningkatan Ekonomi:

Pengembangan  infrastruktur  transportasi  dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan
meningkatkan ~ konektivitas antar daerah  dan
memperlancar pergerakan barang dan jasa.

2. Penciptaan Lapangan Kerja:
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Pembangunan  infrastruktur  transportasi  dapat
menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam tahap
pembangunan maupun dalam tahap operasi.

3. Peningkatan Kualitas Hidup:

Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses
yang lebih mudah ke layanan publik, seperti pendidikan,
kesehatan, dan pasar.

4. Pemanfaatan Teknologi:

Teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) dan Big
Data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan infrastruktur transportasi.

5. Kerjasama Swasta-Pemerintah:

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat
membantu dalam pendanaan dan pembangunan
infrastruktur transportasi.

12.4.3 Solusi Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan

Peluang

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang
dalam pengembangan infrastruktur transportasi, diperlukan
beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan Pendanaan:

Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan yang inovatif
untuk pembangunan infrastruktur transportasi, seperti
melalui kerjasama dengan sektor swasta dan penerapan
skema public-private partnership (PPP).
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2. Memprioritaskan Pembangunan:

Pemerintah  perlu  memprioritaskan  pembangunan
infrastruktur transportasi di daerah-daerah terpencil dan
pedesaan untuk meningkatkan pemerataan akses.

3. Menerapkan Kebijakan yang Tepat:

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk
mengatasi kemacetan lalu lintas, seperti penerapan sistem
electronic road pricing (ERP) dan pengembangan
transportasi publik yang efisien.

4. Meminimalkan Dampak Lingkungan:

Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan  berkelanjutan dalam  pembangunan
infrastruktur transportasi untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan.

5. Memperkuat Koordinasi:

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk memastikan kelancaran dan
efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan
peluang yang ada, pengembangan infrastruktur transportasi di
Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat dan perekonomian negara.

12.5 Penutup

Pengembangan infrastruktur transportasi merupakan
salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan
perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Dengan
infrastruktur transportasi yang berkualitas, industri konstruksi
dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan
akan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi
yang terus meningkat. Hal ini juga akan berdampak positif pada
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perekonomian secara keseluruhan, dengan terciptanya lapangan
kerja baru dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor terkait.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan
komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi antara pihak ini akan
memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi
dilakukan dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengembangan infrastruktur transportasi
bukan hanya akan menjadi pendorong pertumbuhan industri
konstruksi, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang
luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
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pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan
Program  Magister = pada  Universitas
Hasanuddin (Unhas) dan menyandang gelar
Magister Teknik, pada tahun 2010. Lulus pada tahun 2018 dari
Universitas Hasanuddin Program Doktor Teknik Sipil.

Pada tahun 2010, bergabung menjadi Dosen Universitas Fajar
(Unifa), Makassar. Sekira lima tahun kemudian, tepatnya pada
tanggal 15 Januari 2015 diamanahkan sebagai Ketua Program
Studi Teknik Sipil, yang dijabat sampai dengan tahun 2019.
Selanjutnya, mulai tanggal 2 Januari 2019 hingga 2023,
mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Program Magister
Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar (Unifa). Kemudian, sejak 3 April 2023, diserahi
amanah baru sebagai Wakil Dekan Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar (Unifa) sampai sekarang.

Aktivitas menulis buku dimulai sejak tahun 2019 dan telah
tercatat beberapa judul buku yang ditulis, diantaranya berjudul
"Campur Panas Hampar Dingin Aspal Berongga3, 3Pengantar
Korosi Material3, 3Belajar Mandiri (Pembelajaran Daring di
Tengah Pandemi Covid-19)3, 3Manajemen Kinerja dan Budaya
Organisasi (Suatu Tindakan Teoritis)3, dan 3Aplikasi Teknologi
Informasi (Konsep dan Penerapan)3.
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DINAMIKA

INDUSTRI
KONSTRUKSI
DI INDONESIA

Industri konstruksi merupakan sektor ekonomi yang fokus pada
pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Industri
konstruksi meliputi pekerjaan pembangunan gedung, jalan raya,
jembatan, bendungan, dan proyek lainnya yang melibatkan konstruksi.

Industri konstruksi di Indonesia telah menjadi salah satu sektor penting
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
infrastruktur. Peran pemerintah dalam mengatur dan memajukan
industri ini menjadi semakin penting, terutama dalam konteks kebutuhan
akan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagaimana ahli
ekonomi menjabarkan bahwa, "Pemerintah memiliki tanggung jawab
yang besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan industri konstruksi, yang pada gilirannya akan berdampak
positif pada pembangunan nasional secara keseluruhan”

Tahapan industri konstruksi antara lain perencanaan, desain, pengadaan
material alat dan tenaga kerja, pelaksanaan, finishing dan pemeliharaan.
Pada tahapan akan melibatkan berbagai pihak seperti pengembang, tim
pelaksana (kontraktor), tenaga ahli dan para pekerja. Perkembangan
industri kontrusi mengikuti perkembangan teknologi bahan bangunan,
manusia terus meneliti, mengembangkan dan menciptakan inovasi bahan
bangunan yang memiliki berat ringan, mudah digunakan, murah dengan
mengedepankan yang ramah lingkungan. Perkembangan inovasi di
dunia industri konstruksi akan tetap tetap berjalan seiring kebutuhan
masyarakat.
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